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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022, perlu disesuaikan dengan perubahan asumsi
kerangka kebijakan keuangan Daerah dan target program
dan kegiatan prioritas Daerah, sehingga perlu untuk
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 tentang  Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2019  Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum
pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentangPercepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  Tahun 2022  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancanngan
Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
nomor 238);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-
2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 302);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi  Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun
2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 24);



44.

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 100);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten uwu
Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21).

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
Nomor 25).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 25) diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Agustus 2022

Diundangkan di Malili
< )\paﬁ?t tanggal, 1 Agustus 2022
SEK‘RE}TARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

\+% ;o
\\ \ BAHRI SULI

-
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“BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, dan
Hidayahnya serta kesehatan yang selalu menyertai sehingga penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
ini dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2022 ini adalah dokumen Operasional perencanaan tahunan
dari RPJMD 2021-2026.

Perubahan RKPD Tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang
tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daearah
yang selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Kebijakan Perubahan Umum APBD
(KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun
Anggaran 2022.

Disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Perubahan RKPD Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2022 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak dan tidak
luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya
konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Perubahan RKPD
Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan
semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Perubahan
RKPD Tahun 2022 ini.

Malili, Juli 2022
BUPATI LUWU TIMUR

TTD

BUDIMAN

KATA PENGANTAR ’ .




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 202
Kabupaten Luwu Timur

Lampiran I : Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor :15 Tahun 2022.
Tanggal : 1agustus 2022

Tentang : Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2022.
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat
tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana
pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan
sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah
satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana Kerja,
pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-
sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja

Pendahuluan "




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 202
Kabupaten Luwu Timur

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:

Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

Target sasaran pembangunan Daerah;

Prioritas pembangunan Daerabh;

Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat

Daerah; dan

Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

S

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Perubahan RKPD Tahun 2022
mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah diantaranya adalah:

a  Mengoptimalkan Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang
telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 kedalam program dan
kegiatan pembangunan tahunan daerah;

b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah
(PD) dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) program dan
kegiatan pembangunan Perangkat Daerah;

¢ Sebagai acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara perubahan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan APBD-P Tahun Anggaran 2022.

d  Perubahan RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam RKPD dapat
diketahui sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan
evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2022 sampai dengan triwulan II dengan tetap
memperhatikan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program
(money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan
pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat
sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat
menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja Pemerintah, sehingga
semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Aparat Pemerintah dalam
mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD

2. Perumusan rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
3. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD
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Dalam rangka perumusan rancangan akhir Dibutuhkan penelaahan
terhadap terhadap pokok pokok pikiran DPRD dalam mewujudkan sinergi
perencanaan pembangunan daerah melalui pendekataan perencanaan
teknokratik, politis, partisipatif dan top-down/bottom-up, yang tidak kalah
pentingnya adalah bahwa Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna
mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan
perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
2022,

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

5  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
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tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008
tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
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Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daearah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentangPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
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Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
nomor 238);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 302);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 314).

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor
24);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8§,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor
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2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten uwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Adapun hubungan dokumen prubahan RKPD kabupaten Luwu timur

Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2022 dan RPJMD kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
merupakan penjabaran tahun pertama dari Operasaional RPJMD Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2021-2026, sehingga saling terintegrasi dan tersinergi
satu dengan lainnya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, program dan
kegiatan pembangunan yang hendak dicapai.

. Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan Dokumen
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Adalah satu
kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Perubahan RKPD
Tahun 2022 dan Perubahan RENJA-PD, setiap program dan kegiatan
yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RENJA-
PD Tahun 2022 berjalan secara simultan dan saling terintegrasi satu dengan
lainnya.

. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati
digunakan sebagai pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan KUPA,
Rancangan PPAS-P yang akan dibahas dengan DPRD untuk mendapat
kesepakatan. Adapun KUPA-PPAS yang sudah disepakati oleh DPRD dan
Bupati sebagai dasar penyusunan RAPBD-P TA. 2022.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya perubahan RKPD Tahun 2022 adalah selain

merupakan dokumen Operasional dari pelaksanaan tahun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 pemerintah
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kabupaten Luwu timur, tidak kalah pentingnya adalah untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan
berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya perubahan RKPD Tahun 2022 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
perbahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Tahun 2022 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) TA. 2022 2022;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. Mengoptimalkan serta menjaga konsistensi antara capaian tujuan dan
sasaran perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
Pemerintahan Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;

6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKP]) Kepala Daerah kepada DPRD;

7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

8. Menjadi pedoman bagi seluruh Stakeholders Pembangunan daerah dalam
mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara
menyeluruh

1.5 SISTEMATIKA RKPD.

Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen
Perubahan RKPD agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas
tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan
Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan
antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan
memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada
Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan
RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab
Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan
dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen
Perubahan RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan

Pendahuluan "




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 202
Kabupaten Luwu Timur

penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta
garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN Il TAHUN BERKENAAN;

Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Triwulan II Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD 2021-2026, serta Permasalahan
Pembangunan Daerabh.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini
memaparkan rancangan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah
kebijakan keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini
menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini memuat rincian
program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2022 dengan perubahan
indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil
kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab ini
menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Kkinerja
tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator
Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun
perencanaan.

BAB VII PENUTUP;

Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan
pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022.
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BAB Il
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022 TRIWULAN I

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan
program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD
Tahun 2021 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah
disusun tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan | tahun
2021. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan
pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, evaluasi ini harus
dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil
evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan
dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun
2022.

RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 Visi Pemerintah  Kabupaten
Luwu Timur  adalah  “LuwuU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”. Visi tersebut diterjemahkan dalam
Enam Misi, Enam Tujuan, dan Sebelas Sasaran Pembangunan dengan 23
Indikator Kinerja. Memasuki pertengahan tahun Anggaran 2022 dalam tahun
berjalan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur memandang perlu
melakukan perubahan RKPD Tahun 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka
efesiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian kinerja serta kebutuhan
prioritas beberapa Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap
Pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, untuk menguraikan
beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator
makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan
pelaksanaan kegiatan Triwulan Il Tahun 2022. Sehubungan dengan itu, hasil
pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai
apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun
perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran
anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2022.

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk
melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami tren yang
dinamis, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur
mencapai 3,07 persen, dan mengalami kenaikan menjadi 3,39 pada tahun 2018.
Setelah itu laju pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun
2020 yaitu sebesar -43 persen menjadi 1,46 persen. Bahkan pada tahun 2021
Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi tajam menjadi -1,39 persen. Laju
pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi dipengaruhi oleh sector pertambangan.
Kontribusi sector pertambangan terhadap pembentukan produk domestic regional
bruto(PDRB) Luwu Timur tahun 2021 sebesar 43,99%. Pada kuartal pertama dan
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kedua tahun 2021 sektor pertambangan mengalami penurunan produksi.Hal ini
berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara total PDRB Luwu Timur
yang mana PDRB sector pertambangan mengalami kontraksi hingga -7,81%.
Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 —

Perbandingan pertumbuhan ekonomi

2021 selengkapnya pada tabel berikut.
Tabel II.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kab Luwu Timur
Tahun 2017-2021

Tahun
Indikator Satuan -
Target Capaian
2017 | 2018 2019 2020
2021 2021
Kab.Luwu % 3,07 3,39 1,17 1,46 1,50 -1,39
Timur

Sumber: Badan Pusat Kab Luwu Timu, Tahun 2022

Namun hal yang positif dimana PDRB Kabupaten Luwu Timur selain sector
tambang mengalami tren pertumbuhan positif. Sektor pertanian,kehutanan dan
perikanan bertumbuh 4,19 persen di tahun 2021. Industri pengolahan dan sector
konstruksi masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 6,5 persen dan 7,65
persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami tren positif
dengan pertumbuhan dari 1,25 persen tahun 2020 bertumbuh menjadi 5,67

persen di tahun 2021

Lapangan Usaha/ Industri

Tabel I1.2.

Pertumbuhan PDRB menurut Sektor Lapangan Usaha
Kab Luwu Timur, Tahun 2017-2021

PDRB Menurut Lapangan Usaha

2018

Harga Berlaku

2019

2020

A. Pertanian, Kehutanan dan 24.27 23.56 23,84 23,96 25,01
Perikanan

B. Pertambangan dan 48.40 49.14 45,27 44,95 43,99
Penggalian

C. Industri Pengolahan 3.44 3.31 3,82 3,67 3,65
g'aze”gadaa” Listrik dan 0.05 0.05 0,05 0,05 0,05
E. Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, 0.01 0.01 0,01 0,01 0,01
Limbah dan Daur Ulang

F. Konstruksi 8.89 9.01 10,44 10,54 10,78
G. Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan 3.69 3.71 4,20 4,10 4,07
Sepeda Motor

H. Transportasi dan 0.71 0.70 0,78 0,68 0,71
Pergudangan

l. Penyedlaan_ Akomodasi 0.20 0.20 0.22 0.19 018
dan Makan Minum

J. Informasi dan Komunikasi 1.38 1.38 1,55 1,68 1,65
K. Jasa Keuangan dan 0.90 0.91 1,00 1,03 1,00
Asuransi

L. Real Estate 2.34 2.22 2,43 2,52 2,43
M,N. Jasa Perusahaan 0.05 0.05 0,06 0,05 0,05
O. Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan 2.38 2.47 2,70 2,67 2,60
dan Jaminan Sosial

P. Jasa Pendidikan 1.99 1.96 2,16 2,26 2,18
Q. Jasa Kesehatan dan 1.20 1.20 1,34 1,51 1,52
Kegiatan Sosial

e
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Harga Berlaku

Lapangan Usaha/ Industri PDRB Menurut Lapangan Usaha
2017 2018 2019 2020 2021
R,S,T,U. Jasa Lainnya 0.12 0.12 0,14 0,12 0,12

PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa distribusi persentase PDRB-ADHB
terbesar dari tahun 2020-2021 vyakni lapangan wusaha dari sector
Pertanian,kehutanan dan kelautan sebesar 25,01 dan disusul oleh sector
Konstruksi sebesar 10,78. Sedangkan yang terendah yakni dari sector Pengadaan
air yankni 0,01 dan sector jasa perusahaan yakni 0,05.

Tabel I1.3.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2017-2021

Harga Konstan 2010
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha/
Industri

2017 2018 2019 2020 2021

A. Pertanian,

Kehutanan dan 2,951,349.52 3,157,826 5.0005.805,8 | 5.157.680,0 5.906.025,0
Perikanan

B. Pertambangan 8,794,437.39 8,681,491 0.504.9255 | 9.677.497,8 | 10.387.739,0
dan Penggalian

C. Industri

Pengolahan 452,194.70 455,674 801.193,7 790.884,9 862.975,3
D. Pengadaan 9,543.61 0,631 10.171,9 10.595,4 11.352,5
Listrik dan Gas

E. Pengadaan Air,

Pengelolaan 993.95 1,139 1.4711 1.622.3 1.8483

Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

F. Konstruksi 1,197,912.94 1,279,365 2.192.080,8 2.269461,3 2.544.547,0

G. Perdagangan
Besar dan Eceran;

in ECE 548,971.30 606,130 882.665,1 883.234,4 961.717,8
Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

H. Transportasi dan 92,191.06 100,787 164.428,7 147.146,7 167.565,4
Pergudangan

I. Penyediaan

Akomodasi dan 23,863.80 25,595 46.132,7 41.372,1 42.477,7
Makan Minum

J. Informasi dan 249,301.54 266,313 325.470,8 362.769,7 390.483,9
Komunikasi

K. Jasa Keuangan 144,926.09 134,022 210.775,7 221.042,8 235.312,3
dan Asuransi

L. Real Estate 270,547.75 274,472 509.270,1 542.983,8 574.094,4
M.N. Jasa 6,460.54 7,074 12.096,3 11.270,2 11.940,9
Perusahaan

O. Administrasi

Pemerintahan, 286,367.98 330,231 566.441,9 573.813,9 613.935
Pertahanan dan

Jaminan Sosial

P. Jasa Pendidikan 279,150.42 296,293 4545455 486.909,1 515.923,2
Q. Jasa Kesehatan 190,764.17 201,793 280.438,4 325.953,5 359.294,7
dan Kegiatan Sosial

R,S,T.U. Jasa 15,295.11 17,262 28.836,1 25.571,9 27.282,0
Lainnya

PRODUK

DOMESTIK 15,514,271.86 15,845,097 | 20.996.749,6 | 21.529.809,6 23.614.515

REGIONAL BRUTO

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir
2017-2021 secara keseluruhan PDRB-ADHB mengalami peningkatan dari tahun
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ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2021 yakni sebesar 2,08 trilyun
Nilai PDRB-ADHK Kab. Luwu Timur tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini
disebabkan oleh sector pertambangan galian di karenakan adanya penurunan
produksi Nickel dan tidak dipengaruhi oleh inflasi, namun 16 sektor lainnya
mengalami peningkatan yang positif. Nilai PDRB-ADHK tahun 2021 dapat dilihat
pada table dibawabh ini.

Tabel 11.4.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur,
Tahun 2017-2021

Lapangan
Usaha/ Industri

Harga Konstan 2010

PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

A. Pertanian,
Kehutanan dan
Perikanan

2,951,349.52

3,157,826

3.183.973,3

3.175.948,7

3.308.980,4

B.
Pertambangan
dan Penggalian

8,794,437.39

8,681,491

8.447.706,1

8.587.768,9

7.916.767,4

C. Industri
Pengolahan

452,194.70

455,674

521.872,7

507.751,8

541.154,3

D. Pengadaan
Listrik dan Gas

9,543.61

9,631

10.029,2

10.52,9

11.165,1

E. Pengadaan
Air, Pengelolaan
Sampabh,
Limbah dan
Daur Ulang

993.95

1,139

1.206,4

1.319,0

1.474,2

F. Konstruksi

1,197,912.94

1,279,365

1.403.975,5

1.448.200,8

1.559.002,6

G. Perdagangan
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda
Motor

548,971.30

606,130

669.824,2

662.567,2

707.104,8

H. Transportasi
dan
Pergudangan

92,191.06

100,787

111.864,8

97.385,9

103.939,7

I. Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

23,863.80

25,595

27.785,3

24.233,3

24.800,5

J. Informasi dan
Komunikasi

249,301.54

266,313

294.885,7

328.119,3

353.187,6

K. Jasa
Keuangan dan
Asuransi

144,926.09

134,022

141.691

147.326,3

154.803,7

L. Real Estate

270,547.75

274,472

295.870,9

313.475,3

331.402,9

M,N. Jasa
Perusahaan

6,460.54

7,074

7.817,0

7.151,0

7.421,7

O. Administrasi
Pemerintahan,

Pertahanan dan
Jaminan Sosial

286,367.98

330,231

348.463,1

345.808,2

366.498,2

P. Jasa
Pendidikan

279,150.42

296,293

317.685,5

337636,1

356.557,3

Q. Jasa
Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

190,764.17

201,793

219.429,5

245.146,7

268.619,5

R,S,T,U. Jasa
Lainnya

15,295.11

17,262

18.864,4

16.540,3

17.622,4

PRODUK
DOMESTIK
REGIONAL
BRUTO

15,514,271.86

15,845,097

16.022.945,2

16.256.901,6

16.030.502,4

e
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Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir
2017-2021 secara keseluruhan PDRB-ADHK mengalami fluktuasi dari tahun 2017-
2020 mengalami peningkatan namun tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini

disebabkan oleh sector pertambangan galian yang mengalami penurunan
produksi.
2.1.2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan indikator yang menggambarkan

pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB
dengan populasi penduduk ditahun tertentu. PDRB perkapita Kabupaten Luwu
Timur sejak tahun 2017 menunjukkan peningkatan, Pada tahun 2021
kmengalami perbaikan yang bergerak hingga 5,73% dari tahun sebelumnya,
kondisi ini seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi yang telah
mengalami penyesuaian terhadap kondisi covid 19 yang masih berlangsung
hingga tahun 2021 ini. Perbandingan PDRB Perkapita danselengkapnya pada
tabel berikut.

Tabel II.6.
PDRB PerKapita dan PDB Perkapita (ADHB) Kab Luwu Timur 2017-2021

Tahun
Indikator Satuan X
Target Capaian
2017 2018 2019 2020
2021 2021
Kab.Luwu Timur
PDRB Perkapita Juta 63,71 69,41 71,34 72,85 122,9 78,58
(ADHB)
, Juta 53,21 53,90 54,45 55,01 53,23 53,34
PDRB Perkapita
(ADHK)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2022

2.1.3. Indeks Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Luwu Timur
yang diukur dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini pada periode 2021
menunjukkan nilai 0,377 angka ini menurun sebesar 0,009 poin dibanding
Indeks Gini 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode
tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kabupaten Luwu
Timur. Perkembangan indeks gini Kab.Luwu Timur Tahun 2017 hingga
2021 selengkapnya pada tabel berikut.
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Tabel I1.7.

Perkembangan Indeks Gini Berdasarkan Kab.Luwu Timur
Tahun 2017 — 2021

INDEKS GINI Tahun
SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
INDEKS 0,411 0,398 0,387 0,405 0,396

Sumber : BPS Kab.Luwu Timur, 2022

2.1.4. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2021 sebesar
20,99 ribu jiwa atau 6,94 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami
peningkatan sebesar 0,17 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2020.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 6,94 persen juga naik
sebesar 0,09 poin dari maret 2020.

Jika melihat perkembangan selama lima tahun terakhir, 2017 — 2021, jumlah
penduduk miskin di Luwu Timur jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 21,94 juta jiwa . Sejak tahun 2018
hingga 2020, jumlah penduduk miskin terus menurun dan kembali mengalami
kenaikan pada tahun 2021.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada persentase penduduk miskin
Kabupaten Luwu Timur yang juga bervariasi selama lima tahun terakhir. Pada
tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 7,66 persen terhadap total
penduduk. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2020, persentase penduduk miskin
mengalami penurunan berturut-turut menjadi 6,85 persen pada tahun 2020.
Namun pada tahun 2021, persentase kemiskinan mengalami kenaikan menjadi
6,94 persen.

Selama tahun 2017-2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur
mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu
Timur sekitar Rp 298.214,- perkapita/bulan dan di tahun tersebut Garis Kemiskinan
mengalami peningkatan sebesar 8,85 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9,08 persen menjadi
Rp 315.478,- perkapita/bulan.

Selanjutnya di tahun 2019 Garis Kemiskinan menjadi Rp 333.739,-
perkapita/bulan dengan penurunan sebesar 5,79 persen. Pada tahun 2018
persentase peningkatan Garis Kemiskinan yang paling besar sejak tahun 2017
hingga 2021, sedangkan tahun 2019 Garis kemiskinan menjadi Rp 333.739,-
perkapita/bulan, kemudian di tahun 2020 Garis Kemiskinan naik 5,04 persen
menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan,terakhir pada tahun 2021, Garis Kemiskinan
naik 6,10 persen menjadi Rp 371.947,- perkapita/bulan.

. Data selengkapnya garis Kabupaten Luwu Timur, terlihat pada tabel
berikut.

Tabel 11.9.
Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2017-2021

Tahun
Satuan

2017 ‘ 2018 2019 2020 2021
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Garis Kemiskinan Kab.Luwu Timur

Rupiah/Perkapita 289.214 315.478 333.739 350.576

371.947
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2021
Tabel 11.10.
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021
Tahun
Indikator Satuan X
Target Capaian
2017 | 2018 2019 | 2020
2021 2021
Kab.Luwu % 9234 | 92,77 |93,02 | 9315 92,16 93,06
Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Luwu Timur Tahun 2021
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu Timur
menunjukkan peningkatan sebesar 0,02 point dibandingkan capaian
tahun 2020 atau bertumbuh sebesar 0,99 persen. Kondisi ini menunjukkan
terjadinya percepatan pertumbuhan dibanding tahun 2020 yang sebesar 1,00
persen. Capaian nilai IPM sangat dipengaruhi oleh dimensi pembentuk IPM
yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi
pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang
dan hidup sehat diukur dengan komponen angka harapan hidup sejak lahir
(AHH), seiring dengan pandemic covid 19 nilai AHH Kabupaten Luwu
Timur tahun 2020 dan 2021 mengalami perlambatan pertumbuhan
dibanding nilai UHH 2019 dan 2020.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan
Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian menunjukkan
bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021 mengalami peningkatan
sebesar 0,01 point dari 12,83 di tahun 2020 menjadi 12,84 ditahun 2021.
Demikian pula halnya dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
yang mengalami stagnan di point 8,8 ditahun 2021 dan ditahun
2021.Perlambatan pada kedua komponen tersebut masih sangat
dipengaruhi oleh pandemic covid 19 yang masih berlangsung.

Adapun dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh
pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2021) yang disesuaikan.
Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat
Kabupaten Luwu Timur mencapai Rp16,03 juta. Angka ini mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,01 persen. Adapun Capaian IPM dan
Dimensi Pembentuk IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 — Tahun 2021
selengkapnya pada tabel berikut.
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Tabel 11.11.
Capaian IPM dan Dimensi Pembentuk IPM Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2017 — 2021

Tahun
Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Angka Harapan
Hidup(AHH) Tahun 69,79 70,03 70,38 70,53 70,63
Harapan Lama
Sekolah(HLS) Tahun 12,79 12,81 12,82 12,83 12,84
Rata-Rata Lama
Sekolah Tahun 8,2 8,45 8,54 8,8 8,8
Pengeluaran Ribu 15,514,271, | 15,845,0 | 16.022.94 | 16.256.90 | 16.030.50
PerKapita(ADK) Rupiah/Orang 86 97 52 1,6 2,4
IPM Nilai 71,46 72,16 72,8 73,22 73,24

Sumber :BPS Kab Luwu Timur, Tahun 2017 — 2021

Pencapain nilai IPM Kabupaten Luwu Timur berdasarkan pengklasifikasian
BPS dalam lima tahun terakhir telah masuk dalam kategori IPM tinggi yang
berada diantara nilai 70 dan 80. Meskipun demikian masih diperlukan upaya
untuk meningkatkan nilai capaian agar dapat masuk dalam kategori sangat tinggi
dengan nilai capaian diatas 80.

2.1.7. Nilai SAKIP Kabupaten

Capaian nilai SAKIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur
tahun 2020 menunjukkan Kenaikan sebesar 0,09 poin dari nilai sebelumnya di
tahun 2019. Kondisi ini memerlukan konsistensi untuk dapat mencapai target
kriteria B yang diharapkan pada tahun 2021. Capaian 2021 yang tersaji pada

tabel merupakan angka sementara sebagai

perbaikan yang telah dilakukan selama ini, Angka resmi baru akan
didapatkan dari Kemenpan RB. Data selengkapnya terlihat pada tabel berikut.

prediksi capaian berdasarkan

Tabel 11.12.
Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Timur
Tahun
Indikator Satuan Target Capaian
2017 2018 2019
2020 2021 2021
Nilai SAKIP KAB C BB B B B
LUWU TIMUR (>60-70)
46,15 71,28 60,17 61,06

Sumber: Kemenpan, Tahun 2022

Dalam mendorong peningkatan capaian nilai SAKIP beberapa hal yang

dapat disarankan dalam hal pelaksanaan

berikut :

a. Perlu peningkatan komitmen dan konsistensi

dalam hal

implementasi SAKIP adalah sebagai

penerapan

perencanaan/pengalokasian anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan
anggaran yang lebih memprioritaskan pada kegiatan atau aktivitas yang lebih
berpengaruh terhadap capaian kinerja;

w
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b. Perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan perjanjian kinerja sehingga
memuat kinerja utama (sasaran dan indikator kinerja utama);

c. Perlu dilakukan penyempurnaan rumusan kinerja pada tingkat eselon I
pada seluruh perangkat daerah, sehinmgga selaras dengan indikator kinerja
utama masing-masing perangkat daerah;

d. Memperbaiki kualias penyajian maupun kualitas pengukuran data kinerja pada
laporan kinerja, terutama laporan kinerja perangkat daerah;

e. Mendorong penguatan system merit melalui pemanfaatan hasil pengukuran
kinerja yang sudah dibangun sebagai dasar pemberian penghargaan dan
hukuman;

f. Mulai menerapkan budaya kinerja, dengan melakukan monitoring dan
evalausi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pencapaian kinerja
yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja, yang dipimpin langsung
oleh pimpinan perangkat daerah;

1. Mengetahui lebih dini hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di
akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk
perbaikan dan penyempurnaan;

2. Optimalisasi serapan  anggaran
sebagai penggerak perekonomian
manfaatnya oleh masyarakat;

3. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap

sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi
anggaran;
Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data
dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran
dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

APBD
dirasakan

dalam
daerah

pelaksanaan
yang

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai triwulan ke Il
2.2.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD 2022 yang terakomodir di APBD Tahun 2022

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2022
yang terakomodir di APBD Tahun 2022 memberikan gambaran seberapa banyak
jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator kegiatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022. Adapun jumlah
program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat
digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11.13.

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
yang ada dalam APBD 2022

No Jumlah indikator
Uru. Perangkat Daerah Jumian Jumiah Sub Jumlah Jumlah
X Program | Kegiatan | Kegiata | “Ymia Jumlah umia
n Progra Keqi Sub
giatan :
m Kegiatan
1 | Sekretariat DPRD 2 18 61 2 18 62
2 | Dinas Pendidikan 6 17 73 6 17 73
3 | Dinas Transmigrasi & 7 17 a7 7 17 50
Tenaga Kerja
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No. Jumlah indikator
AT PR EErEl Isjrl:)rg::t% }g];gr?allf‘:n Kesguigta Jumlah | 5 oh Jumlah
! n Progra Kegiatan Sgb
m 9 Kegiatan
4 | Dinas Pemberdayaan 4 11 40 4 11 40
Masyarakat & Desa
S | Sekretariat Daerah 3 20 67 3 21 68
6 | RSUD I LAGALIGO 2 7 10 2 9 13
7 | Dinas Perumahan, 9 21 44 12 23 44
Kawasan Permukiman &
Pertanahan
8 | Dinas Kependudukan & 5 14 34 5 14 40
Pencatatan Sipil
9 | Badan Pengelolaan 3 13 64 3 13 64
Keuangan Daerah
10 | Dinas Penanaman Modal & 6 15 37 6 15 37
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
11 | Dinas Perdagangan, 14 24 53 14 24 53
Koperasi, UKM &
Perindustrian
12 | Badan Pendapatan Daerah 2 9 36 2 9 36
13 | Dinas Pertanian & 10 21 50 18 21 62
Ketahanan Pangan
14 | Dinas Pekerjaan Umum & 12 26 87 15 28 98
Penataan Ruang
15 | Dinas Perikanan 5 18 45 > 18 47
16 | Dinas Lingkungan Hidup 10 17 36 10 17 36
17 | Dinas Perhubungan 3 19 42 > 23 44
18 | Dinas Komunikasi, 5 13 34 5 13 34
Informatika, Statistik &
Persandian
19 | Dinas Pariwisata, 8 21 48 8 21 48
Kepemudaan & Olahraga
20 | Badan Penanggulangan 2 12 37 2 12 37
Bencana
21 | Dinas Perpustakaan & 5 15 42 5 15 47
Kearsipan
22 | Dinas Pengendalian 4 15 48 4 15 48
Penduduk & KB
23 | Satuan Polisi Pamong 2 11 52 4 14 77
Praja
24 | Dinas Pemadam 2 13 58 2 13 58
Kebakaran &
Penyelamatan
25 | Dinas Sosial, 11 21 39 11 22 39
Pemberdayaan Perempuan
& Perlindungan Anak
26 Bapelitbangda 4 18 57 4 18 57
27 Inspektorat 3 10 37 3 10 37
28 | BKPSDM 3 14 47 3 14 47
29 | Badan Kesatuan Bangsa & 6 13 29 6 13 29
Politik
30 | Dinas Kesehatan S 19 71 5 30 78
31 | Kec. Tomoni Timur 6 15 35 6 15 35
32 | Kec. Mangkutana 6 15 37 6 15 37
33 | Kec. Wasuponda 6 14 34 6 14 34
34 | Kec. Angkona 6 15 36 6 15 36
35 | Kec. Tomoni 6 16 39 6 16 39
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No Jumlah indikator
. Jumlah Jumlah Sub
i PR EErEl Program | Kegiatan | Kegiata | Jumiah | 5 o h Jumlah
t n Progra . Sub
Kegiatan ,
m Kegiatan
36 | Kec. Towuti 6 15 34 6 15 34
37 | Kecamatan Burau 6 15 36 6 15 36
38 | Kecamatan Wotu 6 16 36 6 16 36
39 | Kecamatan Kalaena 6 15 36 6 15 36
40 | Kecamatan Malili 6 16 31 6 16 31
41 | Kecamatan Nuha 6 17 37 6 17 37
Total 229 651 1816 247 677 1894

Sumber : RKPD Pokok 2022, dan SIPD 2022

Tabel

diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 227,
jumlah kegiatan 652 dan jumlah sub kegiatan 1794. Sedangkan

jumlah

indikator program sebanyak 240, jumlah indikator kegiatan sebanyak 656, dan
jumlah indicator sub kegiatan sebanyak 1839.

2.2.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan Il Tahun
2022

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran
seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan Il untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2022.
Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.14.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Hingga Triwulan Il

REALISASI S/D
PAGU APBD PERSENTASE
NO | NAMA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I
(Rp) (Rp) KEU | FISIK
Sekretariat DPRD 33.001.493.900 14.390.614.280,00 43,61
Dinas Pendidikan 295.062.101.500,00 109.134.079.791,00 36,99
Dzt Telnisiniizlietl & U einzidel 5.980.934.190,00 2.215.958.572,00
3 Kerja 37,05
DI HEloErEnEED [ e el 5.188.596.016,00 1.585.377.336,00
& Desa 30,56
Sekretariat Daerah 61.970.997.414,00 23.917.629.301,00 38,59
RSUD | LAGALIGO 134.617.989.439 56.516.572.704,00 | 4198
Dinas Perumahan, Kawasan
7 Permukiman & Pertanahan 14.243.389.593,00 2.889.291.116,00 20,29
Dinas Kependudukan &
8 Pencatatan Sipil 5.871.351.727 1.935.257.748 32,96
Badan Pengelolaan Keuangan
9 Daerah 349.524.028.440,00 STl 23,82
Dinas Penanaman Modal &
10 Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.769.180.131 AR REI0 40,38
Dinas Perdagangan, Koperasi,
11 UKM & Perindustrian 7.564.418.264 ARSI 38,25
| RN PEREEREE (EESE 12.267.803.116 5.052.565.403 | 4119
Dinas Pertanian & Ketahanan
13 | Pangan 46.442.531.339 ESREIE | o pa
Dinas Pekerjaan Umum &
14 Penataan Ruang 187.659.318.403,00 27.414.421.956 14,61
15 Dinas Perikanan 15.072.942.397 2.075.338.828 13,77
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REALISASI S/D

PAGU APBD PERSENTASE
NO | NAMA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I
(Rp) (Rp) KEU | FISIK
16 Dinas Lingkungan Hidup 7.872.315.838 2.879.540.507 36,58
17 Dinas Perhubungan 14.146.760.400 2.771.587.406 19,59
Dinas Komunikasi, Informatika,
18 Statistik & Persandian 8.145.894.744 2.574.958.622 31,61
Dinas Pariwisata, Kepemudaan &
19 Olahraga 27.882.781.924,00 2.110.678.551 7,57
20 Badan Penanggulangan Bencana 4.594.450.041 1.487.493.936,00 32,38
21 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 4.159.467.840 1.917.467.091 46,10
Dinas Pengendalian Penduduk &
22 KB 10.177.992.431 2.423.826.453 23,81
23 Satuan Polisi Pamong Praja 12.194.299.907,00 4.536.093.819 37,20
Dinas Pemadam Kebakaran &
24 Penyelamatan 7.473.718.450 3.195.025.735 42,75
Dinas Sosial, Pemberdayaan
25 | Perempuan & Perlindungan Anak STl e 4.866.040.065,00 | 49,67
26 | Bapelitbangda 8.988.679.600 2.904.263.885 | 32,31
27 | Inspektorat 12.035.567.579 4.937.595.965 | 41,03
28 | BKPSDM 10.701.258.050,00 3.416.055.726 | 31,92
29 | Badan Kesatuan Bangsa & Politik 4.120.208.839,00 1.370.767.486,00 | 33,27

239.800.627.291,00

30 Dinas Kesehatan 82.403.655.241 34,36

31 Kec. Tomoni Timur 2.565.823.250 1.270.005.558 49,50

32 Kec. Mangkutana 3.013.872.800,00 1.434.088.468 47,58

88 Kec. Wasuponda 2.818.221.400 1.838.403.708 65,23

34 | Kec. Angkona 2.859.763.900 1.371.883.923,00 | 47,97

35 | Kec. Tomoni 4.365.590.550 2.108.930.406,00 | 4831

36 | Kec. Towuti 1.375.023.088,00 | 3483

3.947.968.600

1.591.502.378 48,00

37 Kecamatan Burau 3.315.965.850

38 Kecamatan Wotu 3.146.372.275,00 1.375.023.088 43,70

39 Kecamatan Kalaena 2.523.235.700 1.387.348.596,00 54,98

1.779.021.375 46,10

40 Kecamatan Malili 3.858.936.598

41 Kecamatan Nuha 3.955.917.970 1.813.348.589 45,84

JUMLAH 1.597.698.847.888

488.915.236.643 36,91

Sumber : e-monev Kab., 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran
yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di
kabupaten Luwu Timur tahun 2022 sebesar Rp. 488.915.236.643,-
anggaran tersebut dilaksanakan oleh 41 perangkat daerah Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga
triwulan Il adalah sebesar 36,91persen. Kondisi ini menunjukkan capaian masih
kurang 21,54 persen dari target
50,00 persen yang diharapkan pada triwulan 1l . Kondisi capaian realisasi
fisik disebabkan karena beberapa kegiatan sedang dalam proses
pengerjaan,proses kontrak,dan proses pengadaan pada UKPBJ Kabupaten
Luwu Timur.
. Terdapat 2 OPD dengan kategori baik kategori Baik yaitu >50.Terdapat... OPD
hingga triwulan Il masih dalam kategori sedang yaitu >30 — <50 persen dengan
jumlah sebanyak 32 OPD atau 78 persen dari jumlah keseluruhan OPD,
selebihnya sebanyak 7 OPD atau 17 persen dari jumlah keseluruhan OPD dengan

e
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realisasi anggaran yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang
dari 21 persen hingga triwulan II.

2.2.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dalam Pelaksanaan RKPD 2022

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian
berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai
dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi
perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3
kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 —
30%, Kategori Sedang Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih
besar dari >30 — 50 persen dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah
dengan realisasi anggaran diatas 50 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi
yang diharapkan sebesar 50 persen didasarkan atas tingkat capaian yang
diharapkan untuk triwulan Il adalah 50 persen, sehingga jika terdapat OPD
dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 50 persen dianggap melampaui
target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program
untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka
dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh
perangkat daerah sebanyak 229 program dengan rincian capaian yang masuk
pada kategori rendah ada sebanyak 68 program atau 29 persen (realisasinya
0-30 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 48 program atau
20 persen (realisasi >30-53 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi
sebanyak 109 program atau 47 persen (realisasi diatas
50 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level
kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat
651 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dari
keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 157 kegiatan atau 24 persen yang
realisasi pendanaannya hingga triwuan Il masih dalam kategori rendah yaitu 0
— 30 persen, sedang yang berada dalam karegori sedang sebanyak 131 kegiatan
atau 20 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 50
persen sebanyak 360 kegiatan atau 55 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing
perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1816
sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdapat 597 sub kegiatan atau
32 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang
masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat
257 sub kegiatan, dan 963 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi
pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 50
persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan 1.
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian Kkinerja
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pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat
pada tabel
berikut.
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Tabel I1.15.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Luwu Timur Triwulan

Il Tahun 2021

Jumlah Program

berdasarkan tingkat Capaian

Jumlah Kegiatan

berdasarkan tingkat Capaian

Jumlah

Jumlah Sub Kegiatan

berdasarkan tingkat Capaian

Jumlah | pendanaan Jumlah | pendanaan Sub Pendanaan
Program Kegiatan .
No. Perangkat daerah g R0 g = Kegiatan .
0-30% > 50% 0-30% > 50% 0-30% > 50%
50% 50% 50%
(R) (S) (M (R) ©) (M (R) ©) (M
il 7 -3 -4 5 -6 -3 -4 5 -6 -3 -4 5 -6
1 Sekretariat DPRD 2 2 18 4 1 13 62 21 4 37
2 Dinas Pendidikan 6 2 3 17 4 4 9 73 36 5 32
3 Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja 7 6 17 2 1 14 47 5 3 39
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa 4 1 2 11 1 6 4 40 16 6 18
5 Sekretariat Daerah 3 3 20 2 4 14 67 16 10 41
6 RSUD | LAGALIGO 2 2 7 1 6 10 3 1 6
7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & 9 6 1 2 21 8 3 10 44 18 4 22
Pertanahan
8 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 5 1 1 3 14 3 1 10 34 5 29
9 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 3 3 13 1 2 10 64 20 1 43
10 Dinas Penanaman Modal & Pelayanan 6 2 1 15 4 11 37 14 3 20
Terpadu Satu Pintu
11 Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM & 14 4 10 24 6 1 17 53 18 3 32
Perindustrian
12 Badan Pendapatan Daerah 2 2 9 2 1 3 36 10 5 21
13 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 10 2 4 21 8 5 10 50 23 13 14
14 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 12 10 1 26 14 4 8 87 48 10 29
15 Dinas Perikanan 5 4 1 18 7 2 9 45 13 11 21
16 Dinas Lingkungan Hidup 10 4 3 3 17 6 4 7 36 15 7 14
17 Dinas Perhubungan 3 2 1 19 4 3 12 42 9 5 28
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Jumlah Program

berdasarkan tingkat Capaian

Jumlah Kegiatan

berdasarkan tingkat Capaian

Jumlah Sub Kegiatan
berdasarkan tingkat Capaian

Jumlah
Jumlah | pendanaan Jumlah | pendanaan Sub Pendanaan
No. Perangkat daerah Program >30 — Kegiatan >30 — Kegiatan ~30 —
0 - 30% > 50% 0 -30% > 50% 0-30% > 50%
50% 50% 50%
(R) (S (M) (R) (S) (T) (R) (S) (M)
1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6
= Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & s 2 3 13 2 1 10 34 4 2 28
Persandian
19 8 7 1 21 13 7 1 48 28 15 5
Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga
20 Badan Penanggulangan Bencana 2 1 1 12 5 7 37 10 5 22
21 Dinas Perpustakaan & Kearsipan S 3 2 15 3 3 6 42 10 11 21
22 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 4 1 1 2 15 1 4 9 48 12 7 29
23 Satuan Polisi Pamong Praja 2 2 11 3 2 6 52 15 5 32
24 Dinas Pemadam Kebakaran & 2 1 1 13 1 6 6 S8 28 3 27
Penyelamatan
25 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & 11 2 7 2 21 5 11 S 39 8 17 14
Perlindungan Anak
26 Bapelitbangda 4 1 1 2 18 4 7 8 57 20 14 23
27 Inspektorat 3 1 2 10 5 5 37 15 9 13
28 BKPSDM 3 1 2 14 3 4 7 47 16 9 22
29 Badan Kesatuan Bangsa & Politik 6 1 S 13 1 1 11 29 i, 2 26
30 Dinas Kesehatan 5 2 1 2 19 9 10 71 47 7 17
31 Kec. Tomoni Timur 6 1 2 3 15 2 7 6 35 13 9 13
32 Kec. Mangkutana 6 1 5 15 2 13 37 4 4 29
33 Kec. Wasuponda 6 5 1 14 6 7 1 34 18 12 4
34 Kec. Angkona 6 2 2 2 15 6 4 5 36 12 5 19
35 Kec. Tomoni 6 2 2 2 16 3 1 12 39 9 3 27
36 Kec. Towuti 6 1 5 15 1 14 34 2 2 30
N« -camatan Buran 6 1 5 15 2 1 12 36 5 2 29
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Jumlah Program

Jumlah Kegiatan
berdasarkan tingkat Capaian

Jumlah Sub Kegiatan
berdasarkan tingkat Capaian

berdasarkan tingkat Capaian
Jumlah
Jumlah | pendanaan Jumlah | pendanaan Sub Pendanaan
No. Perangkat daerah Program 230 Kegiatan 530 Kegiatan 30
0 - 30% > 50% 0 - 30% > 50% 0 - 30% > 50%
50% 50% 50%
(R) ©) (T) (R) (S (T) (R) (S (T)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -3 -4 -5 -6 -3 -4 -5 -6
38 Kecamatan Wotu 5 2 3 16 2 5 9 36 8 9 19
39 Kecamatan Kalaena 6 1 5 15 2 1 13 36 4 5 27
40 Kecamatan Malili 6 2 4 16 3 3 10 31 4 3 24
41 Kecamatan Nuha 6 3 3 17 4 6 7 37 14 6 17
TOTAL 229 651 1816
SUmber: Laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 s/d triwulan Il
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2.2.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dalam Pelaksanaan RKPD 2022

Infformasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian
kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub
kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian kinerja
tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, vyaitu kategori Rendah untuk
perangkat daerah dengan realisasi 0 — 30 persen, Kategori Sedang untuk perangkat
daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 30 — 50 persen dan kategori Tinggi
untuk  perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 50 persen. Penetapan
batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 50 persen didasarkan atas tingkat
capaian yang diharapkan untuk triwulan Il adalah 50 persen, sehingga jika terdapat
OPD dengan capaian realisasi kinerja lebih dari
50 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat
digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-
tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 229 Program yang dilaksanakan
sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada
kategori rendah atau dibawah 30 persen terdapat 70 program, untuk pencapaian
kinerja dengan kategori sedang (diatas 30-50 persen) terdapat 64 program,
selebihnya sebanyak 91 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi
yang pencapaiannya lebih dari 50 persen pada triwulan 1l Tahun 2022.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan
bahwa dari 651 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat
170 kegiatan (26 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau
dibawah 30 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 159
kegiatan (24 persen), selebihnya terdapat 331 kegiatan (50 persen) yang capaian
kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 50 persen yang merupakan
batas realisasi yang diharapkan pada triwulan Il Tahun 2022.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan
bahwa dari 1816 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua
dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 30
persen terdapat 651 sub kegiatan (35 persen), sedangkan yang capaian kinerja
sedang sebanyak 347 kegiatan (19 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk
dalam kategori tinggi sebanyak 844 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 50
persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan Il Tahun
2022.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub
kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.
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Tabel 11.16.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan Il
Jumlah Program : . : Jumlah Sub Kegiatan
berdasarkan tingkat AL e L] beir((_jasgrkan Ui Cape el berdasarkan tingkat Capaian
s inerja L
Jumlah Capaian kinerja kinerja
No. Perangkat daerah Program Jumlah
0- >30 — Jumlah | O- >30 - 0- >30 —
30% 500 | ~°9% | Kegiatan | 30% s0% | 0% | Sub 305 50% —
egiatan
(R) S | M (R) S 1M (R) S | M

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -3 -4 -5 -6 -3 -4 -5 -6
1 Sekretariat DPRD 2 1 1 18 11 4 3 62 23 13 26
2 Dinas Pendidikan 6 4 1 1 17 6 3 8 73 41 11 21
3 Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja 7 3 4 17 6 4 7 47 13 20 14
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa 4 1 2 1 11 3 5 3 40 45 7 13
5 Sekretariat Daerah 3 3 20 2 4 14 67 16 10 41
6 RSUD | LAGALIGO 2 1 1 7 7 10 2 8
7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & 9 6 1 > 21 8 3 10 a4 18 4 29

Pertanahan
8 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 5 1 1 3 14 3 10 34 5 29
9 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 3 3 13 1 2 10 64 20 1 43
10 Dinas Penanam_an Modal & Pelayanan 6 5 1 15 4 11 37 14 3 20

Terpadu Satu Pintu
11 Dlnfsls Perc_iagangan, Koperasi, UKM & 14 4 10 on 6 1 17 53 18 3 32

Perindustrian
12 Badan Pendapatan Daerah 2 2 9 2 1 3 36 10 5 21
13 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 10 2 4 4 21 8 5 10 50 23 13 14
14 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 12 10 1 26 14 4 8 87 48 10 29
15 Dinas Perikanan 5 4 1 18 8 8 2 45 15 22 8
16 Dinas Lingkungan Hidup 10 4 3 3 17 6 4 7 36 15 7 14
17 Dinas Perhubungan 3 2 1 19 4 3 13 42 9 5 28
18 Dinas Kc_)munlkasu Informatika, Statistik & 5 5 3 13 5 1 10 34 4 5 o8

Persandian
19 Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga 8 7 1 21 13 7 1 48 28 15 5
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Jumlah Program : . : Jumlah Sub Kegiatan h
berdasarkan ?ingkat T (NEEEE belr(c_iasgrkan i) 6 CEREIET berdasarkan tingka? Capaian
Jumlah Capaian kinerja inena kinerja
No. Perangkat daerah Program 0- >30 — Jumiah | o- >30 — Jumlah | >30 —
30% 50% | ~°°% | Kegiatan | 30% 5006 | >90% | Sub g5 50% > el
Kegiatan
(R) S | M (R) S |1 M (R) S M

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -3 -4 -5 -6 -3 -4 -5 -6

20 Badan Penanggulangan Bencana 2 2 12 2 4 6 37 17 12 8
21 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 5 3 2 15 3 3 6 42 10 11 21
22 Dinas Pengendalian Penduduk & KB 4 1 1 2 15 1 4 9 48 12 7 29
23 Satuan Polisi Pamong Praja 2 2 11 3 2 6 52 15 5 32
24 Dinas Pemadam Kebakaran & 5 1 1 13 1 6 6 58 o8 3 27

Penyelamatan
o5 Dina_ls Sosial, Pemberdayaan Perempuan & 11 7 5 21 5 11 16 39 8 17 14
Perlindungan Anak
26 Bapelitbangda 4 1 1 2 18 4 7 8 57 20 14 23
27 Inspektorat 3 1 2 10 5 5 37 15 9 13
28 BKPSDM 3 1 2 14 3 4 7 47 16 9 22
29 Badan Kesatuan Bangsa & Politik 6 1 5 13 1 1 11 29 1 2 26
30 Dinas Kesehatan 5 2 1 2 19 9 10 71 47 7 17
31 Kec. Tomoni Timur 6 1 2 3 15 2 7 6 35 13 9 13
32 Kec. Mangkutana 6 1 5 15 2 13 37 4 4 29
33 Kec. Wasuponda 6 5 1 14 6 7 1 34 18 12 4
34 Kec. Angkona 6 2 2 2 15 6 4 5 36 12 5 19
35 Kec. Tomoni 6 2 2 2 16 3 1 12 39 9 3 27
36 Kec. Towulti 6 3 3 15 1 7 7 34 4 22 8
37 Kecamatan Burau 6 1 4 1 15 2 9 4 36 7 20 9
38 Kecamatan Wotu 5 2 3 16 2 5 9 36 8 9 19
39 Kecamatan Kalaena 6 1 5 15 2 1 13 36 4 5 27
40 Kecamatan Malili 6 1 2 4 16 3 3 10 31 4 3 24
41 Kecamatan Nuha 6 1 3 3 17 4 6 7 37 14 6 17
TOTAL 229 651 1816
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2.2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan

Realisasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan berdasarkan urusan sampai dengan triwulan 1l Tahun 2022
masih dalam kategori sedang (dibawah 50 persen), sedangkan realisasi anggaran
masuk kategori tinggi (diatas 50 persen). Hal dimaksud digambarkan sebagai
berikut:

1. Untuk Urusan pemerintahan  wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja masih dalam kategori sedang,
sedangkan realisasi anggaran masuk kategori rendah;

2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar rata-rata capaian kinerja pada kategori sedang dan untuk keuangan
masih pada kategori Sedang;

3. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata-rata capaian kinerja masih pada
kategori sedang dan untuk keuangan masuk pada kategori rendah;

4. Urusan Pendukung pemerintah dengan rata-rata capaian Kkinerja pada
kategori Tinggi dan untuk keuangan pada kategori Sedang;

5. Urusan Penunjang pemerintah dengan rata-rata capaian kinerja masih
pada kategori tinggi dan untuk keuangan pada kategori Sedang

6. Unsur pengawasan Urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja pada
kategori tinggi dan untuk keuangan pada kategori Sedang; dan

7. Unsur Kewilayahan Urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja pada

kategori tinggi dan untuk keuangan pada kategori Sedang
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Tabel 11.17.
Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan
Rata Rata Capaian Kinerja
. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan dan Predikat
Kode Urusan/Bidang Urusan Kinerja RKPD
RKPD | APBD Realisasi | % K@ | K | Rp
-1 -2 -3 -4 -5
Urusan Pemerintahan Wajib
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
1 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 288.950.987.500 294.662.137.100 109.000.525.691 37 36,69 S S
1 2 . . 337.666.111.585 374.378.616.730 138.920.227.945 37 61,57 T S
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum 182.857.700.403 187.659.318.403 27.414.421.956 15 20,73 R R
Dan Penataan Ruang
1 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan 12.245.188.657 7.998.640.443 1.524.305.326 19 43 S R
Kawasan Permukiman
1 5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan 19.125.066.100 24.262.468.398 9.218.613.490 38 62,98 T S
Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 7.128.421.192 8.501.432.328,00 4.363.897.955 29 72,7 T R
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2 7 . . . T S
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 5.130.934.190 5.655.647.377 1.894.800.922 34 55
2 8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan T S
Perempuan Dan Perlindungan Anak 767.659.000 1.294.647.864 502.142.110 39 73
2 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan i R R
9 9 1.154.803.287 4.284.090.107 87.739.175 2
2 10 . . ST ST
U PEmETERED (g PErEmEnen 5.828.732.250 6.244.749.150 5.067.851.680 81 100
2 11 . . . . S
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | 7 158 451 192 7.872.315.838 2.879.540.507 37
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Rata Rata Capaian Kinerja
. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan dan Predikat
Kode Urusan/Bidang Urusan Kinerja RKPD
RKPD | APBD Realisasi | % K®) | K | Rp
-1 -2 -3 -4 -5
Urusan Pemerintahan Wajib
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
1 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 288.950.987.500 294.662.137.100 109.000.525.691 37 36,69 S
1 2 . : 337.666.111.585 374.378.616.730 138.920.227.945 37 61,57 T
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum 182.857.700.403 187.659.318.403 27.414.421.956 15 20,73 R
Dan Penataan Ruang
1 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan 12.245.188.657 7.998.640.443 1.524.305.326 19 43 S
Kawasan Permukiman
1 5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan 19.125.066.100 24.262.468.398 9.218.613.490 38 62,98 T
Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 7.128.421.192 8.501.432.328,00 4.363.897.955 29 72,7 T
2 12 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi T S
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5.742.064.825 5.871.351.727 1.935.257.748 33 59
2 13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan S S
Masyarakat Dan Desa 5.188.596.016 5.188.596.016 1.585.377.336 31 45
2 14 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian S R
Penduduk Dan Keluarga Berencana 8.970.570.431 10.177.992.431 2.423.826.453 24 45
2 15 . . S R
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 14.317.180.400 14.146.760.400 2.771.587.406 20 38
2 16 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan 31 49 s
Informatika 6.008.505.600 8.062.780.270 2.524.573.822
2 17 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha 51 31 s
Kecil Dan Menengah 4.138.424.987 4.486.807.935 2.269.803.158
2 18 . .
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 4.307.311.131 4,769 180.131 1.925.907.938 40 55 T
2 19 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan 7 8 R
Olahraga 23.162.243.745 26.229.784.782 1.861.699.057
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Rata Rata Capaian Kinerja
. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan dan Predikat
Kode Urusan/Bidang Urusan Kinerja RKPD
RKPD | APBD Realisasi | % K@®) | K | Rp
-1 -2 -3 -4 -5
Urusan Pemerintahan Wajib
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
1 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 288.950.987.500 294.662.137.100 109.000.525.691 37 36,69 S S
1 2 . . 337.666.111.585 374.378.616.730 138.920.227.945 37 61,57 T S
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum 182.857.700.403 187.659.318.403 27.414.421.956 15 20,73 R R
Dan Penataan Ruang
1 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan 12.245.188.657 7.998.640.443 1.524.305.326 19 43 S R
Kawasan Permukiman
1 5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan 19.125.066.100 24.262.468.398 9.218.613.490 38 62,98 T S
Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 7.128.421.192 8.501.432.328,00 4.363.897.955 29 72,7 R
2 20 : . .
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 54.428.000 54384474 1.860.000 3 49 R
2 21 . . .
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 45.000.000 28.730.000 21 654.800 75 49 S T
2 22 . .
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 400.000.000 399 964.400 133.554.100 33 33 S S
2 23 . .
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 3.805.671.349 3875672117 1.986.926.867 51 67 T T
2 24 . . .
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 283.797 485 283.795.723 57 594.900 20 1 R R
£ Urusan Pemerintahan Pilihan
3 25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan 14 26 SR SR
Perikanan 8.473.581.063 | 15.072.942.397 2.075.338.828
3 . . .
28 | Wi [PEmiESiiEen ey [Ty 1.460.620.119 1.652.997.142 248.979.494 15 8 R R
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Rata Rata Capaian Kinerja
. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan dan Predikat
Kode Urusan/Bidang Urusan Kinerja RKPD
RKPD | APBD Realisasi | % K@®) | K | Rp
-1 -2 -3 -4 -5
Urusan Pemerintahan Wajib
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
1 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 288.950.987.500 294.662.137.100 109.000.525.691 37 36,69 S
1 2 . . 337.666.111.585 374.378.616.730 138.920.227.945 37 61,57 T
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum 182.857.700.403 187.659.318.403 27.414.421.956 15 20,73 R
Dan Penataan Ruang
1 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan 12.245.188.657 7.998.640.443 1.524.305.326 19 43 S
Kawasan Permukiman
1 5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan 19.125.066.100 24.262.468.398 9.218.613.490 38 62,98 T
Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 7.128.421.192 8.501.432.328,00 4.363.897.955 29 72,7
3 . : .
2| P S ECED BN MO 41.633.506.850 42.158.441.232 | 12.471.234.873 30 39
3 . :
29 | e E e el PO 841.796.579 2.687.982.999 623.270.829 23 21 R R
3 . : . .
29 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 187.061.382 389 627.330 175.184.000 45 55 T
3 . . . .
30 | Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 333.000.000 395 286.813 145.973.650 45 55 T
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
4 :
L | SECEEERECE 60.554.898.900 61.970.997.414 | 23.917.629.301 39 63 T
4 :
2 || SSEIEERR 32.301.158.350 33.001.493.900 | 14.390.614.280 44 55 T
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

=
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Rata Rata Capaian Kinerja
. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan dan Predikat
Kode Urusan/Bidang Urusan Kinerja RKPD
RKPD | APBD Realisasi | % K®) | K | Rp
-1 -2 -3 -4 -5
Urusan Pemerintahan Wajib
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
1 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 288.950.987.500 294.662.137.100 109.000.525.691 37 36,69 S
1 2 . : 337.666.111.585 374.378.616.730 138.920.227.945 37 61,57 T
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum 182.857.700.403 187.659.318.403 27.414.421.956 15 20,73 R
Dan Penataan Ruang
1 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan 12.245.188.657 7.998.640.443 1.524.305.326 19 43 S
Kawasan Permukiman
1 5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan 19.125.066.100 24.262.468.398 9.218.613.490 38 62,98 T
Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 7.128.421.192 8.501.432.328,00 4.363.897.955 29 72,7 T
g 1 Perencanaan T R
7.743.366.600 8.013.040.225 2.066.116.444 26 53
5
2 | Keuangan 379.801.323.298 | 361.791.831.556 | 88.323.109.373 33 78 T
5 . - .
9 || NS R L SN GRS LI 10.704.734.050 10.701.258.050 | 3.416.055.726 | 32 48
5 . T
4 | Penelitian Dan Pengembangan 475.641.000 975.639.375 838.147.441 | 86 53
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
g 1 Inspektorat Daerah U
P 11.685.707.950 12.035.567.579 4.937.595.965 | 41 80
7 Unsur Kewilayahan
Y 1 Kecamatan Administrasi U
36.725.406.071 | 36.372.668.893 17.344.579.177 48 74
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Rata Rata Capaian Kinerja
. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan dan Predikat
Kode Urusan/Bidang Urusan Kinerja RKPD
RKPD | APBD Realisasi | % K®) | K | Rp
-1 -2 -3 -4 -5
Urusan Pemerintahan Wajib
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar

1 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 288.950.987.500 294.662.137.100 109.000.525.691 37 36,69 S

1 2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 337.666.111.585 374.378.616.730 138.920.227.945 37 61,57 T

1 3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum 182.857.700.403 187.659.318.403 27.414.421.956 15 20,73 R
Dan Penataan Ruang

1 4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan 12.245.188.657 7.998.640.443 1.524.305.326 19 43 S
Kawasan Permukiman

1 5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan 19.125.066.100 24.262.468.398 9.218.613.490 38 62,98 T
Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat

1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 7.128.421.192 8.501.432.328,00 4.363.897.955 29 72,7 T

8 Unsur Pemerintahan Umum
8 " T
! Kesatuan Bangsa Dan Politik 3.470.208.839 4.120.208.839 |  1.370.767.486 | 33 53

Jumlah 1.540.799.830.376 | 1.597.698.847.888 | 488.915.236.643 36,91 58,45 T

Sumber : E Monev TW I, 2022.
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2.3. Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan
RKPD 2022

2.3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan
Triwulan ke ll

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua
dipengaruhi oleh:

1. Capaian kinerja OPD belum dapat menggambarkan secara terukur
pencapaian kinerja program dan kegiatan sehingga korelasi dan saling
keterikatan kinerja antara program,kegiatan,serta sub kegiatan belum
dapat dijelaskan secara detail

2. Meskipun secara perumusan dapat diperoleh angka pencapaian kinerja
tetapi lebih mengarah pada akumulasi pencapaian kinerja sub kegiatan.

3. Terdapat sisa anggaran tahun Dberjalan yang cukup besar
menggambarkan  kurang efektifnya belanja pada pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan dan kurang tepatnya peletakan anggaran pada
kegiatan/sub kegiatan sehingga mempengaruhi tingkat realisasi belanja
pada tingkatan OPD.

4. Terdapat belanja pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan dalam
proses pengadaannya di UKPBJ menunjukkan kelemahan dalam rencana
pengadaan pada internal OPD serta koordinasi yang kurang efektif
dengan unit layanan pengadaan (UKPBJ)

5. Terdapat belanja Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan(TP)
yang belum dapat dilaksanakan sesuai perencaan kas yang berpotensi
mengalami keterlambatan mengingat adanya ketentuan batas akhir
kontrak untuk dana alokasi tersebut.

6. Terdapat kelemahan dan keterlambatan OPD dalam melakukan evaluasi
dan pengendaliaan internal secara reguler dalam mengidentifikasi dan
mengungkap serta mencari solusi permasalahan sehingga pencapaian
realisasi keuangan dan kinerja belum dapat disajikan secara baik.

7. Terdapat penganggaran kas untuk belanja gaji dan tunjangan yang tidak
efektif untuk sebagian besar OPD.

2.3.2. Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan
Triwulan ke 1l

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah
daerah sampai dengan triwulan ke Il tentunya mengalami berbagai kendala dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh OPD dapat
disampaikan bebrapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan
kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk
melaksanakan kegiatan secara maksimal,

2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan
internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar
pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;

3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai,

4. Penyerapan program dan Kkegiatan masing-masing bidang dan
kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;

5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang
sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
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6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki
komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal
dalam rangka memberikan pelayanan prima;

2.3.3. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022 Triwulan
selanjutnya

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan factor penghambat pencapaian

kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Agar seluruh OPD lebih cermat dalam menentukan indicator kinerja yang
lebih terukur dan penentuan target kinerja awal yang efektif n agar
pencapaian kinerja triwulan | tahun berjalan dapat dioptimalkan

2. Sekaitan dengan belum optimalnya pencapaian target dan realisasi
belanja sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program dan
kegiatan agar menjadi pertimbangan dalam peletakan anggaran

3. Agar seluruh OPD Mengoptimalkan  penggunaan instrumen
pengendalian dan evaluasi secara regular pada tahapan
perencanaan, pelaksanaan dan hasil untuk efektifitas pencapaian realisasi
keuangan dan kinerja

4. Agar Kepala OPD mengambil langkah-langkah kongkrit terkait
pengendalian sekaitan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
setiap triwulannya;

5. Agar Kepala OPD melakukan evaluasi internal terkait target-target yang
tidak terlaksana dan melaporkan secara tertulis sesuai format evaluasi
pelaksanaan Renja-PD triwulanan.

6. Agar seluruh OPD lebih aktif dalam penyusunan Dokumen
Pengendaliandan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kegiatan dan
Sub Kegiatan sehingga dapat meminimalisir permasalahan ke depannya.

7. Agar seluruh seluruh OPD mempedomani Kerangka Acuan Kerja (KAK)
serta Rencana Kas terhadap pencapaian target pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan dan mengambil langkah- langkah percepatan pencapaian target
pelaksanaankegiatan/sub kegiatan.

8. Agar seluruh OPD melakukan penyerapan anggaran sesuai target
anggaran kas yang telah ditetapkan per triwulan.

9. Agar seluruh OPD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran agar senantiasa menjaga konsistensi baik program
maupun pagu pada dokumen RPJMD, RKPD, Renja sampai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga keselarasan antar dokumen
dapat terpenuhi.

10. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana pada OPD dan
Bapelitbangda dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan hasil.

11. Agar Kepala OPD untuk memerintahkan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan
kegiatan untuk selanjutnya melakukan koordinasi dan konsultasi secara
intens ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekaitan dengan pengadaan
barang/jasa.

12. Agar Lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi bidang pada Bapelitbangda
sebagai  koordinator dan integrator OPD mitra.Memanfaatkan
Forum/Rapat Koordinasi sebagai media sharing bersama atas
permasalahan yang ada guna mendapatkan solusi yang terbaik, cepat
dan tepat.

13. Agar seluruh OPD lebih cermat dalam menyusun rencana kerja,kordinasi
yang efektif, pelaksanaan kerja yang terukur,serta monitoring dan
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-
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pengendalian kemajuan pekerjaan secara regular pada kegiatan
pengadaan barang jasa sehingga permasalahan
pembatalan,keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat
diminimalisir.

Melakukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan belanja tepat
waktu agar serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat direalisasikan
optimal.

Agar seluruh OPD melakukan pendataan dan perhitungan yang tepat
pada belanja gaji dan tunjangan agar tidak menyisakan belanja yang tidak
efektif dan efisien

Dengan tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
RKPD Triwulan Il Tahun 2022,diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan
dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
RKPD Triwulan Il Tahun 2022 yang lebih tepat, cermat, efisien, efektif
dan terukur.
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BAB Il
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu
bagian Integral pada Perubahan RKPD Tahun 2022. Analisis Ekonomi daerah
menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah dalam

mencapai target pembangunan daerah tahun 2022.

3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana
pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya
yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah
dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi)
dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah
Kabupaten Luwu Timur disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan
ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. serta tetap memperhatikan

dinamika perekonomian global.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pemerintah pusat dalam program recovery ekonomi pasca

pandemi covid-19 masih belum mencapai ekspektasi yang di inginkan.
3.3.1.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2022, juga
mengakomodir kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Provinsi yang dikeluarkan setelah penetapan APBD T.A 2022 yang kemudian di

tindaklanjuti dalam bentuk pergeseran anggaran melalui Peraturan Bupati.

Kebijakan pergeseran anggaran yang di laksanakan setelah APBD T.A 2022 di
tetapkan yang kemudian akan di masukkan dalam Perubahan KUA tahun 2022
adalah Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rl Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman

Modal TA. 2022, serta perubahan nomeklatur belanja pada SKPD yang bersifat
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mendesak, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal TA. 2022, serta perubahan nomeklatur

belanja pada SKPD yang bersifat mendesak.

Dalam Rancangan RKPD Perubahan tahun 2021, Total Pendapatan
daerah direncanakan sebesar Rp.1.490.306.034.188,- mengalami kenaikan
sebesar Rp.10.530.041.763,-. atau 0,71 persen. Adapun rincian perubahan
target pendapatan daerah selengkapnya adalah sebagai berikut :

3.3.1.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur pada RKPD
Perubahan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.316.617.063.912,-
mengalami kenaikan sebesar Rp.2.392.254.487,- atau sebesar 0,76 persen dari
target pokok dan Refocusing sebesar Rp.314.224.809.425,- dengan rincian

perubahan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.176.704.525.000,- naik sebesar
Rp.13.027.025.000,0,- atau sebesar 7,37 persen dari target sebelumnya
sebesar Rp.163.677.500.000,-

b. Retribusi Daerah ditergetkan sebesar Rp.5.243.732.400,- turun sebesar
Rp.503.577.025 atau (8,76) persen dari target sebelumnya sebesar
Rp.5.747.309.425. Penurunan signifikan ada pada sektor Retribusi Jasa
Usaha dengan target sebesar Rp.1.019.187.900,- mengalami penurunan
sebesar Rp.458.577.025,- atau (31,03) persen dari target sebelumnya
Rp.1.477.764.925. Retribusi Perizinan tertentu di targetkan sebesar
Rp.3.102.000.000,- turun sebesar Rp.55.000.000,- atau (1,74) persen dari
target sebelumnya sebesar Rp.3.155.000.000,-.

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di targetkan sebesar
Rp.22.079.184.191,- mengalami penurunan sebesar Rp.11.720.815.809,-
atau sebesar (53,09) persen. Penurunan yang siginifikan ini disebabkan oleh
pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang di tagetkan pada
target tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000,- , tidak lagi di targetkan pada
Perubahan RKPD Tahun 2021. Selain itu, pendapatan dari Deviden Bank
Sulselbar juga mengalami penurunan target sebesar Rp.1.720.815.809, -

d. Lain-lain PAD yang sah di targetkan sebesar Rp.112.589.622.321,-
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mengalami kenaikan sebesar Rp.1.589.622.321 atau 1,41 persen dari target
sebelumnya sebesar Rp.111.000.000,- Adanya kenaikan target disebabkan
adanya penambahan penerimaan yang tidak ada pada target sebelumnya,
yaitu pendapatan pengembalian denda pelaksanaan pekerjaan sebesar
Rp.1.306.050.534,29 dan pengurangan pada penerimaan deposito sebesar
Rp.500.000.000,-

3.3.1.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021
ditargetkan sebesar Rp.1.097.572.450.276,- mengalami penurunan sebesar
Rp.2.743.212.724,- atau (0,25) persen dari target  Tahun 2021 dan
Rp.183.571.700 atau (0.02) persen dari target refocusing. hal tersebut di
dasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan Dampaknya

Untuk Transfer Pemerintah Pusat Pos Dana Perimbangan dengan rincian

perubahan sebagai berikut :

a. Dana Transfer Umum pada RKPD Perubahan Tahun 2021 di targetkan
sebesar Rp.612.110.976.276,- mengalami penurunan sebesar
Rp.1.879.729.724,0 atau (0,31) persen dari target Tahun 2021 sebesar
Rp.613.990.706.000,-. Penurunan tersebut terjadi pada Dana Alokasi Umum
(DAU) vyang mengalami pemotongan sebesar kurang lebih
Rp.16.000.000.000.

b. Dana Bagi Hasil Pajak pada RKPD Perubahan Tahun 2021 ditargetkan
sebesar Rp.35.621.861.789,- naik sebesar Rp.14.182.446.789,- atau
sebesar 66,15 dari target Tahun 2021 sebesar Rp.21.439.415.000,-.
Sedangkan untuk Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) pada RKPD Perubahan
Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.74.096.105.487,- naik sebesar
Rp.560.522.487,- atau 0,76.

c. Dana Transfer Khusus pada RKPD Perubahan Tahun 2021 di targetkan
sebesar Rp.331.861.474.000,- mengalami penurunan sebesar
Rp.863.483.000,- atau 0,08 persen dari target tahun anggaran 2021
Rp.332.724.957.000,-. Hal tersebut di sebabkan adanya pengurangan pada
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Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

d. Transfer Antar Daerah dalam bentuk Pendapatan bagi hasil dari Provinsi dan

Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk pelayanan kesehatan gratis masih

sama

dengan

target

tahun

2021.

Rp.143.600.000.000 dan Rp.10.000.000.000,-

3.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Masing-masing

sebesar

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKPD Perubahan

Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.76.116.520.000,- mengalami
kenaikan sebesar Rp.10.881.000.000,- atau 16,68 persen dari target Tahun 2021
sebesar Rp.65.235.520.000,- dimana kenaikannya diharapkan diperoleh dari
Hibah Badan Usaha LN dan DL.

Tabel 111.4.

Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun

Anggaran 2022

RENCANA RKPD BERTAMBAH/
o Uil APED T 2022 PERUBAHAN 2022 BERKURANG
q | CEREREATA 1.551.157.980.944,00 1.562.027.869.411,00 10.869.888.467,00
DAERAH
01.01 gggf;fata” el 351.605.264.925,00 331.698.417.525,00 |  -19.906.847.400,00
01.01.01 | Pajak Daerah 188.134.600.000,00 194.980.000.000,00 6.845.400.000,00
01.01.02 | Retribusi Daerah 6.079.664.925.00 5.917.839.000,00 -161.825.925,00
Hasil Pengelolaan
01.01.03 | Kekayaan Daerah 51.391.000.000,00 23.533.788.624,00 |  -27.857.211.376,00
yang dipisahkan
01.01.04 | L@in-lain Pendapatan 106.000.000.000,00 107.266.789.901,00 1.266.789.901,00
Asli Daerah yang sah
Pendapatan Transfer | 1.141.148.716.019,00 1.163.947.832.018,00 22.799.115.999,00
01.02 | Pendapatan Transfer 958.750.314.000,00 976.234.443.999,00 17.484.129.999,00
Pemerintah Pusat
01.02.01 | Pendapatan Transfer 182.398.402.019,00 187.713.388.019,00 5.314.986.000,00
Antar Daerah
01.06 L7eTu [T [PHE M) 58.404.000.000,00 66.381.619.868,00 7.977.619.868,00
Daerah yang sah
01.06.01 EIUZZT Dari Pemerintah 40.404.000.000,00 47.500.000.000,00 7.096.000.000,00
01.06.02 | Hibah Dari Badan 18.000.000.000,00 18.881.619.868,00 881.619.868,00
Usaha LN dan DL
LA 1.551.157.980.944,00 1.562.027.869.411,00 10.869.888.467,00
PENDAPATAN

Sumber: BKAD 2022 (data diolah)

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

"

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah
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digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan Belanja Daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja
Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga
hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja

Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip
penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan
memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan
situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan
transparan.

Kebijakan belanja pada perubahan RKPD tahun 2021 memuat beberapa
kebijakan pusat terkait penanganan Covid-19, antara lain :

a. Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya.

b. Surat Edaran Menteri Keuangan, SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian
Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang
Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

d. Surat Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Nomor 440/2757 perihal hasil pemetaan (mapping) dan pemutakhiran terkait
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021

Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun 2021 Daerah yang dibagi

ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja
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Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja
Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah
dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-
hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawali

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan
kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan
jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah;
Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana
tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021, terjadi perubahan pada belanja
pegawai dengan adanya Rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke 13
dan 14 yang tidak tersalurkan untuk tahun ini dikarenakan sesuai amanah dan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor  42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian THR dan gaji Ketiga Belas kepada ASN, Pensiunan, Penerima

Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa
dalam rangka melaksanakan Program dan KegiatanPemerintahan Daerah.

Pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021 memuat pergeseran anggaran
dalam Program penanganan Covid-19 sebagaimana yang di amanahkan oleh Surat
Edaran Menteri Keuangan, SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi
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Corona  Virus Disease 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Tahun Anggaran
2021 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Nomor 440/2757 perihal hasil pemetaan (mapping) dan pemutakhiran terkait Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021. Selain itu, pergeseran
anggaran juga dilakukan pada Program UHC yang bekerja sama dengan BPJS, koreksi
Rekening belanja yang mengalami kesalahan penganggaran pada APBD Tahun 2021
dan Penggunanaan Deposito.

RKPD Perubahan Tahun 2021 juga memuat pergeseran anggaran belanja dengan
nilai refocusing 8 persen yang sebelumnya telah dilaksanakan dalam bidang kesehatan
antara lain :

a. Penanganan Covid-19;

b. Dukungan Vaksinasi

c. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19
d

Insentif Tenaga Kesehatan;

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh
badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan
yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik
negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan
diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pada RKPD Perubahan Tahun 2021, kebijakan Pemerintah Daerah untuk belanja

Subsidi masih sama dengan Target Tahun 2021 atau tidak mengalami perubahan.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk Belanja bantuan
sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau

barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
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secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan RKPD
Perubahan Tahun 2021 memuat program Bidang Perlindungan Sosial dan Bidang
Ekonomi sebagai pemulihan ekonomi daerah melalui bantuan ke masyarakat terdampak

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli
atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.
Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai;

b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap di pakai;

c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan
jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap di pakai;

d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset
tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap di pakai; dan

e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang
tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak
memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya
sesuai dengan nilai tercatatnya.
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Pada RKPD Perubahan tahun 2021 adanya perubahan pada sektor
belanja Modal yaitu dengan melakukan Rasionalisasi Belanja Modal
baik dalam bentuk pengadaan barang maupun Infrastruktur yang telah
direncanakan pada APBD Tahun 2021 yang saat ini di nilai belum
mendesak. Sedangkan untuk belanja pembangunan Jalan dan Irigasi
mengalami peningkatan pada RKPD Perubahan Tahun 2021
dikarenakan akumulasi dari adanya Utang Retensi pada pihak ketiga
pada tahun-tahun sebelumnya yang secara prosedural tidak boleh
dianggarkan pada APBD murni tapi di anggarkna pada APBD
Perubahan tahun berjalan.

3.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja
tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4 Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari
pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran
alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penganggaran
dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana
pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022, dan alokasi anggaran
pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan
kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun
sebelumnya. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah di anggarkan dalam APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur
dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
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kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi
kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau
menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai
kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang
berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari
Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal
67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat
khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk
mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain
variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin
dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu
capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan
keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus
ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri
atas:

a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;

b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;

c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di
wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;

d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah
provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2021 yang disesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel lll 5
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
2021
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RENCANA RKPD BERTAMBAH/
e IR AFED 222 PERUBAHAN 2022 BERKURANG
1 BELANJA
01.01 | Belanja Operasi | 1.030.292.351.353,00 | 1.083.250.258.292,00 |  52.957.906.939,00
01.01.01 | Belanja Pegawai | 478.817.636.500,00 | 501.493.516.339,00 22.675.879.839
01.01.02 Ssge‘jrggaBara”g 453.061.497.271,00 | 494.158.849.405,00 41.097.352.134
01.01.04 | Belanja Hibah 80.995.185.082,00 81.269.860.048,00 274.674.966
01.01.05 gg's"‘l‘gfa Bantuan 17.418.032.500,00 6.328.032.500,00 -11.090.000.000
01.02 | Belanja Modal 254.170.373.135,00 | 273.981.420.356,00 | 19.811.047.221,00
01.02.01 .Er‘g'na;r{a'v"’da' 5.385.070.000,00 7.348.901.500,00 1.963.831.500
Belanja Modal
01.02.02 | Peralatan dan 39.996.603.566,00 45.381.250.887,00 5.384.647.321
Mesin
Belanja Modal
01.02.03 | Gedung dan 105.096.434.635,00 | 107.813.666.535,00 2.717.231.900
bangunan
Belanja Modal
01.02.04 | Jalan, jaringan 103.667.264.934,00 | 113.412.601.434,00 9.745.336.500
dan Irigasi
Belanja Modal
01.02.05 | Aset tetap 25.000.000,00 25.000.000,00 0
lainnya
01.03 Belanja Tidak 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00
Terduga
01.03.01 | Belanja Tidak 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00
Terduga
Belanja
01.04 309.697.123.400,00 | 310.143.294.090,00 446.170.690,00
Transfer
01.04.01 E";'Sa”’”aBag' 19.424.036.400,00 19.722.667.090,00 298.630.690,00
01.04.02 | BelanaBantuan |44 573 087.000,00 | 290.420.627.000,00 147.540.000,00
Keuangan
JUMLAH
BELANIA 1.597.659.847.888,00 | 1.670.874.972.738,00 |  73.215.124.850,00
Surplus/(Defisit) (46.501.866.944) (108.847.103.327) (62.345.236.383)

Sumber: BKAD 2022 (data diolah)

3.2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan
pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit
atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan
piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan
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kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber
pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan
daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan
pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana
cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan
yang rasional denganmempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun
anggaran sebelumnya.

3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020
sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021,
didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional,

2. SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya
penggunaan anggaran;

3. Tingginya SiLPA pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021
dibanding yang di targetkan pada APBD Tahun Anggaran 2021
dikarenakan rendahnya daya serap belanja pada tahun 2020 dengan
adanya Pandemi Covid-19, juga adanya belanja yang telah jelas
peruntukannya yang tidak terserap dan telah dialokasikan pada Tahun
2021 dengan total SiLPA sebesar Rp.72.907.296.644,00 sesuai dengan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di audit oleh
BPK RI Dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Akhir Kas BUD sebesar Rp.52.435.799.001,79
b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp.23.989.900,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp.40,00

Saldo Akhir Kas di BLUD sebesar Rp.2.863.471.015,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN sebesar Rp.1.469.523.935,46

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS sebesar Rp.564.512.752,00

Saldo Akhir Setara Kas sebesar Rp.15.550.000.000,00

@ ~o oo

3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain
untuk penyertaan Modal ke PT.Bank SulSelbar.

3.3.3.3 SisaLebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melakukan pengendalian
batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal
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defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan
tentang Batas

Menteri

Keuangan

Kabupaten Luwu Timur

Pendapatan Belanja Daerah.

Maksimal

Defisit

Anggaran

Selengkapnya Target Perubahan Pembiayaan Daerah tahun 2021
dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II1.6.

Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2022

NO URAIAN APBD 2021 RENCANA RKPD BERTAMBAH/
PERUBAHAN 2022 BERKURANG
1 PEMBIAYAAN
1.1 Penerimaan 51.501.866.944 113.847.103.327 62.345.236.383
Pembiayaan
1.1. Sisa Lebih
. Perhitungan 51.501.866.944 113.847.103.327 62.345.236.383
Anggaran
1.2 Pengeluaran 5.000.000.000 5.000.000.000
Pembiayaan
Penyertaan Modal 5.000.000.000 5.000.000.000
Daerah
EE'\T/'%AYAAN 46.501.866.944 108.847.103.327 62.345.236.383

Sumber: BKAD 2022 (data diolah)
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
mengacu pada RPJMD Daerah dengan menekankan target Prioritas
Pembangunan yang diarahkan pada pemantapan pencapaian Visi Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2021-2026” LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN
LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA” dalam
mewujudkan masyarakat yang semakin Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Program Prioritas yaitu program yang akan diselenggarakan oleh Perangkat
Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak
langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan
sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM. Program Prioritas
pada prinsipnya dibagi menjadi :

Prioritas | : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan
mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. serta
ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah
daerah.

Prioritas Il : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi
Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala
daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar,
maka dikelompokkan dalam prioritas I.

Prioritas Ill : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan
pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan
penunjang urusan Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya (berisi) program-program
unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading
indicators) bagi tercapainya target Sasaran Pembangunan Daerah tahun rencana.
Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi
permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi Prioritas Pembangunan
Daerah, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan kemendesakan
identifikasi masalah dan korelasinya terkadap pencapaian tujuan dan sasaran
sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Suatu prioritas pembangunan di masa
lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya,
terkecuali hal yang sangat mendesak dan memiliki daya ungkit besar terhadap
capaian kinerja Pemerintah Daerah dan berdampak luas bagi masyarakat yang
tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance) selain itu pula
dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional maupun
Provinsi hal ini guna tercapainya harmonisasi antar perencanaan pembangunan .
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Bagan alir perumusan awal prioritas pembangunan daerah dan program
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Bagan alir proses perumusan prioritas dan sasaran
Pembangunan daerah tahunan

Perumusan Prioritas & Sasaran Pembangunan

Menentukan rancangan
prioritas & sasaran
embangunan daerah
sumber/telaahan P 9

RPJMD RKPD
> Y

review atas prioritas & Membuat urutan prioritas
sasaran pembangunan & sasaran pembangunan
RPJMD daerah

Mengidentifikasi usulan
prioritas dari berbagai

RKPD

(Ranc. Awal)

Mengevaluasi hasil

Adapun Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas dilakukan
dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :
1. Memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam
RPJMN 2020-2024 serta menyikapi Kebijakan Pembangunan Nasional;

2.  Memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi dalam
RPJMD 2018-2023 serta menyikapi Kebijakan Pembangunan RKPD Provinsi
Tahun 2022;

3. Perwujudan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

4. Memperhatikan hasil Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi serta Arah Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan dalam RPIJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

5.  Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan
strategis internal maupun eksternal;

6. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan Kebijakan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal
(SPM) pada urusan kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota;

8. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan
seluruh stakeholder;

9. Memantapkan kondusifitas wilayah/daerah sebagai dukungan terhadap
pembangunan sektor lainnya melalui Penanganan Terpadu Gangguan
Keamanan Dalam Negeri bersama unsur terkait;

10. Merupakan perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
yang baik;

11. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif,
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efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif
yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat;

12. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah dan
mendukung Sistem Inovasi Daerah;

13. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Pusat serta sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah
bersangkutan sebagaimana tertuang dalam 050-3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

14. Merupakan respon relevan terhadap Isu Strategis dan masalah mendesak
yang faktual di hadapi pada Tahun 2022;

15. Program dan kegiatan terpilih merupakan program dan Kkegiatan yang
menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang
berkembang dalam masyarakat; dan

16. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk
mengantisipasi dan penyelesaian target-target Pembangunan Nasional.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program
atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun
2021 - 2026 yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis dan dikompilasikan
dengan mengoptimalkan penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Tahun
2022 dalam perubahan RKPD Tahun 2022.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam permendagri 86 tahun 2017 bahwa
Penyusunan RKPD yang mengacu pada RPJMD, yang mana fokus pembangunan
di arahkan pada Pembangunan Daerah secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pencapaian peningkatan daya saing perekonomian daerah
yang ditopang oleh potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Guna mewujudkan Prioritas Pembangunan tersebut maka ditetapkan 6 Misi
yang saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi daerah yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;

2.  Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan
luas;

3.  Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang
berkualitas;

4.  Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan
budaya;
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4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.

Pembangunan pada Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Tahun Pertama
RPIJMD 2021-2026, fokus pembangunan diarahkan kepada penajaman
pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJMD.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Daerah berdasarkan RPJPD
2005-2025, RKPD Tahun 2022 telah disusun dengan mengintegrasikan RPIJMD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang saat ini sedang dalam Tahap
proses Penyusunan Sehingga diharapkan dapat terwujud senergi dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan. berdasarkan Visi tersebut
maka ditetapkan Misi yang merupakan kerangka pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah yang memberikan arahan yang jelas yang akan
dilaksanakan guna menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan
dicapai. Tujuan dan sasaran pembangunan memberikan arahan yang jelas kepada
para pemangku kepentingan dan para stakeholdes dalam proses pelaksanaannya.
Selain itu memberikan arahan pelaksanaan bagi setiap Urusan Pemerintahan
Daerah baik Urusan Waib maupun Urusan Pilihan dalam mendukung Misi yang
telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan sesuatu
yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah yang dirumuskan secara
spesifik, realistis dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode
yang direncanakan. Dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja pembangunan
tahun 2019 dan tahun berjalan 2020 serta perumusan permasalahan dan
tantangan pembangunan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2022 baik internal
maupun eksternal, serta dengan memperhatikan kerangka pendanaan daerah dan
capaian Kinerja Pembangunan Daerah, guna memaksimalkan pencapaian Tujuan
dan sasaran dalam kerangka penajaman perwujudan pencapaian Visi
Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026. Keterkaitan hubungan antara pokok visi dan rumusan misi
sebagaimana yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Penjelasan Pokok Visi RPIJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

Visi Pokok Visi Penjelasan Visi
“‘Kabupaten Luwu Timur Berkelanjutan mengandung makna bahwa
yang Berkelanjutan dan apa yang dilakukan pada

Lebih Maju Berlandas Nilai hari ini merupakan bagian
Agama dan Budaya” dari masa lalu. Demikian

juga bahwa apa yang
dilakukan di hari esok
merupakan kelanjutan dari
apa yang dilakukan hari ini.
Didalam proses yang
berkelanjutan tersebut dapat
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Visi Pokok Visi Penjelasan Visi

diambil pelajaran, bahwa
apa yang baik di masa lalu
dapat diteruskan ke masa
depan. Kemudian apa yang
buruk di masa lalu,
hendaknya menjadi hikmah
untuk perbaikan di masa
depan. Demikian halnya
bahwa dengan
berkelanjutan dimaksudkan
agar apa yang dilakukan
saat ini dan beberapa tahun
ke depan, hendaknya
mempertimbangkan

kepentingan generasi yang
akan datang. Salah satu
aspek penting dari
keberlanjutan adalah
ketersediaan  sumberdaya
alam yang tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan
generasi saat ini tetapi juga
memperhatikan generasi
berikutnya. Dengan
demikian, penekanan pokok
visi ini adalah keberlanjutan
sumberdaya alam yang

menjadi andalan
pembangunan  Kabupaten
Luwu Timur serta
keberlanjutan daya dukung
dan daya tampung
lingkungan hidup

Lebih maju mengandung makna bahwa

apa yang akan dilakukan ke
depan diupayakan agar
hasilnya menjadi lebih baik
dari capaian di masa lalu.
Capaian-capaian yang
menggembirakan di masa
lalu, tidak boleh membuat
Luwu Timur menjadi lengah,
melainkan  ini  sejatinya
menjadi motivasi untuk terus
bergerak menjadi lebih baik

lagi. Demikian juga,
terhadap apa yang masih
kurang dan menjadi

kelemahan di masa lalu,
menjadi pemberi semangat
agar di masa depan Luwu
Timur berbenah atas
kekurangan dan kelemahan
tersebut, sehingga dapat
berbalik menjadi keunggulan
daerah. Aspek penting yang
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Visi

Pokok Visi

Penjelasan Visi

terkandung dalam pokok visi
maju adalah kesejahteraan
masyarakat secara umum.

Berlandas nilai agama dan
budaya

mengandung makna bahwa
apa yang akan dilakukan
secara berkelanjutan dan
semangat  untuk  terus
berbenah  menjadi lebih
maju hanya akan mewujud
ketika nilai-nilai agama dan
budaya hadir pada setiap
langkah-langkah

pelaksanaan pembangunan,
penyelenggaraan

pemerintahan, dan
pembinaan kemasyarakatan

Tabel 4. 2 Keterkaitan Pokok Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD

Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

No.

Pokok Visi

Misi

Penjelasan Misi

Berkelanjutan

Meningkatkan kesejahteraan dan
taraf hidup masyarakat secara
menyeluruh

dimaksudkan bahwa
dalam kurun waktu 2021-
2026 akan dilaksanakan
upaya umum agar
masyarakat Luwu Timur
semakin meningkat
kesejahteraan dan taraf
hidupnya dengan ditandai
oleh meningkatnya PDRB
per kapita, menurunnya
angka pengangguran,
menurunnya rasio jumlah
penduduk miskin,
meningkatnya indeks
pendidikan dan kesehatan,
serta meningkatnya daya
beli masyarakat

Mengembangkan perekonomian
daerah yang berdaya saing dan
berjaringan luas

dimaksudkan sebagai
upaya umum agar
perekonomian Luwu Timur
terus berkembang. Selain
itu juga memiliki kapasitas
daya saing yang berbasis
pada pertanian olahan
mendukung hilirisasi yang
pada akhirnya
meningkatkan nilai
tambah, serta menguatkan
struktur ekonomi dalam
mendorong pertumbuhan
ekonomi inklusif.
Perekonomian Luwu Timur
tersebut diupayakan
berkembang dengan rantai
pasok yang luas karena
memiliki berbagai jaringan

W
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No.

Pokok Visi Misi

Penjelasan Misi

dalam konteks regional,
nasional dan global

Menciptakan kepemerintahan dan

Lebih Maju pelayanan publik yang lebih baik

dimaksudkan bahwa
dalam periode 2021-2026
tata kelola pemerintahan
dan pelayanan publik di
Luwu Timur didorong
untuk menciptakan
kepemerintahan dan
pelayanan publik yang
lebih baik. Ini ditandai
dengan upaya-upaya
untuk terkelolanya
pemerintahan daerah yang
akuntabel, transparan dan
partisipatif, serta
pengembangan kerjasama
yang fungsional dan
produktif antara
pemerintah kabupaten dan
pemerintah desa serta
dengan berbagai pihak.
Misi ini juga mencakup
upaya perluasan
jangkauan dan intensitas
layanan public serta
meningkatkan pendapatan
asli daerah

Menyediakan infrastruktur daerah
yang memadai dan lingkungan yang
berkualitas

dimaksudkan sebagai
upaya umum dalam
menyediakan infrastruktur
wilayah pada berbagai
sektor sehingga
ketersediaanya lebih
memadai dan terakses
sampai pada daerah
terisolasi. Misi ini juga
mencakup upaya dalam
menciptakan kondisi
lingkungan yang lebih
berkualitas dan responsif
bencana. Misi ini
termanifestasikan dalam
bentuk meningkatnya
indeks lingkungan hidup,
terciptanya kepatuhan
multipihak terhadap
Rencana Tataruang dan
Rencana Wilayah
(RTRW), serta
peningkatan pada Indeks
Kepuasan Masyarakat
atas ketersediaan
infrastruktur wilayah

Mewujudkan ketentraman dan
ketertiban bagi seluruh warga
masyarakat

Berlandas nilai agama
dan budaya

Misi ini mencakup upaya
umum dalam menjamin
ketentraman dan
ketertiban bagi seluruh
warga masyarakat. Dalam
misi ini, ketenteraman dan
ketertiban ditempatkan
sebagai prasyarat bagi
berlangsungnya upaya
pembangunan. Dalam
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No. Pokok Visi Misi Penjelasan Misi
konteks itu, mewujudkan
ketentraman dan
ketertiban bagi seluruh
warga masyarakat seperti
mata uang dengan dua
sisi yang tak terpisahkan
dari pelaksanaan
pembangunan.
dimaksudkan agar
pelaksanaan
pembangunan dapat
memberi jaminan terhadap
keberlangsungan
pembangunan di masa
depan. Misi ini
mengasumsikan bahwa
ketersediaan sumberdaya
alam dan sumberdaya
manusia lebih prospektif
lagi bagi masa depan
Luwu Timur ketika proses
atau pelaksanaan
pembangunan didasari
dengan nilai-nilai agama
dan budaya. Nilai-nilai
agama dan budaya
tersebut menjadi sangat
penting artinya. Ini telah

Menjamin keberlangsungan ditunjukkan oleh sejarah
pembangunan yang berbasis pada | perkembangan Luwu
agama dan budaya Timur di masa lalu yang

masyarakatnya hidup dan
berkembang dengan
keberagamaan yang kuat
serta penghayatan dan
praktik budaya yang tinggi.
Nilai-nilai agama dan
budaya ini juga relevan
dalam konteks
keberlanjutan
pembangunan, karena dari
keduanya para
penyelenggara
pembangunan dapat
termotivasi untuk
mengendalikan diri
terhadap berbagai
kemungkinan rusaknya
tatanan keluarga,
masyarakat, dan
lingkungan fisik manusia

Berdasarkan hubungan antara Pokok Visi, Misi, Selanjutnya di lakukan
penajaman melalui penepatan tujuan dan sasaran Pembangunan yang hendak
dicapai dalam RPJMD. Hal ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang
hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-
misi melalui perencanaan operasional Tahunan RPJMD yang dituangkan dalam
dokumen perencanaan Tahunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) . Sasaran RPJMD ini kemudian dijabarkan dari setiap
tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran
sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada
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rencana. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran
pada RKPD Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026
berdasarkan Target Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur 2022

- Tujuan/ . Target
No. Misi Sasaran Indikator 2022
1. Meningkatkan kesejahteraan | Tujuan-1:
dan taraf hidup masyarakat Mewujudkan penmgkatan dan Angka Kemiskinan 6.64
secara menyeluruh (M1) pemerataan kesejahteraan
masyarakat (T1)
Sasaran-1: Indeks
Meningkatnya Kualitas manusia Pembangunan 73,80
yang berdaya saing (S1) Manusia (IPM)
Sasaran-2: , Indeks Desa
Meningkatnya kualitas Memban Mai
pembangunan desa yang emboangun aju
merata dan berkelanjutan (S2) (IDM)
Sasaran.3 Indeks
Meningkatnya Pemberdayaan Pemberdayaan 89,94
Gender (S3) Gender (IPG)
2. Mengembangkan Tujuan-2:
perekonomian daerah yang Meningkatkan pertumbuhan L
berdaya saing dan ekonomi daerah yang Rasio Gini 0.389
berjaringan luas (M2) berkeadilan (T2)
Pertumbuhan
Ekonomi 2/49-3,33
Sasaran-4: Laju Pertumbuhan
Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor 1.83
sektor unggulan daerah (S4) Unggulan)
Sasaran-5: .
. Tingkat
ketersediaan lapangan
pekerjaan dan lapangan usaha Pengangguran 3:30
(S5) Terbuka (TPT)
3. Menyediakan infrastruktur Tujuan-3 Indeks dava sain
daerah yang memadai dan Meningkatkan kapasitas dan . y 9 1,8150
- ; L O infrastruktur
lingkungan yang berkualitas kualitas infrastruktur daerah daerah (Sedang)
(M3) (T3)
Sasaran-6: Predikat indeks
Meningkatnya daya guna dan kepuasan layanan 24 89
hasil guna infrastruktur daerah . ’
infrastruktur
(S5)
Sasaran-7: Indeks kualitas
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup 87,55
lingkungan hidup (S6) daerah (IKLHD)
Indeks Risiko 202
Bencana (IRB) (TINGGI)
4. Menciptakan kepemerintahan | Tujuan-4:
dan pelayanan publik yang Mewujudkan tata kelola Indeks reformasi BB
lebih baik (M4) pemerintahan yang baik, bersih birokrasi (IRB)
dan melayani (T5)
Sasaran-8: .
Meningkatnya akuntabilitas nggggﬁlp BB
kinerja dan keuangan (S7)
Indeks
pengelolaan A
keuangan daerah (Baik)
(IPKD)
Sasaran-9: IKM Pelayanan 82 42
Meningkatnya kualitas SPM (Nilai) !
pelayanan public (S8) IKM Pelayanan 8221
perizinan dan non ’
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perizinan (Nilai)
Mewujudkan ketenteraman Tujuan-5:
dan ketertiban bagi seluruh Meningkatkan kepatuhan
warga masyarakat (M5) masyarakat terhadap norma Angka kriminalitas | 0,000643
ketertiban dan ketenteraman
(T6)
Sasaran-10: .
Terpeliharanya rasa aman dan Idndeks ketertiban 76,72
; an ketentraman
damai dalam masyarakat (S9)
Menjamin keberlangsungan Tujuan-6 Indeks kerukunan 75 89
pembangunan yang berbasis | Mengembangkan, umat beragama ’
pada agama dan budaya mempertahankan dan Indeks
(M6) menerapkan nilai-nilai agama pembangunan 54.27
dan budaya (T7) kebudayaan
Sasaran-11: Cakupan
Meningkatnya penerapan nilai- penerapan nilai o5
nilai agama dan budaya Agama dalam
sebagai landasan masyarakat
pembangunan (S10) Cakupan
penerapan nilai 95
budaya dalam
masyarakat
Sumber: RPIJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022.
Dalam penentuan Prioritas Pembangunan Daerah haruslah

mempertimbangkan pencapaian tujuan umum Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Pelayanan

Umum, serta mampu Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Selain berpedomanan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur

Prioritas Pembangunan Daerah juga mempertimbangkan Isu Strategis
Pembangunan Daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah
dilakukan. Selain itu, penentuan Prioritas Pembangunan Daerah juga
mempertimbangkan beberapa hal lain seperti Kebijakan Pembangunan Provinsi

dan Nasional serta perkembangan Ekonomi Regional.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa dalam
merumuskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah selain
berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Tahun
2021-2026 juga memperhatikan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan
pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan
(RKP) dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, hal ini dimaksudkan
guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesusaian

secara Nasional pada seluruh level tingkat pemerintahan.

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
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4.2.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Rencana
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui
pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up dan Top Down.
Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari pencapaian
semua Sasaran dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Pembangunan
Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh

semua Pemangku Kepentingan.

Tema Pembangunan RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024, hasil Evaluasi
Kinerja Pembangunan dan Anggaran Tahun 2020 serta Kebijakan

Pembangunan Tahun 2021 guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang berdampak terhadap
ketidakpastian Perekonomian Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
pada Tahun 2020, maka Tema Pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada
proses Pemulihan Pembangunan Nasional yang terdampak pandemi
Covid-19.

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan fokus Pada Dua
Hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan ekonomi
diterjemahkan sebagai upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan
dunia usaha serta diversifikasi ekonomi
Adapun Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Dengan Indikator (A) Pertumbuhan
Ekonomi, (B) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d)
penurunan emisi gas rumah kaca;

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan

indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitik beratkan pada
indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator

pembangunan tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.2:
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Penuranan Emisi

Tingkat

Pengangyuran 6as Rumah Kaca
Terbuka (%)

55-6,2 0,376 - 0,378 73,44 - 73,48 26,8-27,1
N— —

¢
(a)

Nilai Tukar Petani/NTP
(milai)

102-104

Gambar 4. 2 indikator sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022

Dengan Mengacu pada Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan tersebut
diatas, maka Arah Kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah
pemulihan ekonomi dan reformasi structural melalui pemulihan daya beli
mastarakat dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi
iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas

SDM dan perlindungan sosial.sebagaimana tersaji pada gambar 4.3 berikut.

Gambar 4. 3 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Arah Kebijakan

Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural

Diversifikasi Pemulihan Daya

Ekonomi Beli dan Usaha
) | R
. g £ a
. Reformasi e 'r . .
Peltleii\ocglr::'las'an Peningkatan Reformasi Iklim Reformasi
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Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun 10 (sepuluh) strategi
pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2)
mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3)
meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM
terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6)
meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan
capaian penurunan emisi GRK, (8) mempercepat reformasi perlindungan
sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat
sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19. Pelaksanaan strategi
tersebut diukur melalui indikator-indikator yang menjadi penekanan pada
setiap strategi di tahun 2022. Lebih lanjut target dan indikator strategi
pembangunan nasional tahun 2022 ditunjukkan oleh Gambar 4.4.
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Gambar 4. 4 Strategi Pembangunan Nasional RKP Tahun 2022
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Untuk mendukung Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional
tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN)
RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat
dalam RPJMN Tahun 2020 — 2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun
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2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi
pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan
pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian
sasaran pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun
2022 ditunjukkan oleh Gambar 4.3.

Gambar 4.5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022
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Sumber: Ranwal RKP Tahun 2022 kementerian Bappenas/PPN

4.2.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022.

Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 mengusung Tema
“Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk
Kebangkitan Ekonomi” dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2022 meliputi :

1. Pemantapan reformasi birokrasi

2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk
akselerasi pertumbuhan

3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial

4. Percepatan Pembangunan Sumber daya Manusia yang berkarakter dan

‘ Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah IV-379




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Berbudaya;
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan
kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan diatas guna terjaminnya arah
pembangunan yang akan dilaksanakan maka prioritas tersebut
diterjemahkan kedalam fokus pembangunan berdasarkan prioritas tersebut
sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi difokuskan pada:
a. Peningkatan dan pengembangan SDM aparatur;
b. peningkatan kualitas pelayanan public;
c. Penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses
bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi.
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk
akselerasi pertumbuhan. difokuskan Pada:
a. Peningkatan kemantapan dan ketersediaan infrastruktur jalan yang
menjadi jalur perekonomian dan daerah-daerah terisolir;
b. Peningkatan cakupan layanan irigasi pendukung ketahanan
pangan;
c. Penyediaan transportasi pelabuhan, dan elektrifikasi daerah-daerah
kepulauan.
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial difokuskan
Pada:
a. Pengembangan komoditas sektor unggulan;
b. Pengembangan dan peningkatan kualitas iklim usaha perekonomian
daerah;
c. Penguatan peran pusat-pusat pertumbuhan;
d. Penanganan dan pencegahan meningkatnya penyebaran covid-19;
e. Memperluas social safety net untuk menjaga daya beli, serta
mendukung dunia usaha dan industry.
4. Percepatan Pembangunan Sumber daya Manusia yang berkarakter
dan Berbudaya, difokuskan Pada:
a. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah
b. Peningkatan daya saing lulusan SMK

c. Mendorong Kabupaten/kota untuk pelaksanaan Penuntasan wajib
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belajar Pendidikan dasar 9 tahun, penanganan anak tidak sekolah
melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Percepatan
Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS),

d. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang ditekankan pada
meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, status gizi
masyarakat, kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup bersih dan
sehat,

e. Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan
berbasis regional (Rumah sakit Regional).

f. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat berlandaskan nilai-
nilai keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya Sulawesi Selatan

5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan
kelestarian lingkungan hidup difokuskan pada:

a. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan
komoditas berbasis sumberdaya alam;

b. Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

c. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana

dan perubahan iklim.

Adapun Target Indikator Makro pada perubahan RKPD Provinsi
Sulawesi Selatan TAhun 2022 Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sesuai Perubahan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan, 2018-2023

Target
No Indikator Makro Realisasi Target RKPD Perubahan
: Pembangunan 2021 Tahun 2022 RKPD Tahun
2022
1 Pertumbuhan Ekonomi 4,65 5.98-7.60 5.98-7.60
PDRB per kapita (ADHB) 59,23 62,37 62,37
Tingkat Pengangguran
3 Terbuka (TPT) 5,72 6.16-6.95 6.16-6.95
Jumlah Penganggur 256.11 256.11
4 Tingkat Kemiskinan (Sept.) 91,47 8.38-9.19 8.38-9.19
5 Indeks Pembangunan Manusia 72,24 7257 7257
(IPM)
6 Gini Rasio 0.381 0.381
7 Indeks Williamson 0,600 0,600
8 Tingkat Inflasi (%) 3,5+1,0 3,5+1,0

Sumber: Rancangan RKPD-P Provinsi SUlwesi Selatan tahun 2022
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berdasarkan Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan tersebut
diatas, maka Arah Kebijakan yang akan ditempuh pada RKPD Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.4
berikut:

Tabel 4. 5 Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2022

No. Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan
Daerah
1 Pemantapan reformasi Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan
birokrasi berakuntabilitas
Pembangunan dan Peningkatan Pemenuhan Layanan Infstuktur
> peningkatan kualitas Wilayah
infrastruktur wilayah untuk
akselerasi pertumbuhan
Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan
sarana-prasarana, teknologi, dan mikro
finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi
Percepatan pemulihan baru
b pen Peningkatan  produktivitas,  keterampilan
3 ekonomi dan perlindungan . : N .
: tenaga kerja dan diversifikasi keterampilan
social )
kewirausahaan
Pengembangan dan Penguatan
kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM)
Peningkatan akses layanan ocial kan
yang merata dan berkualitas.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta,
Percepatan pembangunan Peningkatan kualitas dan peran perempuan
; dalam Pembangunan.
4 Sumber daya manusia yang Mend kesalehan d , b
berkarakter dan berbudaya endorong kesalehan dan tanggung jawa
ocial masyarakat dan dunia usaha dengan
membangun karakter masyarakat yang
berbasis  nilai-nilai  keagamaan  serta
pemberdayaan Lembaga keagamaan,
pesantren, dan penyelenggarana
keagamaan
Peningkatan produktivitas melalui
industrialisasi berbasis pengolahan
. komoditas pertanian, perikanan, dan
Pengelolaan komoditas
: peternakan
unggulan berbasis sumber — - . —
5 . Penurunan emisi dan intensitas emisi pada
daya alam dan kelestarian . . . . !
. . bidang energi, lahan, limbah, dan industri
lingkungan hidup . .
Peningkatan upaya pencegahan, pelestarian,
penanggulangan, pemulihan pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup.

Sumber: Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
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4.2.3 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 upaya pembangunan semakin di akselerasikan
untuk kemandirian dan daya saing daerah. Sebagaimana arahan RPJP
Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 dimana pada tahapan ke IV RPJMD
diharapkan Kabupaten Luwu Timur diharapkan telah berkembang menjadi
daerah berdaya saing tinggi, berbasis agama dan kearifan lokal dengan
tingkat kesejahteraan pada level menengah. Pemerataan pembangunan

dan pertumbuhan yang berkeadilan menjadi prioritas utama.

4.2.3.1 Tema Pembangunan.

Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
disusun dengan mengintegrasikan Rancangan Sasaran Pembangunan
Jangka Menengah RPJMD 2021-2026, hasil Evaluasi Kinerja
Pembangunan dan Anggaran Tahun 2020 serta Kebijakan Pembangunan

Tahun 2021 guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang berdampak
terhadap ketidakpastian Perekonomian Nasional dan Pertumbuhan
Ekonomi daerah pada Tahun 2020, meskipun pertumbuhan ekonomi Luwu
Timur menunjukkan kinerja yang membaik namun hal ini tidak dirasakan
dampaknya secara merata di masyarakat, oleh karena sub sektor
pertambangan masih mendominasi kontribusi pembentuk nilai Pdrb daerah.
Hal ini berdampak pada fluktuatifnya Nilai pertumbuhan ekonomi Luwu
Timur dimana nilainya sangat tergantung pada gejolak harga Nikel dipasar
global, Sehingga jika melihat struktur pembentuknya maka dapat dipastikan
bahwa sub sector lainnya sangat merasakan dampak dari situasi pandemic
covid 19 ini. dimana diperkirakan dampaknya masih akan dirasakan dalam
lima tahun yang akan datang. Untuk itu maka Tema Pembangunan RKPD
Tahun 2022 diarahkan kepada proses Pemulihan Pembangunan Daerah

guna mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah
‘Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mewujudkan Pertumbuhan
Ekonomi daerah yang berkualitas”. Dengan fokus pada peningkatan daya

saing daerah dan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas. Peningkatan
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daya saing daerah diterjemahkan sebagai upaya dalam pemerataan hasil-
hasil pembangunan yang ditempuh melalui upaya (1) meningkatkan kualitas
hidup manusia; (2) meningkatkan produktivitas rakyat dan produk lokal; dan
(3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi daerah, serta Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
diterjemahkan sebagai upaya mendukung Pemulihan ekonomi daerah
dengan upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan Produktifitas
dunia usaha dalam mendukung peningkatan Produktifitas sub sektor lainnya

selain pertambangan.

4.2.3.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran dalam RKPD adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan/Tema, berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang hendak diwujudkan yang diperoleh dari
pencapaian outcome program perangkat daerah. Berdasarkan tema
tersebut maka sasaran Makro pembangunan yang akan diwujudkan pada
tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan daya saing Sumber daya manusia dengan

indikator (a) Indeks Pembangunan Manusia; (b) Tingkat Kemiskinan

2. Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan indikator (a) Laju
Pertumbuhan Ekonomi; (b) Gini Ratio; (c) Pdrb Perkapita ; (d) Tingkat

Penganguran terbuka;

Berdasarkan sasaran makro tersebut maka pada perubahan RKPD tahun
2022 target yang telah ditetapkan sebelumnya akan dioptimalkan
pencapaiannya sehingga dapat diwujudkan. adapun target dari indikator
yang akan dicapai sebagaimana pada gambar 4.5 dibawah:
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Gambar 4. 6 Indikator Sasaran Makro Pembangunan Perubahan RKPD

tahun 2022
7 R
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Tingkat
Ekonomi Manusia Kemiskinan
1,5- 2,50 % IPM 6,84-6,64%
73,23 -73,50
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Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun
2022 sampai dengan triwulan Il , serta target capaian kinerja Tahun 2021
dan target tahun 2022 serta isu strategis daerah yang mungkin dihadapi
pada Tahun 2022 maka kebijakan pembangunan pada RKPD pokok Tahun
2022 masih relevan untuk dilanjutkan dan dioptimalkan pelaksanaannya.
Adapun scenario pencapaian target sasaran makro pembangunan Daerah
pada perubahan RKPD tahun 2022, tersebut dijelaskan secara rinci sebagai
berikut:

a) Skenario Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun
2022 diproyeksikan sebesar 1,5 — 2,50% dengan asumsi Pertama,
pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi akan kembali
Mengalami Pertumbuhan Pasca imbas dari situasi Ekonomi Global
yaitu Pandemi covid 19 Kedua, diharapkan kondisi pemulihan
ekonomi dunia yang sudah semakin stabil, dan semakin
meningkatnya kinerja sektor pertanian dengan meminimalisir faktor
struktural yang dapat menghambat pergerakan pada sektor ini (benih,
pupuk, sarana produksi pertanian) dan perubahan pola iklim serta
cuaca; Melalui kebijakan meningkatkan arus investasi didaerah yang

berkeadilan; perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur;
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b)

W

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Luwu Timur

pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan
terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan ijin usaha;
penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan

teknologi tepat guna.

Demikian  halnya dengan Persentase  Penduduk  Miskin
menunjukkan kinerja semakin membaik dari tahun ke tahun, 6,98 %
pada tahun 2019 menjadi 6,85 % pada tahun 2020, perkembangan
angka kemiskinan di kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5
tahun terakhir berada pada kisaran 7 persen, berdasarkan hal
tersebut untuk Tahun 2022 angka kemiskinan di proyeksikan dapat
mencapai 6,84-6,64 % yang didukung pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan melalui pengurangan beban pengeluaran dan
peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan
perluasan intervensi  program/kegiatan  sektoral berdimensi
kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas
tingkat kemiskinan tinggi  (polaquickwin). Peningkatan dan
keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis
keluarga melalui:

e Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah
pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan
kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara
Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;

e Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia,
PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan
kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan,
hunianlayak, air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan
jaminan sosial serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan;

e Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan
perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

e Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan
masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial,
pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan
kewirausahaan;

e Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan
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Pemberdayaan masyarakat Sekitar hutan;

e Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja
melalui penyusunan standar bakulembaga pelatihan, sertifikasi
kompetensi bagi calon naker ,peningkatan jumlah, kapasitas
asesor kompetensi dan revitalisasi BLK;

e Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan
penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong
peningkatan investasi;

e Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan

Industrial

c) Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan akses dan
pemerataan pendididikan termasuk bagi warga miskin, PMKS
termasuk penyandang disabilitas, peningkatan kualifikasi pendidik
dan tenaga kependidikan, perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan
berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus
sekolah melalui lembaga non formal, pengembangan kurikulum yang
diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan relevansi
pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja, memperkuat
peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah,
peningkatan budaya baca masyarakat serta pembangunan mental

dan karakter anak didik;

d) Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu
pelayanan kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan
masyarakat miskin, pemenuhan  sarana prasarana pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan, perbaikan gizi masyarakat,
pemberdayaan dan peningkatan peran swasta serta masyarakat
dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,
peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan, sertifikasi
dan penguatan kompetensi dan optimalisasi pelayanan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera, peningkatan keadilan gender,
pengarusutamaan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan

dan anak;

e) Peningkatan kemampuan inovasi dan penerapan Iptek guna

‘ Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah IV -387




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

mendukung peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan
interaksi dan pemanfaatan sumberdaya perguruan tinggi, lembaga
penelitian, praktisi dan dunia usaha; pengembangan klaster inovasi

dan pengetahuan sebagai centre of excellence;

f) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya
pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
pengurangan potensi ancaman bencana, fokus pada:

e Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah
pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;

e Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan melalui penguatan Kelembagaan masyarakat dan
Penegakan hukum;

e Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka
menjaga kualitas dan kuantitasnya;

e Peningkatan konservasi sungai, dan danau untuk meningkatkan
ketersediaan dan Keberlangsungan sumber daya air;

e Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan
alih fungsi lahan produktif;

e Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan
masyarakat;

e Peningkatan kapasitas manajemen  pencegahan dan.
Penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan,

tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.

g) Peningkatan  pelayanan publik, penyelenggaraan tatakelola
pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah, fokus pada:

e Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk
penataan kelembagaan;

e Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi
aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik,
optimalisasi layanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian
dan transparansi berbasis teknologi informasi, Optimalisasi
Pencapaian SPM;

e Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas,

netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti
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dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
e Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi
penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur

komunikasi dan informasi menujue- government;

h) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,30-3,80%
pada Tahun 2022 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja
dengan akselerasi penyerapan tenaga kerja disektor yang
mempunyai hilai tambah dan produktivitas tinggi, perluasan dan
pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan Kkerja
produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk
peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan, penguatan
hubungan industrial serta perlindungan terhadap tenaga kerja melalui

skema BPJS Ketenagakerjaan;

1) Mengurangi disparitas infrastruktur antar wilayah, peningkatan kinerja
dan cakupan pelayanan jaringan irigasi, prasarana sumberdaya air,
pelabuhan, pengembangan moda transportasi, sanitasi dan air bersih
untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan

antarwilayah;

j) Pembangunan Pertanian dalam arti luas guna mendukung
kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui program
Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, Peningkatan kapasitas
kelembagaan petani, tehnologi, akses pasar, serta pengendalian alih
fungsi dalam mendukung program nasional lahan pangan

berkelanjutan;

k) Pengembangan kawasan pesisir dan sentra perikanan melalui
peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi,
infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan, penegakan hukum
terkait unregulated and unreported fishing; dukungan pengaturan
penangkapan di kawasan overfishing, rehabilitasi kerusakan

lingkungan pesisir dan lautan.

l) Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan
Minimal (SPM) pada urusan Kewenangan Wajib yang telah

ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga sesuai kewenangan
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Kabupaten;

m)Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar
sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan
berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan
sebagai upaya pemantapan kesiapan dalam ekonomi regional

sulawesi:

n) Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan
Pemulihan Perekonomian Daerah dimasa pandemi covid 19 melalui
penguatan usaha skala kecil dan menegah, penguatan kemitraan
dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM
dan IKM, perlindungan terhadap produk dalam negeri, pembinaan
dan pemberdayaan KUMKM-IKM, sertifikasi kompetensi bagi calon
tenaga kerja, mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah
untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha,
membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan
penyerderhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu,

hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur;

0) Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan
pelibatan seluruh  stakeholder dan komunitas masyarakat
berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan
menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

sebagai mekanisme check and balances;

p) Dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan perlu
diperhatikan:

e Dukungan pembangunan perdesaaan melalui kebijakan bantuan
keuangan Khusus kepada pemerintah desa guna terwujudnya
kemanddirian desa

e Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten
yaitu rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang
ditetapkan melalui Peraturan Desa harus sinergi dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 ;

e Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala
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lokal desa kepada Desa;
e Pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa harus
terinformasi dan terintegrasi dengan rencana pembangunan
desa.
o Pembangunan perdesaaan berbasis kearifan lokal perdesaan,
dan difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang prioritas dan

mendesak untuk diselesaikan pada skala desa.

q) Akselerasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
dan perwujudan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur;

r Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah dengan mewujudkan konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas belanja
langsung berbasis kinerja dengan mengedepankan prinsip
pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan
mengutamakan belanja publik produktif yang memberikan dampak
multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

s) Pengusulan Program dan Kegiatan perubahan RKPD Tahun 2022
harus mencerminkan kinerja yang terukur terhadap pencapaian
indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang
tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang merupakan Indikator Kinerja
Utama Daerah dan berbasis Sistem Informasi Perencanaan

pembangunan (SIPD).

Selanjutnya guna menjamin konsistensi pelaksanaan perencanaan
pembangunan yang terintegrasi antar dokumen maka sesuai dengan tujuan
dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026
maka Target Sasaran perubahan RKPD tahun 2022 disajikan secara lengkap

sebagaimana pada tabel 4.5 berikut:

‘ Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah IV-391




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tabel 4. 6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan perubahan RKPD Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2021-2026

W

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

. Tujuan/ . capaian | Target
No. Misi Sasaran Indikator 2021 2022
1. Meningkatkan Tujuan-1:
kesejahteraan dan taraf | Mewujudkan peningkatan Angka
hidup masyarakat dan pemerataan K 19K 6,84 6,64
: emiskinan
secara menyeluruh kesejahteraan
(M1) masyarakat (T1)
Sasaran-1: Indeks
Meningkatnya Kualitas
manusia yang berdaya Pemba'ngunan 73,50 73,80
saing (S1) Manusia (IPM)
Sasaran-2:
Meningkatnya kualitas Indeks Desa
pembangunan desayang | Membangun Maju Maju
merata dan berkelanjutan (IDM)
(S2)
Sasaran.3 Indeks
Meningkatnya Pemberdayaa
Pemberdayaan Gender n Gender 89,92 89,94
(S3) (IPG)
2. Mengembangkan Tujuan-2:
perekonomian daerah Meningkatkan
yang berdaya saing pertumbuhan ekonomi Rasio Gini 0.397 0.389
dan berjaringan luas daerah yang berkeadilan
(M2) ()
Pertumbuhan 1,61- 2,49-
Ekonomi 2,15 3,33
Sasaran-4: Laju
Meningkatnya Pertumbuhan 1.63 1.83
pertumbuhan sektor PDRB Sektor ’ ’
unggulan daerah (S4) Unggulan)
Sasaran-5: .
ketersediaan  lapangan Tingkat
. Pengangguran 3.80 3.30
pekerjaan dan lapangan Terbuka (TPT)
usaha (S5)
3. Menyediakan Tujuan-3 1,8150
infrastruktur daerah Meningkatkan kapasitas Indzl;?n(;aya 1,6281
yang memadai dan dan kualitas infrastruktur infrastruktur (Sedan
lingkungan yang daerah (T3) daerah (Sedang)
berkualitas (M3) : 8)
Sasaran-6: Predikat
Meningkatnya daya guna indeks
dan hasil guna kepuasan 74,67 74,89
infrastruktur daerah (S5) layanan
infrastruktur
Sasaran-7: Indeks kualitas
Terpeliharanya kualitas lingkungan
lingkungan hidup (S6) hidup daerah 87,00 87,55
(IKLHD)
Indeks Risiko 202 (TIZNOéG
Bencana (IRB) | (TINGGI) )
4. Menciptakan Tujuan-4: Indeks
kepemerintahan dan Mewujudkan tata kelola .
. . ; reformasi B BB
pelayanan publik yang pemerintahan yang baik, birokrasi (IRB)
lebih baik (M4) bersih dan melayani (T5)
Sasaran-8:
Meningkatnya Nilai SAKIP B BB
akuntabilitas kinerja dan Daerah
keuangan (S7)
Indeks
pengelolaan A A
keuangan (Baik) (Baik)
daerah (IPKD)
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Sasaran-9: IKM
Meningkatnya kualitas Pelayanan 80,76
pelayanan public (S8) SPM (Nilai)
IKM
Pelayanan
perizinan dan 80,15 82,21
non perizinan
(Nilai)
5. Mewujudkan Tujuan-5:
ketenteraman dan Meningkatkan kepatuhan
ketertiban bagi selurun | masyarakat terhadap kriﬁ\wri]r?elfl?tas 0’0?3073 0’3206
warga masyarakat (M5) | norma ketertiban dan
ketenteraman (T6)
Sasargn-lO: Indeks
Jerpelinaranya1asa | yeteriban dan | 76,64 | 76,72
ketentraman
masyarakat (S9)
6. Menjamin Tujuan-6 Indeks
keberlangsungan Mengembangkan, kerukunan 7570 75 89
pembangunan yang mempertahankan dan umat ’ !
berbasis pada agama menerapkan nilai-nilai beragama
dan budaya (M6) agama dan budaya (T7) Indeks
pembangunan 53.77 54.27
kebudayaan
Sasaran-11: Cakupan
Meningkatnya penerapan penerapan
nilai-nilai agama dan nilai Agama 95 95
budaya sebagai landasan dalam
pembangunan (S10) masyarakat
Cakupan
penerapan
nilai budaya 95 95
dalam
masyarakat

Sumber: Rancangan RPJMD 2021-2026

4.2.3.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2022,
maka arah kebijakan umum pembangunan Luwu Timur untuk tahun 2022
adalah Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mewujudkan pertumbuhan
Ekonomi yang berkualitas melalui Peningkatan Kualitas Sumber daya
manusia, pemulihan daya beli masyarakat dan membangkitkan produktifitas
dunia usaha, serta didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur daerah,
pemanfaatan potensi SDA yang berkelanjutan, reformasi birokrasi serta
keamanan dan ketertiban wilayah.

Dalam mewujudkan tercapainya arah kebijakan umum tersebut
selanjutnya dituangkan dalam Strategi yang menggambarkan rangkaian
tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan
pembangunan dalam wupaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada
RPIJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 guna menjamin konsistensi

perencanaan pembangunan daerah, dimana kedudukan RKPD tahun 2022
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merupakan dokumen Operasional tahunan dari RPJMD. Adapun strategi

pembangunan daerah berdasarkan RPJMD untuk periode RKPD tahun

rencana 2022 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan RPIJMD 2021-2026

No | Tujuan |

Sasaran

Strategi |

Arah Kebijakan

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

Meningkatnya
kualitas manusia
yang berdaya
saing (S1)

Mendorong kontribusi
dunia usaha, kesadaran
kritis kolektif, dan
dukungan

Perbaikan sistem
belajar-mengajar dan
manajemen berbasis
sekolah

sarana/prasarana dalam
meningkatkan derajat
pendidikan dan literasi,

Pemenuhan sarana-
parasarana dan fasilitas
pelayanan kesehatan

lama hidup dan
kesehatan, serta daya beli
masyarakat. (Stl)

Pengembagan sistem
ketersediaan barang
pokok dan penting

Mewujudkan
peningkatan dan
pemerataan
kesejahteraan
masyarakat (T1)

Meningkatnya
kualitas
pembangunan
desa yang
merata dan
berkelanjutan
(82)

Mengoptimalkan
pemanfaatan dana dan
koordinasi perangkat

Pembinaan dan
pengawasan
pemerintahan desa

daerah dengan
pemerintah desa dalam

Penguatan ketahanan
ekonomi desa

memperkuat ketahanan
ekonomi, sosial dan
ekologi desa dalam
kerangka pemenuhan
SDGs Desa (St2)

Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan desa

Meningkatnya
Kesetaraan
Gender (S3)

Menguatkan Peran dan
Kapasitas Perempuan
dalam Pembangunan
(St3)

Pengarusutamaan
gender dalam
perencanaan dan
penganggaran daerah

Misi 2 Mengembang

kan perekonomian

daerah yang berdaya saing

dan berjaringan luas

Meningkatkan

Pertumbuhan

Ekonomi yang
berkeadilan (T2)

Meningkatnya
pertumbuhan
sektor unggulan
daerah (S4)

Memanfaatkan teknologi
terkini dan spirit milenial
dalam meningkatkan

Penguatan sistem
penyuluhan pertanian
berbasis teknologi digital
level BPP, posluhdes,
poktan/gapoktan

produktivitas komoditas
unggulan dengan

Pengembangan industri
kecil dan kerajinan

didukung oleh inovasi rakyat
daerah dan Pengembangan
prasarana/sarana kapasitas SDM,

perdagangan (St4)

manajemen, dan
permodalan koperasi
dan UMKM

Meningkatnya
ketersediaan
lapangan kerja
dan lapangan
usaha (S5)

Meningkatkan daya saing
tenaga kerja dan
perkembangan start-up
UMKM berbasis digital
yang didukung oleh iklim
investasi dan persaingan
usaha yang baik (St5)

Peningkatan kompetensi
tenaga kerja dan pencari
kerja

Misi 3 Menyediakan

infrastruktur daerah yang memadai dan lingku

ngan yang berkualitas

Meningkatkan
kapasitas dan
kualitas
infrastruktur

Meningkatnya
daya guna dan
hasil guna
infrastruktur

Meningkatkan kesadaran
pemangku kepentingan
dalam menjaga dan
memelihara fungsi

Pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi
dan pemeliharaan
jalan/jembatan serta

W
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
daerah secara | daerah (S6) infrastruktur pekerjaan perlengkapan
berkelanjutan umum, perhubungan, sarana/prasarananya

(T3) pemukiman dan

perumahan, serta
sumberdaya air secara
berkualitas diiringi dengan
kepatuhan terhadap
RTRW (St6)

Memperkuat sistem
pengelolaan lingkungan
hidup dan

. keanekaragaman hayati
Terpeliharanya berbasis kontribusi multi Penegakan dan

kualitas emanaku kepentingan implementasi rencana

lingkungan hidup pemang P 9 pengelolaan dan
diiringi dengan L

dan ketahanan pelestarian lingkungan

peningkatan kapasitas ) L
bencana (S7) dalam adaptasi dan hidup secara mutipihak

mitigasi terhadap risiko
bencana dan perubahan
iklim (St7)

Misi 4 Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi

Mewujudkan tata dalam meningkatkan
kelola Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Peningkatan kompetensi
4 pemerintahan akuntabilitas perbaikan tata kelola SDM aparatur berbasis
yang baik, bersih | kinerja dan keungan daerah diiringi jabatan fungsional dan
dan melayani keuangan (S8) dengan peningkatan optimalisasi organisasi
(T4) profesionalisme SDM
aparatur berbasis jabatan
fungsional (St8)
Meningkatkan akurasi Penajaman akurasi data
data, kesiapan sarana dan | penerima layanan SPM
fasilitas, serta kesiapan
SDM aparatur diiringi
Meningkatnya dengan aplikasi teknologi
kualitas informasi dan komunikasi Penguatan sistem
pelayanan publik | serta standar operasional elavanan wlic  di
(S9) prosedur dalam Eecgmatan P
pemenuhan SPM
pelayanan dasar dan
perbaikan kualitas
pelayanan non SPM (St9)
Misi 5 Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
Menguatkan peran Pemberdayaan
Meningkatkan kelembagaan masyarakat | masyarakat untuk
kepatuhan Terpeliharanya secara bersinergi dengan | ketenteraman,
masyarakat rasa aman dan pemerintah daerah dalam | ketertiban dan
5 | terhadap norma | damai dalam menciptakan keamanan secara
ketertiban dan masyarakat ketenteraman dan swakarsa
ketenteraman (S10) ketertiban serta rasa Penegakan Perda,
(T5) aman dan damai dalam Perkada dan produk
masyarakat (St10) hukum daerah lainnya

Misi 6 Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Meningkatkan Meningkatnya Memperkuat peran forum | Pengelolaan bina

toleransi dan penerapan nilai- kerukunan umat | mental-spiritual
kualitas o beragama serta
kehidupan nilai agama dan pemginaan mental- | Pengembangan obyek-
6 beragama serta Il:;L;]%zyszﬁebagm spiritual  diiingi dengan | °Pyek pemajuan budaya
ketahanan penguatan modal i
budaya daerah pembangunan keragaman etnik dan suku | Pengembangan Islamic
(S11) Center

(T6) dalam pemajuan
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No

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

kebudayaan (St11)

Sumber: RPIMD Kab. Luwu Timur 2021-2026.

4234 Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2022

Berdasarkan Tema, Tujuan, Sasaran serta Arah umum kebijakan dan
strategi pembangunan daerah RKPD tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke
dalam 5 (lima) Prioritas Daerah (PD). Kelima (PD) tersebut merupakan
Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2016 —2021 dan
tetap dipertahankan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan tetap
Rancangan RPJMD 2021-2026 sebagai langkah awal dalam pencapaian
tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan periode selannjutnya dalam
lima tahun kedepan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan
pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian
sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun prioritas
pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2022 disinergikan Prioritas
Pembangunan Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah

sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan
Pengembangan pariwisata. (PN1;PP3&5)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (PN3;PP4)

3. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
(PN2&5; PP2)

4. Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
yang berkelanjutan. (PN6;PP5)

5. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik. (PN7;PP1)

Prioritas Pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis,
berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) Mempedomani RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
dengan fokus pada Pencapaian target Program Prioritas Pembangunan
Daerah guna menjamin konsistensi Perencanaan pembangunan,;

2) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

dalam RKP 2022 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan
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nasional;

3) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perubahan
RKPD Tahun 2022 Propinsi Sulawesi Selatan;

4)  Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2021 dan rencana target capaian
dan kerangka kapasitas fiskal DaerahTahun 2022 ;

5) Difokuskan pada penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu
strategis daerah.

6) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika

lingkungan strategis internal maupun eksternal;

4.2.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun
2022 dalam mendukung Pengarusutamaan Sustainable
Development Goals (SDGS).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development
Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan yang diratifikasi lebih dari 200
negara di dunia. SDGs ini merupakan program pembangunan kelanjutan dari
program Millenium Development Goals (MDGSs) yang sudah berakhir pada tahun
2015. Inti dari pembangunan ini adalah pembangunan yang dilaksanakan saat
ini harus memperhatikan generasi berikutnya. Pembangunan saat ini tidak boleh
mengorbankan generasi yang akan datang. Selain itu pada SDGs juga
menekankan tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau No-one Left
Behind dari pembangunan yang dilaksanakan.

Paradigma pembangunan SDGs memiliki beberapa perbedaan mendasar
dengan paradigma pembangunan sebelumnya (MDGs). Beberapa perbedaan
tersebut diantaranya.

1. Paradigma SDGs bersifat dari bawah (bottom up) dan partisipatif.
Sedangkan paradigma MDGs cenderung dari atas (top wown)

2. Paradigma SDGs menawarkan solusi yang menyeluruh karena semua
aspek disentuh. Sehingga wajar jika terdapat 17 tujuan yang ingin
disasar. Sedangkan paradigma MDGs lebih bersifat solusi parsial atau
hanya sebagian saja. Tujuan yang disasar MDGs hanya 8 dan hanya
menyentuh kemiskinan dan gejala kemiskinan. Sedangkan masalah
ekologi, lingkungan dan ketimpangan tidak mendapat banyak perhatian
dalam MDGs.
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3. Target SDGs adalah 100 persen pada 2030. Sedangkan untuk MDGs

biasanya hanya 50 persen tercapai pada 2015. Akibatnya beberapa

negara sudah tercapai targetnya bahkan sebelum tahun 2000.
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sudah

menjadikan SDG’s sebagai salah satu referensi pembangunan Luwu Timur tahun

2022. Secara detail, sinkronisasi Tujuan SDG’s dan Program Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 tersaji pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 4. 8 Sinkronisasi Tujuan SDG’s dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu Timur tahun 2022

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Tujuan SDGs Nasional Daerah Program
Mengembangkan Menl_ngkatkan Program Pelayanan
Menghapus sistem derajat A
L Kemiskinan perlindungan sosial kesejahteraan dan Rehablllta3| .
" Kesejahteraan Sosial
yang komprehensif; masyarakat
Mengoptimalkan
pemanfaatan

Meningkatkan
pelayanan dasar
bagi masyarakat
kurang mampu; dan

sumber pendanaan
non pemerintah
dan efektivitas
kordinasi dalam
perlindungan,
pengurangan
beban dan
pemberdayaan
masyarakat miskin
serta PMKS

Program Pembinaan
Para Penyandang
Cacat dan Trauma

Mengembangkan
penghidupan
berkelanjutan bagi
masyarakat miskin
melalui penyaluran
tenaga kerja dan
pengembangan
kewirausahaan.

Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

Program Pembinaan
Anak Terlantar
Program Pembinaan
Panti Asuhan/Panti
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. Arah Kebijakan Arah Kebijakan
Tujuan SDGs Nasional Daerah Program
Jompo
Program
5 Pemberdayaan
" | Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program
6 Pemberdayaan
" | Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan
7. | dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Perlindungan
8. . .
dan Jaminan Sosial
Pemantapan
ketahgnan pangan Program
. menuju . Pengembangan
Mengakhiri kemandirian Tersedianya .
2 Kelaparan L angan dengan L Pangan Strategis 1. | Ketersediaan Pangan
P pang 9 9 9 dan Penanganan
peningkatan
: Rawan Pangan
produksi pangan
pokok,
. Program
Meningkatnya
S o Pengembangan
2| ot |5 | oMY | 2| Penganekaragaman
pangan, : 9 Konsumsi Pangan dan
dan Hortikultura
Keamanan Pangan
Perbaikan kualitas Program Peningkatan
3 konsumsi pangan 3 Produksi dan
" | dan gizi " | Produktivitas Komoditi
masyarakat, Tanaman Pangan
Mitigasi gangguan Program Peningkatan
4. | terhadap ketahanan 4. | Produksi Tanaman
pangan, Holtikultura
Peningkatan
kesejahteraan
pelaku usaha
5. | pangan terutama
petani, nelayan,
dan pembudidaya
ikan.
Akselerasi
pemenuhan akses
Kesehatan pelayanan Program Peningkatan
3. | yang Baik dan 1. | kesehatan ibu, 1. | Meningkatnya 1. | Pelayanan Kesehatan
Kesejahteraan anak, remaja, dan derajat pendidikan Ibu dan Anak
lanjut usia yang dan derajat
berkualitas, kesehatan
Mempercepat .
2 | perbaikan gizi 5 Program Peningkatan
Pelayanan Jenazah
masyarakat,
Meningkatkan
pengendalian Program Peningkatan
3 | penyakit dan 3. | Pelayanan Kesehatan
penyehatan Lansia
lingkungan,
Memantapkan
pelaksanaan sistem Program Upava
4. | jaminan sosial 4. Kesgehatanpl)vl;/s arakat
nasional (SJSN) Y
bidang kesehatan,
Meningkatkan Program Pencegahan
akses pelayanan
5. 5. | dan Penanggulangan
kesehatan dasar :
. Penyakit Menular
yang berkualitas,
6. | Meningkatkan 6. | Program Pelayanan
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Tujuan SDGs

Arah Kebijakan
Nasional

Arah Kebijakan
Daerah

Program

akses pelayanan
kesehatan rujukan
yang berkualitas,

Kesehatan Olahraga

Meningkatkan
ketersediaan,
penyebaran, dan
mutu sumber daya
manusia
kesehatan,

Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya

Meningkatkan
ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan, dan
kualitas farmasi dan
alat kesehatan

Program Pengadaan
dan Pemeliharaan Alat
Kesehatan

Meningkatkan
pengawasan obat
dan makanan,

Program Peningkatan
Penanggulangan
Narkoba dan PMS
termasuk HIV/AIDS

10.

Meningkatkan
promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat.

10.

Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

11.

Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

12.

Program Pelayanan
Kesehatan Kerja

13.

Program Pengendalian
Penyakit Tidak Menular

14.

Program Pengawasan
Obat dan Makanan

15.

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

16.

Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata

17.

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat

18.

Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan

19.

Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rumah
Sakit

20.

Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit

21.

Program Peningkatan
Pelayanan Rekam
Medik Rumah Sakit

22.

Program Pengadaan
dan Peningkatan
Sarana Prasarana
Rumah Sakit

23.

Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit

24.

Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat

W
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Tujuan SDGs

Arah Kebijakan
Nasional

Arah Kebijakan
Daerah

Program

Program Standarisasi

25. Pelayanan Kesehatan
Program Pembinaan
dan Sinkronisasi
26. | Kebijakan
Pengendalian
Penduduk
Program
Pengembangan Pusat
27. .
Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
Program Optimalisasi
28. | Pendayagunaan
Tenaga PLKB
Program Peningkatan
Advokasi KIE
29. | Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Program
Pemberdayaan dan
30. | Peningkatan Peran
Serta Organisasi
Masyarakat
Program Peningkatan
31 Penanggulangan
" | Narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
32 Program Pembinaan
' | Ketahanan Keluarga
Program Keluarga
33.
Berencana
Program Pelayanan
34. :
Kontrasepsi
Program
35. | Pengembangan
Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya
Pendidikan Mel_r_:lksanakan derajat pendidikan Program Manajemen
4. Wajib Belajar 12 . 1. -
Bermutu T dan derajat Pelayanan Pendidikan
ahun,
kesehatan
Melaksanakan
wajib belajar 12
tahun dengan Program Wajib Belajar
memperluas dan S
. 2. | Pendidikan Dasar
meningkatkan )
S Sembilan Tahun
akses pendidikan
menengah yang
berkualitas,
Meningkatkan
akses terhadap -
e Program Pendidikan
layanan pendidikan 3.
5 Non Formal
dan pelatihan
keterampilan,
Memperkuat
jaminan kualitas Program Peningkatan
(quality assurance) 4. | Mutu Pendidik dan
pelayanan Tenaga Kependidikan
pendidikan,
Memperkuat Program Pendidikan
kurikulum dan 5. 9

pelaksanaannya,

Anak Usia Dini

Memperkuat sistem
penilaian
pendidikan yang
komprehensif dan
kredibel,
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Tujuan SDGs

Arah Kebijakan
Nasional

Arah Kebijakan
Daerah

Program

Meningkatkan
pengelolaan dan
penempatan guru

Meningkatkan
pemerataan akses
pendidikan tinggi,

Meningkatkan
kualitas pendidikan

tinggi,

10.

Meningkatkan
relevansi dan daya
saing pendidikan

tinggi,

11.

Meningkatkan tata
kelola kelembagaan
perguruan tinggi.

Kesetaraan
Gender

Meningkatkan
kualitas hidup dan
peran perempuan
di berbagai bidang
pembangunan,

Meningkatnya
kesetaraan gender

Program Peningkatan
Peran serta dan
Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan

Menekankan peran
perempuan di
bidang politik,

Koordinasi
Perencanaan
Penganggaran
Responsif Gender

Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
pengarusutamaan
gender (PUG).

Akses Air
6. Bersih dan
Sanitasi

Menjamin
ketahanan air
melalui peningkatan
pengetahuan,
perubahan sikap
dan perilaku dalam
pemanfaatan air
minum dan
pengelolaan
sanitasi,

Meningkatnya
Akses Air Bersih
dan Sistem
Sanitasi

Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah

Penyelenggaraan
sinergi air minum
dan sanitasi yang
dilakukan di tingkat
nasional, provinsi,
kabupaten/kota,
dan masyarakat,

Meningkatnya
Akses Air Bersih
dan Sistem
Sanitasi

Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat

Peningkatan
efektifitas dan
efisiensi pendanaan
infrastruktur air
minum dan sanitasi,

Pemeliharaan dan
pemulihan sumber
air dan
ekosistemnya

Pemenuhan
kebutuhan dan
jaminan kualitas air
untuk kehidupan
sehari-hari bagi
masyarakat

Pemenuhan
kebutuhan air untuk
kebutuhan sosial
dan ekonomi
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Tujuan SDGs

Arah Kebijakan
Nasional

Arah Kebijakan
Daerah

Program

produktif

Peningkatan
ketangguhan
masyarakat dalam
mengurangi risiko
daya rusak air
termasuk
perubahan iklim

Peningkatan
kapasitas
kelembagaan,
ketatalaksanaan,
dan keterpaduan
dalam pengelolaan
sumber daya air
yang terpadu,
efektif, efisien dan
berkelanjutan,
termasuk
peningkatan
ketersediaan dan
kemudahan akses
terhadap data dan
informasi.

Energi Bersih
7. | dan
Terjangkau

Meningkatkan
produksi energi
primer

Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur
Kawasan
Perumahan dan
Permukiman

Program
Pengembangan
Ketenagalistrikan
Kawasan Permukiman

Meningkatkan
cadangan
penyangga dan
operasional energi

Meningkatkan
peranan energi
baru terbarukan
dalam bauran
energi

Meningkatkan
aksesibilitas energi

Meningkatkan
efisiensi dalam
penggunaan energi
dan listrik

Memanfaatkan
potensi sumber
daya air untuk
PLTA.

Pekerjaan
Layak &
Pertumbuhan
Ekonomi

Pembangunan
destinasi pariwisata
diarahkan untuk
meningkatkan daya
tarik daerah tujuan
wisata sehingga
berdaya saing di
dalam negeri dan di
luar negeri

Meningkatkan
produksi bidang-
bidang
perekonomian

Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Ternak

Pemasaran
pariwisata nasional

Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan

Pembangunan
industri pariwisata

Program Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
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Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Tujuan SDGs Nasional Daerah Program
P "
4. | kelembagaan 4. .
pariwisata Produkg
Pertanian/Perkebunan
Meningkatkan Program
5 kompetensi dan 5 Pengembangan
" | produktivitas " | Prasarana dan Sarana
tenaga kerja Pertanian
Memperballg lidim Program Peningkatan
6 ketenagakerjaan 6. | Produksi Tanaman
" | dan menciptakan ) Perkebunan
hubungan industrial
Esr?gﬁ:\?:n fungsi Program Peningkatan
7. intermediasi 7. | Produksi Tanaman
Holtikultura
keuangan
Kebijakan Program Peningkatan
8. | keuangan mikro 8. | Penerapan Teknologi
inklusif Peternakan
Pengembangan
dan optimalisasi Program Peningkatan
9. | peran lembaga 9. | Penerapan Teknologi
keuangan bukan Pertanian/Perkebunan
bank
Pembentukan
lembaga keuangan Program Peningkatan
10 khusus untuk 10 Produksi dan
pembiayaan " | Produktivitas Komoditi
prioritas Tanaman Pangan
pembangunan.
Program Peningkatan
11. | Produksi
Pertanian/Perkebunan
12 Program Peningkatan
" | Kesejahteraan Petani
Program
13. | Pengembangan
Agribisnis Perkebunan
Program
14. | Pengembangan
Inseminasi Buatan (IB)
15 Program Peningkatan
" | Penyuluhan Pertanian
Program Peningkatan
16. | Kemampuan Lembaga
Pelaku Utama
Program
17. | Pengembangan
Kemitraan
Program
18. | Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Program
19 | Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Program Optimalisasi
20 Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan
Program
21 | Pengembangan
Budidaya Perikanan
Program
22 | Pengembangan
Perikanan Tangkap
Program Peningkatan
23 | Kesadaran dan

Penegakan Hukum
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Arah Kebijakan Arah Kebijakan

ULty SRits Nasional Daerah

Program

Dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut

Program
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pesisir

24

Program
Pemberdayaan
Masyarakat dalam

25 | Pengawasan dan
Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
Perikanan

Program Pembinaan
26 | Pedagang Kaki Lima
dan Asongan

Program Peningkatan
27 | Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri

Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan

28

Program Peningkatan
29 | dan Pengembangan
Ekspor

Program
Pengembangan Sentra-
Sentra Industri
Potensial

30

Program
31 | Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah

Program Penataan

32 Struktur Industri
33 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Peningkatan Program Pembangunan
Infrastruktur, efektivitas dan Meningkatnya 9 9
. o . . Saluran
9. | Industri dan 1. | efisiensi dalam 1. | infrastruktur jalan 1. :
. : B Drainase/Gorong-
Inovasi pembiayaan dalam kondisi baik
! gorong
infrastruktur
Pengarusutamaan Meningkatnya
(mainstreaming) . L
infrastruktur lrigasi, Program Pembangunan
2. | skema KPS dalam 2. . 2. .
Pengaman Sungai Turap/Talud/Brojong
pembangunan .
! dan Pantai
infrastruktur
Program
| . Meningkatnya Pengembangan dan
mplementasi ; .
S Pembinaan Pengelolaan Jaringan
3. | prinsip Value for 3. . 3. NS
Money (VM) Terhadap Industri Irlg_aS|, Rawa da_n
Kecil dan Jaringan Pengairan
Menengah Lainnya
Pengembangan
: . Program
alternatif Terwujudnya .
4 ; 4. - 4. | Pengembangan Industri
pembiayaan penguatan sistem ;
! ! : Kecil dan Menengah
infrastruktur inovasi daerah
Peningkatan Program
5. | kapasitas SDM dan 5. | Pengembangan Sentra-
kelembagaan Sentra Industri Potensia

Peningkatan
dukungan iptek Program Inovasi

bagi daya saing " | Pelayanan Publik
sektor produksi

Peningkatan
7. | dukungan Iptek 7.
bagi keberlanjutan

Program Sistem Inovasi
Daerah (SIDA)
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Tujuan SDGs

Arah Kebijakan
Nasional

Arah Kebijakan
Daerah

Program

dan pemanfaatan
sumber daya alam

Peningkatan
dukungan bagi riset
dan pengembangan
dasar

Pembangunan
taman tekno dan
taman Sains

10.

Peningkatan
agroindustri, hasil
hutan dan kayu,
perikanan, dan
hasil tambang

11.

Akselerasi
pertumbuhan
industri manufaktur

12.

Akselerasi
pertumbuhan
pariwisata

13.

Akselerasi
pertumbuhan
ekonomi kreatif

14.

Peningkatan daya
saing UMKM dan
koperasi.

10.

Mengurangi
Ketimpangan

Menciptakan
pertumbuhan
Inklusif

Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas koperasi
dan UKM

Program penciptaan
iklim Usaha Kecil
Menengah yang
kondusif

Memperbesar
investasi padat
kerja

Meningkatnya
Angka Partisipasi
Angkatan Tenaga
Kerja

Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah

Memberikan
perhatian khusus
kepada usaha
mikro

Program Peningkatan
Kesempatan Kerja

Menjamin
perlindungan sosial
bagi pekerja
informal

Program Pelatihan dan
Peningkatan SDM

Meningkatkan dan
memperluas
pelayanan dasar
bagi masyarakat
kurang mampu

Memperluas
ekonomi perdesaan
dan
mengembangkan
sektor pertanian

Menjaga stabilitas
harga dan menekan
laju inflasi.

11.

Kota dan
Komunitas
yang
Berkelanjutan

Perwujudan Sistem
Perkotaan Nasional
(SPN),

Meningkatnya
Kesesuaian
Pemanfaatan dan
Pengendalian
Ruang

Program
Pengembangan
Perumahan

Percepatan
pemenuhan
Standar Pelayanan
Perkotaan (SPP),

Meningkatnya
Penataan
Bangunan dan
Lingkungan

Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Pembangunan kota

Meningkatnya

Program Perencanaan

W
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Arah Kebijakan

Arah Kebijakan

Tujuan SDGs Nasional Daerah Program
hijau dan ketersediaan Infrastruktur dan
berketahanan iklim infrastruktur Pengembangan
dan bencana, Kawasan Wilayah

Perumahan dan
Permukiman

Pengembangan
kota cerdas yang
berdaya saing dan
berbasis teknologi
dan budaya lokal,

Program Penataan
Bangunan dan
Lingkungan

Peningkatan
kapasitas tata

Program Pengelolaan

kelola Ruang Terbuka Hijau
pembangunan (RTH)
perkotaan.

Program
Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh

Konsumsi dan
Produksi yang

Penerapan pola
produksi dan

Meningkatnya
Produktifitas

Program Peningkatan
Produksi dan

12. Bertanggung konsumsi Tanaman Pangan Produktivitas Komoditi
Jawab berkelanjutan. dan Hortikultura Tanaman Pangan
Program Peningkatan
Produksi Tanaman
Holtikultura
Mengurangi resiko
bencana dan
meningkatkan Meningkatnya
Program Pencegahan
Penanganan ketangguhan upaya pencegahan L
. S dan Kesiapsiagaan
13. | Perubahan pemerintah, dan kesiapsiagaan
; . . Penanggulangan
Iklim pemerintah daerah menghadapi B
encana
dan masyarakat bencana

dalam menghadapi
bencana

Mengembangkan
pembangunan
rendah karbon dan
adaptasi perubahan
iklim

Meningkatnya
infrastruktur lrigasi,
Pengaman Sungai
dan Pantai

Program Pengendalian
Banijir

Meningkatkan
akurasi dan
kecepatan analisis
serta penyampaian
informasi
peringatan dini
(iklim dan bencana)

Program Rehabilitasi
dan Rekontruksi

Menyediakan dan
meningkatkan
kualitas data dan
informasi
pendukung
penanganan
perubahan iklim
yang
berkesinambungan,

Meningkatkan
kecepatan dan
akurasi data dan
informasi
Meteorologi,
Klimatologi dan
Geofisika (MKG)
yang mudah
diakses
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Tujuan SDGs

Arah Kebijakan
Nasional

Arah Kebijakan
Daerah

Program

14.

Menjaga
Ekosistem
Laut

Percepatan
pengembangan
ekonomi kelautan

Menguatkan aturan
dan peran serta
masyarakat dalam
memelihara
keragamaan hayati
dan
mengembangkan
ekowisata

Program
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pesisir

Meningkatkan dan
mempertahankan
kualitas, daya
dukung dan
kelestarian fungsi
lingkungan laut,

Meningkatkan
wawasan dan
budaya bahari,
serta penguatan
peran SDM dan
Iptek Kelautan

Meningkatkan
harkat dan taraf
hidup nelayan dan
masyarakat pesisir.

15.

Menjaga
Ekosistem
Darat

Meningkatkan
kapasitas pengelola
hutan konservasi
dalam melindungi,
mengawetkan
ekosistem hutan,
sumber daya jenis,
dan sumber daya
genetik

Menguatkan aturan
dan peran serta
masyarakat dalam
memelihara
keragamaan hayati
dan
mengembangkan
ekowisata

Program Rehabilitasi
dan Pemulihan
Cadangan Sumber
daya Alam

Mempercepat
kepastian status
hukum kawasan
hutan,
meningkatkan
keterbukaan data
dan informasi
sumber daya hutan,
dan meningkatkan
kualitas tata kelola
di tingkat tapak

Meningkatnya
kualitas air, udara
dan lahan/hutan,
yang didukung oleh
kapasitas
pengelolaan
lingkungan yang
kuat.

16.

Perdamaian,

Keadilan dan
Kelembagaan
yang Kuat

Meningkatkan
peran kelembagaan
demokrasi dan
mendorong
kemitraan lebih
kuat antara
pemerintah, swasta
dan masyarakat
sipil

Meningkatan
perwujudan tata
kelola
pemerintahan yang
baik

Program Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah dan Kepala
Daerah

Memperbaiki
perundang-
undangan bidang
politik

Meningkatnya
kinerja pelayanan
publik

Program Pengelolaan
Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

Penyempurnaan

Program Peningkatan
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs

Arah Kebijakan
Nasional

Arah Kebijakan
Daerah

Program

sistem manajemen
dan pelaporan
kinerja instansi
pemerintah secara
terintegrasi,
kredibel, dan dapat
diakses publik

Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Penerapan
egovernment untuk
mendukung proses
bisnis pemerintah
dan pembangunan
yang sederhana,
efisien dan
transparan dan
reintegrasi

Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Penerapan open
Governmen

Program Penanganan
Masalah Hukum dan
HAM

Restrukturisasi
kelembagaan
birokrasi
pemerintah agar
efektif, efisien dan
sinergis

Penerapan
manajemen Apartur
Sipil Negara (ASN)
yang transparan,
kompetitif dan
berbasis nefrit

Peningkatan
kualitas pelayanan
Publik

Membangun
keterbukaan
informasi publik dan
komunikasi publik

10.

Mendorong
masyarakat untuk
dapat mengakses
informasi publik dan
Memanfaatkannya

11.

Meningkatkan
kualitas penegakan
hukum

12.

Melakukan
harmonisasi dan
evaluasi peraturan
terkait HAM

13.

Optimalisasi
Bantuan Hukum
dan Layanan
Peradilan bagi
Masyarakat

14.

Penanganan
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak

15.

Harmonisasi
peraturan
perundang-
undangan di bidang
korupsi

16.

Penguatan
kelembagaan
dalam rangka
pemberantasan
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Tujuan SDGs

Arah Kebijakan
Nasional

Arah Kebijakan
Daerah

Program

korupsi

17.

Meningkatkan
efektivitas
implementasi
kebijakan anti-
korupsi

18.

Meningkatkan
pencegahan
korupsi

19.

Memperkuat sistem

perlindungan anak
dan perempuan

dari berbagai tindak

kekerasan

20.

Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
perlindungan anak
dan perempuan

21.

Peningkatan
ketersediaan
layanan bantuan
hukum bagi
kelompok marjinal

17.

Kemitraan
untuk
Mencapai
Tujuan

Menata kembali
kebijakan politik
luar negeri
Indonesia yang
bebas aktif

Memperbaiki
budaya birokrasi
dalam
memudahkan
sistem perizinan
dan memperbaiki
iklim investasi

Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi

Meningkatkan
peran Indonesia di
tingkat global

Menjalin hubungan
kemitraan yang
baik antara
pemerintah dan
swasta/perusahan,
ma-syarakat dan
swasta/perusahaan
serta pekerja dan
perusahaan

Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi

Meningkatkan
peran Indonesia
dalam kerja sama
antara selatan dan
triangular

Program Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Peningkatan
kualitas data dan
informasi
kependudukan
yang memadai,
akurat dan tepat
sasaran

Mendorong
pembangunan
fixed/wireline
broadband

Penguatan proses
pengambilan
keputusan
kebijakan
Kerjasama

Pemerintah Swasta

(KPS)

Peningkatan Iklim
Investasi dan dan
Iklim Usaha untuk
meningkatkan
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Arah Kebijakan Arah Kebijakan

ULty SRits Nasional Daerah

Program

efisiensi proses
perijinan bisnis

Peningkatan
investasi yang
8. | inklusif terutama
dari investor
domestik

Meningkatkan
kualitas data dan
informasi statistik di
bidang ekonomi

Reformasi
penerimaan
perpajakan yang
komprehensif

10.

Pencapaian
sasaran inflasi dan
penurunan defisit
transaksi berjalan
ke tingkat yang

11. | lebih sehat serta
kebijakan suku
bunga dan
stabilisasi nilai tukar
rupiah sesuai
fundamentalnya.

4.2.3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun
2022 dalam mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).

A. Kebijakan

Dalam hal kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur,
maka ada beberapa tahapan regulasi yang dibuat untuk penguatan kebijakan
sebagai dasar hokum dan pijakan pelaksanaan PUG bagis seluruh elemen baik itu
organisasi perangkat daerah ataupun lembaga masyarakat, akademisi/perguruan
tinggi, media dan dunia usaha. Semua unsur pelaksana PUG tersebut sangat
penting untuk senantiasa dilibatkan demi mencapai sebuah hasil yang lebih
komprehensif.

Kebijakan PUG di Kabupaten Luwu Timur yang telah menjadi acuan

pelaksanaan PUG ada 2, yaitu :

1. Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 107),

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya diikuti oleh beberapa kebijakan sectoral dari seluruh OPD lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti Perda larangan Merokok, Perda ASI,
Perda Ketenagakerjaan, dsb. Dan berbagai kebijakan seperti surat edaran kepala
OPD dalam hal pelaksanaan PUG dan PPRG.

B. Kelembagaan
Kelembagaan PUG di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan cukup
baik ini dibuktikan dengan dibentuknya kelembagaan Pokja PUG Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor 93 / Il / Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur. Pokja PUG Kabupaten
Luwu Timur diketuai oleh Bappelitbangda Kabupaten Luwu Timur dan dibagi ke
dalam beberapa tim teknis kelompok kerja yaitu Bidang Pendidikan Agama,
Bidang Kesehatan dan Lingkungan, Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja, Bidang
Politik, Hukum dan Perlindungan Perempuan, Bidang Sosial Budaya, dimana
anggotanya adalah seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,
Lembaga/Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi/Akademisi, Dunia Usaha dan
Media.
Kelembagaan Pokja PUG Kabupaten Luwu Timur dibentuk untuk
melaksanakan tugas-tugas Pokja PUG sebagai berikut:
A. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
B. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa,
dan Lurah;
C. Menyusun program kerja setiap tahun;
D. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender;
E. Menyusun rencana kerja Pokja PUG tiap tahun;
F. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
G. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
H. Menyusun profil gender kabupaten;
I. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi
J. Menetapkan tiim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran
daerah
K. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
L. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di

masing-masing SKPD.
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Selain itu, telah dibentuk pula Tim Focal Point PUG di 39 OPD/Unit kerja
lingkup Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD
dan diperbaharui setiap tahun. Tim Focal Point PUG ini mejadi ujung tombak
pelaksanaan PUG di OPD dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- Mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit kerja;

- Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang
responsive gender;

- Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender
kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;

- Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;

- Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan
kegiatan pada unit kerja; dan

- Memfasilitasi penyusunan data gender.

Kelembagaan PUG di Kabupaten Luwu Timur juga dikuatkan melalui
pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender melalui Keputusan Bupati
Luwu Timur Nomor 115/lll/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis
Anggaran yang Responsif Gender Kabupaten Luwu Timur dengan tugas yang
disesuaikan bidang masing-masing OPD teknis ARG.

BAPELITBANGDA Kabupaten Luwu Timur sebagai unit kerja yang
menangani perencanaan pembangunan sekaligus sebagai ketua Pkja PUG
bertugas :

- Memfasilitasi penyusunanRPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, KUA-
PPAS, Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah
Responsif Gender;

- Melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan Renja Perangkat Daerah
dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang responsive gender;

- Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait penyusunan
dokumen perencanaan yang responsive gender;

- Mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dokumen perencanaan yang
responsid gender.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai
unit kerja yang memiliki bidang tugas PPPA dan juga sebagai sekretaris pokja
PUG berttugas:

- Meningkatkan kapasitas dan pendampingan PPRG bagi para perencana
dan Focal Point PUG di Perangkat Daerah;
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- Melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) Perangkat Daerah yang responsif gender bersama perangkat
daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan
perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

- Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait penyusunan
PPRG di daerah; dan

- Mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dan pelaksanaan PPRG
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unit

kerja keuangan dan anggaran daerah bertugas :

- Menyusun kebijakan teknis tentang penganggaran yang responsive gender;

- Melakasnakan telaah dokumen GBS dari perangkat daerah;

- Melaksanakan = pembinaan terhadap perangkat daerah terkait
pengangggaran yang responsive gender; dan

- Mengkoordinasikan hal terkait penyusunan penganggaran yang responsive
gender.

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai unit kerja yang menangani
pengawasan, bertugas :

- Membuat pedoman pengawasan PPRG,;

- Melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan dari pelaksanaan
Anggaran Responsif Gender di perangkat daerah;

- Memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan
tersebut;

- Melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah terkait pengawasan
PPRG; dan

- Mengkoordinasikan hal terkait pengawasan PPRG.

Selanjutnya guna mengoperasional arah kebijakan pembangunan Tahun
2022 dituangkan melalui program-program pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh perangkat daerah ditahun 2022 dengan berpedoman pada target dan sasaran
pembangunan sebagimana yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026. adapun kebijakan umum dan prioritas program pembangunan
daerah perubahan RKPD kabupaten luwu timur tahun 2022 disajikan pada tabel
4.8 berikut:
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Tabel 4. 9 Kebijakan Umum Dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Berdasarkan RPIJMD 2021-2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Progr

Indikator Kinerja

Capaian dan target *)
Kinerja Program

Perangkat Daerah

Kode am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
Meningkatkan
1 kesejahteraan dan taraf
hidup masyarakat secara
menyeluruh (M1)
11 mgﬂ;)”?nkg‘stgg?a'ﬁgf"('% PDRB/kapita (Rp (uta)) 70.9 71.45
Meningkatnya
11 Ic(i:?lelgs]teej;iatg rggﬁns?on;il al Angka kemiskinan (Persen) 6.84 6.64
masyarakat (S1)
PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER | Jumlah ketersediaan DINAS KELAUTAN,
DAYA EKONOMI UNTUK pangan utama setara 245,426 205,774 PERIKANAN DAN
KEDAULATAN DAN pangan pokok (( Ton)) PANGAN
KEMANDIRIAN PANGAN
PROGRAM
PENINGKATAN Jumlah lokasi gerakan DINAS KELAUTAN,
DIVERSIFIKASI DAN diversifikasi pangan (lokasi) 6 6 PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN PANGAN
MASYARAKAT
PROGRAM Jumlah lokasi yang rawan DINAS KELAUTAN,
PENANGANAN dan rentan pangan yang 0 3 PERIKANAN DAN
KERAWANAN PANGAN intervensi (lokasi) PANGAN
PROGRAM Persentase Pegawasan dan DINAS KELAUTAN,
PENGAWASAN Pembinaan Keamanan 0 100 PERIKANAN DAN
KEAMANAN PANGAN Pangan (Persen) PANGAN
DINAS
ﬁFEQI(\?I?lFéT\('\ATAN DAYA Presentase Peningkatan PARIWISATA,
Pengembangan Objek 100 100 KEBUDAYAAN,
TARIK DESTINASI e
PARIWISATA Pariwisata (Persen) KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
DINAS
Presentase Kenaikan PARIWISATA,
EESSVFTQAATZEMASARAN Jumlah Kunjungan 95 95 KEBUDAYAAN,
Wisatawan (Persen) KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
PROGRAM Persentase Pembinaan DINAS
PENGEMBANGAN Sumber Daya Pariwisata PARIWISATA,
SUMBER DAYA dan Ekonomi Kreatif 95 95 KEBUDAYAAN,
PARIWISATA DAN (Persen) KEPEMUDAAN
EKONOMI KREATIF DAN OLAHRAGA
PROGRAM STABILISASI Persentase stabilitasi dan IBIIENF?DSAGANGAN
HARGA BARANG jumlah ketersediaan harga 13 12 KOPERASI ’
KEBUTUHAN POKOK barang kebutuhan pokok USAHA KEéIL DAN
DAN BARANG PENTING ('%) MENENGAH
DINAS
PROGRAM
STANDARDISASI DAN Persentase UTTP yang 90 90 EEF;EQ%.N GAN,
PERLINDUNGAN bertanda tera sah ('%) p
KONSUMEN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
DINAS
PROGRAM . TRANSMIGRASI,
PERENCANAAN DAN Cakupan Bina Kelompok 556 6.08 TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN Pengrajin (‘%) ' ’
INDUSTRI DAN
PERINDUSTRIAN
DINAS
EESSERSC';ALAAN SISTEM Persentase Usaha Industri TRANSMIGRASI,
INFORMASI INDUSTRI ylgng terdata dalam SIINAS 100 100 TENAGA KERJA
NASIONAL (%) DAN
PERINDUSTRIAN
DINAS
PROGRAM
PERENCANAAN Persentase Penetapan 100 100 $EG§2XIS§£§
KAWASAN Kawasan Transmigran ('%) DAN
TRANSMIGRASI PERINDUSTRIAN
PROGRAM . DINAS
PEMBANGUNAN %‘:;':\'g?“;‘:::i \;‘g':‘g”f‘j? 240 120 TRANSMIGRASI,
KAWASAN TENAGA KERJA

TRANSMIGRASI

Bangun (Ha)

DAN
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Progr

Indikator Kinerja

Capaian dan target *)
Kinerja Program

Perangkat Daerah

Nedt am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 %)
PERINDUSTRIAN
PROGRAM PEMBINAAN | Pérsentase jumlah KANTOR
DAN PENGEMBANGAN pembinaan dan KESATUAN
pengembangan ketahanan 95 95
KETAHANAN EKONOMI, ekonomi, sosial dan budaya BANGSA DAN
SOSIAL, DAN BUDAYA (%) ' POLITIK
111 Meningkatnya kualitas Indeks Pembangunan 735 738
sumberdaya manusia (S2) Manusia (Persen) ) )
PROGRAM Angka Partisipasi Kasar
PENGELOLAAN (APK) PAUD (%) 46.51 46.91
PENDIDIKAN
Angka Partisipasi
Masyarakat putus/belum
sekolah pada Lembaga 54.56 54.58 gIIENNADSI DIKAN
Pendidikan non formal (‘%)
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SDIMI (%) 103.23 103.33
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs (%) 103.57 103.58
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN Prevalensi gizi buruk (‘%) 0.02 0.02
UPAYA KESEHATAN DINAS
MASYARAKAT —— KESEHATAN
Angka kematian ibu (per 126.17 108.14
100000 KH) ) )
Angka kematian Bayi (per
1000 KH) 8.11 7.93
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase SDM kesehatan DINAS
KAPASITAS SUMBER yang ditingkatkan 80.86 81.66 KESEHATAN
DAYA MANUSIA kompetensinya (%) (‘%)
KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN Pelsentase sarana §
FARIAS], ALAT e | | w0 | oW
KESEHATAN DAN memenuhi ketentuan dyan KESEHATAN
MAKANAN MINUMAN L °
persyaratan perizinan (‘%)
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Jumliah dleia/ ket"ahlj‘QBM 127 127 DINAS
MASYARAKAT BIDANG {Sgga’;e aksanakan KESEHATAN
KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN Cakupan pelayanan
PERORANGAN DAN kesehatan rujukan (‘%) 30 36 RSUD | LAGALIGO
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase Tingkat
KAPASITAS SUMBER pemenuhan Pengembangan 0 100 RSUD | LAGALIGO
DAYA MANUSIA SDMK ('%)
KESEHATAN
DINAS SOSIAL,
PROGRAM Prosentase PMKS yang PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN diberikan bantuan sosial 36.52 40.23 PEREMPUAN DAN
SOSIAL ('%) PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM DINAS SOSIAL,
PENANGANAN WARGA Pr.ose”tlfsiwa;g%”sgara PEMBERDAYAAN
NEGARA MIGRAN Noborsan vana ditanaani 100 100 PEREMPUAN DAN
KORBAN TINDAK 9%) (%) yang ditang PERLINDUNGAN
KEKERASAN ANAK
DINAS SOSIAL,
PROGRAM Prosentase PMKS yang PEMBERDAYAAN
REHABILITASI SOSIAL tertangani (‘%) 41.23 44.93 PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS SOSIAL,
PROGRAM Prosentase PMKS yang PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN DAN mendapat perlindungan dan 22.38 22.41 PEREMPUAN DAN
JAMINAN SOSIAL jaminan sosial ('%) PERLINDUNGAN
ANAK
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Progr

Indikator Kinerja

Capaian dan target *)
Kinerja Program

Perangkat Daerah

Nedt am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
DINAS SOSIAL,
PROGRAM Prosen_tase ko_rban bencana 100 100 EEI\RAEI\EIIEBQLADA ANN
PENANGANAN BENCANA | yang ditangani (‘%) PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS SOSIAL,
PROGRAM Prosentase Taman Makam PEMBERDAYAAN
PENGELOLAAN TAMAN Pahlawan yang dipelihara 100 100 PEREMPUAN DAN
MAKAM PAHLAWAN (unit) (‘%) PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM DINAS SOSIAL,
PENGARUSUTAMAAN Prosentase OPD yang PEMBERDAYAAN
GENDER DAN memenuhi indikator 7 90 100 PEREMPUAN DAN
PEMBERDAYAAN prasyarat PUG (‘%) PERLINDUNGAN
PEREMPUAN ANAK
Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan DINAS SOSIAL,
PROGRAM yang mendapatkan PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN penanganan pengaduan 72.73 81.82 PEREMPUAN DAN
PEREMPUAN oleh petugas terlatih PERLINDUNGAN
didalam unit pelayanan ANAK
terpadu (‘%)
DINAS SOSIAL,
PROGRAM Ratio layanan pembelajaran PEMBERDAYAAN
PENINGKATAN keluarga (%) 0.14 0.14 PEREMPUAN DAN
KUALITAS KELUARGA PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM Prosentase Ketersediaan IBIIENMA;E??%SAIQkAN
PENGELOLAAN SISTEM Data dan Informasi Gender 100 100 PEREMPUAN DAN
DATA GENDER DAN dan Anak di Tk. Kab/Kota
ANAK (%) PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS SOSIAL,
PROGRAM PEMENUHAN | Prosentase indikator KLA PEMBERDAYAAN
HAK ANAK (PHA) yang terpenuhi (‘%) 100 100 PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
DINAS SOSIAL,
PROGRAM Prosentase anak korban PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN kekerasan termasuk TPPO 0 100 PEREMPUAN DAN
KHUSUS ANAK ('%) PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM
EEMBBEEEAYAAN Perl_stc)enLase Sy yaEg IBIIENI\/IABSERDAYAAN
melibatkan masyarakatnya
KEMASYARAKATAN, dalam membangun desa 100 100 MASYARAKAT
LEMBAGA ADAT DAN (%) DAN DESA
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
Jumlah sektor yang
menyepakati dan
memyar?faatkan data profil ( DINAS
PROGRAM d ksi PENGENDALIAN
PENGENDALIAN par%mgtir a”tplzoye St 4 4 PENDUDUK DAN
PENDUDUK penduduk ) ”"d” KELUARGA
perencanaan dan BERENCANA
pelaksanaan program
pembangunan (OPD) (Nilai)
Persentase pemakaian DINAS
PROGRAM PEMBINAAN kontrasepsi modern PENGENDALIAN
KELUARGA BERENCANA | (modern conraceptive 65 66 PENDUDUK DAN
(KB) prevalance rate/mCPR) KELUARGA
(persen) BERENCANA
PROGRAM DINAS
PEMBERDAYAAN DAN Indeks Pembangunan PENGENDALIAN
PENINGKATAN Keluarga (Nilai) 35.02 35.52 PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA KELUARGA
(KS) BERENCANA
PROGRAM Persentase Pemenuhan g,IANR;AI\\?VISATA
PENGEMBANGAN Pengembangan Kapasitas 100 100 KEBUDAYAAN
KAPASITAS DAYA SAING | daya saing Kepemudaan !
KEPEMUDAAN (Persen) KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

W

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

vV -417




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Capaian dan target *)
Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Progr Indikator Kinerja Kinerja Program Perangkat Daerah
am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
PROGRAM Persentase pemenuhan IEII’L\IRAI\\?VISATA
PENGEMBANGAN pengembangan kapasitas 100 100 KEBUDAYAAN
KAPASITAS DAYA SAING | daya saing keolahragaag !
KEOLAHRAGAAN (Persn) KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
PROGRAM PARIVISATA
PENGEMBANGAN persentase gugus depan :
. 95 95 KEBUDAYAAN,
KAPASITAS yang aktif (persen) KEPEMUDAAN
KEPRAMUKAAN
DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMBINAAN \ DINAS
PERPUSTAKAAN Persentase Pemustaka (‘%) 100 100 PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
BADAN
PROGRAM Cakupan Pendidikan dan E'EZEGAWAIAN
PENGEMBANGAN Pelatihan Aparatur (%) 95 95 PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA | (Persentase) SUMBER DAYA
MANUSIA
Mengembangkan
5 perekonomian daerah
yang berdaya saing dan
berjaringan luas(M2)
Meningkatkan ketahanan
2|2 ekonomi daerah secara Rasio Gini (Persen) 0.38 0.28
merata (T2)
Meningkatnya produktivitas . .
2|2 sektor-sektor I(_Pajel;slzir)tumbuhan e 1.50 2.50
perekonomian daerah (S3)
DINAS
PROGRAM PELAYANAN Persentase koperasi yang PERDAGANGAN,
IZIN USAHA SIMPAN terbit izin usaha simpan 0 25 KOPERASI,
PINJAM pinjam koperasi (‘%) USAHA KECIL DAN
MENENGAH
DINAS
PROGRAM
PENGAWASAN DAN Persentase koperasi yang PERDAGANGAN,
- ) 60.24 41.25 KOPERASI,
PEMERIKSAAN berkualitas ('%)
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Persentase koperasi yang DINAS
PROGRAM PENILAIAN dilakukan pengawasan PERDAGANGAN,
KESEHATAN KSP/USP pemeriksaan dan penilélian 50.72 53.25 KOPERASI,
KOPERASI s USAHA KECIL DAN
kesehatan koperasi ('%) MENENGAH
Persentase koperasi yang DINAS
PROGRAM PENDIDIKAN meningkat manajemen PERDAGANGAN,
DAN LATIHAN pengelolaan melalui 13.15 21.2 KOPERASI,
PERKOPERASIAN pendidikan dan pelatihan USAHA KECIL DAN
(%) MENENGAH
DINAS
EEI\?SE@BAAYAAN DAN Persentase koperasi yang PERDAGANGAN,
diberdayakan dan dilindungi 0 2.15 KOPERASI,
PERLINDUNGAN 0,
KOPERASI ('%) USAHA KECIL DAN
MENENGAH
PROGRAM DINAS
PEMBERDAYAAN USAHA | Persentase usaha mikro PERDAGANGAN,
MENENGAH, USAHA yang menjadi wirausaha 3.37 3.8 KOPERASI,
KECIL, DAN USAHA ('%) USAHA KECIL DAN
MIKRO (UMKM) MENENGAH
DINAS
PROGRAM Persentase peningkatan 113 1.83 EgiggigINGAN
PENGEMBANGAN UMKM | skala usaha mikro (‘%) USAHA KECIL DAN
MENENGAH
PROGRAM . . DINAS KELAUTAN,
PENGELOLAAN .’Lurlnlah P_I[odulliy P(_ernkanan 100,859.0 101,859.0 PERIKANAN DAN
PERIKANAN TANGKAP elayan Tangkap (Ton) PANGAN
PROGRAM . . DINAS KELAUTAN,
PENGELOLAAN \t])ﬂr;:jaah gr(on(;Jrlr)g perikanan 310,800.0 315,865.0 PERIKANAN DAN
PERIKANAN BUDIDAYA Y PANGAN
Persentase kepatuhan
EESSE@XSAN SUMBER pelaku usaha KP terhadap DINAS KELAUTAN,
ketentuan peraturan- 92 94 PERIKANAN DAN
DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN perundangan yang berlaku PANGAN
(Persen)
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Progr

Indikator Kinerja

Capaian dan target *)
Kinerja Program

Perangkat Daerah

NEEE am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
PROGRAM
PENGOLAHAN DAN Jumlah produksi hasil 312 392 IEIIENQ?AKNEALQ%;’?\IN’
PEMASARAN HASIL pengolahan perikanan (Ton) PANGAN
PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN | presentase dan sarana DINAS
DAN PENGEMBANGAN pertanian yang dibangun 100 100 PERTANIAN
SARANA PERTANIAN (‘%)
PROGRAM PENYEDIAAN | Cakupan Layanan
DAN PENGEMBANGAN Penyediaan dan 100 100 DINAS
PRASARANA pengembangan prasarana PERTANIAN
PERTANIAN dan sarana pertanian (‘%)
PROGRAM
PENGENDALIAN presentase pengendalian
KESEHATAN HEWAN kesehatan hewan dan 100 100 DINAS
DAN KESEHATAN masyarakat veteriner (%) PERTANIAN
MASYARAKAT
VETERINER
PROGRAM presentase pengendalian
PENGENDALIAN DAN dan penanggulanagn 100 100 DINAS
PENANGGULANGAN bencana pertanian (‘%) PERTANIAN
BENCANA PERTANIAN
PROGRAM PERIZINAN DINAS
USAHA PERTANIAN PERTANIAN
PROGRAM presentase penyuluhan DINAS
PENYULUHAN yang meningkat 100 100 PERTANIAN
PERTANIAN kapasitasnya (‘%)
DINAS
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA Persentase pasar rakyat PERDAGANGAN,
. ) 90 90 KOPERASI,
DISTRIBUSI yang dimanfaatkan (‘%) USAHA KECIL DAN
PERDAGANGAN
MENENGAH
DINAS
PROGRAM Jumlah ekspor PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN 76,000.00 78,000.00 | KOPERASI,
EKSPOR perdagangan (Ton) USAHA KECIL DAN
MENENGAH
DINAS
PROGRAM Jumlah Satuan Pemukiman TRANSMIGRASI,
PENGEMBANGAN ;
Transmigran yang 1 1 TENAGA KERJA
KAWASAN b
TRANSMIGRASI dikembangkan (Kawasan) DAN
PERINDUSTRIAN
Berkembangnya lapangan .
2|2 kerja dan lapangan usaha Pngkat FETELE 3.8 3.3
erbuka (Persen)
(54)
DINAS
PROGRAM S TRANSMIGRASI,
PERENCANAAN TENAGA ﬁgﬁg""(ggﬂ;')pas' Angkatan 158'800'0 158’300'0 TENAGA KERJA
KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
DINAS
EES;RSXANPELATIHAN Besaran tenaga kerja yang TRANSMIGRASI,
mendapatkan pelatihan 75.75 75.75 TENAGA KERJA
PRODUKTIVITAS b ! o,
TENAGA KERJA erbasis kompetensi (‘%) DAN
PERINDUSTRIAN
DINAS
PROGRAM Tingkat Partisipasi TRANSMIGRASI,
EEEEAAAPATAN TENAGA Angkatan Kerja (%) (%) 70.48 70.98 'II;IZEAGA KERJA
PERINDUSTRIAN
DINAS
Angka sengketa TRANSMIGRASI,
:DNRDOUGSiQI\g\LH UBUNGAN pengusaha-pekerja per 22.82 22.82 TENAGA KERJA
tahun (‘%) DAN
PERINDUSTRIAN
DINAS
PROGRAM Jumlah Investor PMA dan IE)/IIE)’\IID'?A’\:ADMAAI\IN
PENGEMBANGAN IKLIM PMI_DN yang berskala 35 40 PELAYANAN
PENANAMAN MODAL Nasional (Angka) TERPADU SATU
PINTU
DINAS
Persentase rencana PENANAMAN
EES/?I\IT/Q\')IA AT\IRI\?(“)ADO ASLI Investasi Penanaman Modal 15 20 MODAL DAN
(‘%) PELAYANAN
TERPADU SATU
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Capaian dan target *)
Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Progr Indikator Kinerja Kinerja Program Perangkat Daerah
am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
PINTU
DINAS
PROGRAM ﬁg{;ﬁgtﬁzzrgegggﬂqa” PENANAMAN
PENGENDALIAN Pelaporan kegiatan 75 80 MODAL DAN
PELAKSANAAN Penanaman Modal (LKPM) PELAYANAN
PENANAMAN MODAL (%) TERPADU SATU
PINTU
Menyediakan infrastruktur
3 daerah yang memadai dan
lingkungan yang
berkualitas (M3)
Meningkatkan kapasitas ]
3|3 dan kualitas infrastruktur _Ingeks dl? va jalngh indek 0 0
daerah (T3) infrastruktur daerah (indeks)
3|3 (I;/Iemngk_atnya d_aya QUL indeks kepuasan layanan Memuaska | Memuaska
an hasil guna infrastruktur | . .
daerah (S5) infrastruktur (Predikat) n n
DINAS
PROGRAM PEKERJAAN
PENGELOLAAN SUMBER | Rasio jaringan irigasi (‘%) 7.98 8.41 UMUM DAN
DAYA AIR (SDA) PENATAAN
RUANG
Persentase Jumlah Rumah
PROGRAM Tangga yang mendapatkan DINAS
PENGELOLAAN DAN Akses terhadap Air Minum PEKERJAAN
PENGEMBANGAN Melalui SPAM jaringan 60.13 62.59 UMUM DAN
SISTEM PENYEDIAAN perpipaan dan bukan PENATAAN
AIR MINUM jaringan perpipaan RUANG
terlindungi (‘%)
PROGRAM
DINAS
PENGEMBANGAN PEKERJAAN
SISTEM DAN
UMUM DAN
PENGELOLAAN PENATAAN
PERSAMPAHAN RUANG
REGIONAL
PROGRAM Persentase jumlah rumah gIIENKAI\ESRJAAN
PENGELOLAAN DAN tangga yang memperoleh
. 0 2 UMUM DAN
PENGEMBANGAN Igyanan pengo]ahan air PENATAAN
SISTEM AIR LIMBAH limbah domestik (‘%) RUANG
DINAS
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN PEKERJAAN
UMUM DAN
PENGEMBANGAN PENATAAN
SISTEM DRAINASE RUANG
DINAS
PROGRAM PEKERJAAN
PENGEMBANGAN UMUM DAN
PERMUKIMAN PENATAAN
RUANG
DINAS
PROGRAM PENATAAN BEATJI?\;IQ%%N
BANGUNAN GEDUNG PENATAAN
RUANG
DINAS
PROGRAM Persentase jalan kabupaten PEKERJAAN
PENYELENGGARAAN kondisi baik (%) 41.14 42.04 UMUM DAN
JALAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM Rasio tenaga teknis yang
PENGEMBANGAN JASA memiliki sertifikat 31.37 41.89 DINAS
KONSTRUKSI kompetensi (‘%) PEKERJAAN
Rasio proyek yang menjadi UMUM DAN
kewenangan PENATAAN
pengawasannya tampa 100 100 RUANG
kecelakaan kerja (‘%)
DINAS
PROGRAM Persentase rata rata PEKERJAAN
PENYELENGGARAAN penyelenggaraan penataan 75 78 UMUM DAN
PENATAAN RUANG ruang (‘%) PENATAAN
RUANG
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Capaian dan target *)
Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Progr Indikator Kinerja Kinerja Program Perangkat Daerah
am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
Persentase rumah warga
PROGRAM negara korban bencana DINAS
PENGEMBANGAN atau terkena relokasi yang 100 100 PERUMAHAN,
PERUMAHAN memperoleh rumah layak KAWASAN
huni_ (‘%) PERMUKIMAN
Persentase jumlah rumah DAN
yang dibangun oleh 100 100 PERTANAHAN
pengembang ('%)
Persentase kawasan DINAS
PR e ASAN pemukiman kumun dibawah | 24.94 43.88 | PERUMAHAN,
10 ha yang ditangani (‘%) KAWASAN
PERMUKIMAN
Rasio rumah layak huni () 18.04 18.34 DAN
PERTANAHAN
DINAS
PROGRAM PERUMAHAN | Persentase RTLH diluar E’E\F;VLAI\QQHAN
DAN KAWASAN kawasan permukiman 2.81 2.89 PERMUKIMAN
PERMUKIMAN KUMUH kumuh yang ditangani ('%) DAN
PERTANAHAN
PROGRAM SIIENF?USMAHAN
PENINGKATAN Cakupan lingkungan yang KAWASAN ’
PRASARANA, SARANA sehat dan aman di dukung 21.05 42.1 PERMUKIMAN
DAN UTILITAS UMUM dengan PSU ('%) DAN
(PSU) PERTANAHAN
DINAS
PROGRAM Persentase pengamanan EE@%’!Q:AN
PENGELOLAAN TANAH tanah Kosong aset Pemda 100 100
KOSONG (%) PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN Engi”(t.oa/s)e Angkutan Yang 0.72 0.73
ANGKUTAN JALAN Y ° DINAS
(LLAJ) PERHUBUNGAN
Persentase Sarana dan
Prasarana Transportasi 41.8 64.88
Yang disediakan (‘%)
PROGRAM Persentase Kecelakaan
PENGELOLAAN Kapal angkutan di Danau 1.35 1.35 DINAS
PELAYARAN dan sungai (‘%) PERHUBUNGAN
Persentase Kecelakaan 007 0.07
Kapal angkutan di laut (‘%) ) )
. Nilai daya dukung dan daya
4 mglljjggaﬁeﬁgjga(‘.? 4) tampung lingkungan hidup 0 0
(Persen)
a4 Terpeliharanya kualitas Indeks kualitas lingkungan 87 8755
lingkungan hidup (S6) hidup daerah (Persen) )
DINAS
PROGRAM PENATAAN PEKERJAAN
BANGUNAN DAN UMUM DAN
LINGKUNGANNYA PENATAAN
RUANG
DINAS
PROGRAM PERUMAHAN,
PENYELESAIAN Persentase penyelesaian 100 100 KAWASAN
SENGKETA TANAH kasus tanah negara (‘%) PERMUKIMAN
GARAPAN DAN
PERTANAHAN
DINAS
PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI PERUMAHAN,
Persentase luas lahan yang KAWASAN
KERUGIAN DAN dibebaskan (%) 100 100 PERMUKIMAN
SANTUNAN TANAH DAN
UNTUK PEMBANGUNAN PERTANAHAN
DINAS
PROGRAM PERUMAHAN,
PENGELOLAAN IZIN Persentase izin lokasi ('%) 100 100 PERMUKIMAN
MEMBUKA TANAH
DAN
PERTANAHAN
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Capaian dan target *)
Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Progr Indikator Kinerja Kinerja Program Perangkat Daerah
am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
DINAS
PERUMAHAN,
PROGRAM Persentase luas lahan 39.85 20.15 KAWASAN
PENATAGUNAAN TANAH | bersertifikat (‘%) ’ ' PERMUKIMAN
DAN
PERTANAHAN
PROGRAM Persentase dokumen DINAS
PERENCANAAN perencanaan lingkungan 0 100 LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (Persen) HIDUP
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase perbaikan DINAS
PENCEMARAN kualitas air, udara dan 1 1 LINGKUNGAN
DAN/ATAU KERUSAKAN tutupan lahan (Persen) HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
EFEQI(\?(GBEIngLAAN Persentas_e RTH yang DINAS
KEANEKARAGAMAN tlejrtanganl dengan baik 100 100 hlll\ch;JEUNGAN
HAYATI (KEHATI) (Persen)
PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN Persentase penghasil DINAS
BERACUN (B3) DAN limbah B3 yang di awasi 100 100 LINGKUNGAN
LIMBAH BAHAN (Persen) HIDUP
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN Persentase usaha dan DINAS
LINGKUNGAN DAN IZIN kegiatan yang taat pada 50 50 LINGKUNGAN
PERLINDUNGAN DAN regulasi standar lingkungan HIDUP
PENGELOLAAN (Persen)
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
PROGRAM PENGAKUAN
KEBERADAAN e
MASYARAKAT HUKUM I:;‘:ﬁg;‘klgig}ﬁa“ﬂ“/* dan DINAS
ADAT (MHA), KEARIFAN pengetahuan tradisional 3 3 LINGKUNGAN
LOKAL DAN HAK MHA Jumlah MHA) HIDUP
YANG TERKAIT DENGAN (
PPLH
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN, Persentase kelompok DINAS
PELATIHAN DAN masyarakat yang dibina 0 0 LINGKUNGAN
PENYULUHAN (Persen) HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
EEI? gﬁ:gle AAN Persentase penghgrggan DINAS
LINGKUNGAN HIDUP Ilggkungan yang diterima 100 100 hIII\S(EJI;UNGAN
UNTUK MASYARAKAT (Persen)
EE&S’\T é‘gﬂN AN I?ersentase masalah DINAS
lingkungan yang di 50 50 LINGKUNGAN
PENGADUAN selesaikan (Persen) HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM Persentase jumlah sampah DINAS
PENGELOLAAN . 70 70 LINGKUNGAN
PERSAMPAHAN yang tertangani (Persen) HIDUP
Menciptakan
4 kepemerintahan dan
pelayanan publik yang
lebih baik(M4)
Mewujudkan tata kelola - .
4|5 pemerintahan yang baik, I(?ggl;s(;gg;mn?s' uilg el 0 0
bersih dan melayani (T5)
Meningkatnya akuntabilitas | Nilai SAKIP Daerah
e kinerja dan keuangan (S7) | (Peredikat) R A
PROGRAM PENUNJANG BADAN
. KEPEGAWAIAN
URUSAN Persentase penunjang DAN
PEMERINTAHAN urusan perangl_(at daerahl 100 100 PENGEMBANGAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) SUMBER DAYA
KABUPATEN/KOTA MANUSIA
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Progr

Indikator Kinerja

Capaian dan target *)
Kinerja Program

Perangkat Daerah

NEEE am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
PROGRAM PENUNJANG _ BADAN
URUSAN Persentase penunjang PENANGGULANG
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100
; ) \ AN BENCANA
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) DAERAH
KABUPATEN/KOTA
EESSARI'\TM PENUNJANG Persentase pemenuhan BADAN
PEMERINTAHAN penunjang urusan 95 95.3 PENGELOLAAN
pemerintah daerah KEUANGAN
DAERAH kabupaten/kota (%) DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG BADAN
URUSAN Persentase penunjang PERENCANAAN,
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 PENELITIAN DAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) PENGEMBANGAN
KABUPATEN/KOTA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang DINAS KELAUTAN,
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 92 94 PERIKANAN DAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) PANGAN
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG DINAS
URUSAN Persentase penunjang KEPENDUDUKAN
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 DAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) PENCATATAN
KABUPATEN/KOTA SIPIL
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang DINAS
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 KESEHATAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang DINAS
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 95 95 KOMUNIKASI DAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) INFORMATIKA
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang DINAS
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 LINGKUNGAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) HIDUP
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan DINAS
URUSAN ) PEKERJAAN
PEMERINTAHAN il bl 100 100 UMUM DAN
DAERAH Eabupaten/kota ('%) PENATAAN
KABUPATEN/KOTA RUANG
PROGRAM PENUNJANG DINAS
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 PEMBERDAYAAN
; - \ MASYARAKAT
DAERAH berjalan sesuai standar ('%) DAN DESA
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang DINAS
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 PENDIDIKAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG DINAS
URUSAN Persentase penunjang PENGENDALIAN
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 PENDUDUK DAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) KELUARGA
KABUPATEN/KOTA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG DINAS
URUSAN Persentase penunjang PERDAGANGAN,
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 KOPERASI,
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) USAHA KECIL DAN
KABUPATEN/KOTA MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan
SEI\LjIEQII\INTAHAN penunjang urusan 0 0 DINAS
DAERAH pemerintah daerah PERHUBUNGAN
KABUPATEN/KOTA kabupaten/kota (%)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang DINAS
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 PERPUSTAKAAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) DAN KEARSIPAN
KABUPATEN/KOTA

W

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

IV -423




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Progr

Indikator Kinerja

Capaian dan target *)
Kinerja Program

Perangkat Daerah

Nedt am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang DINAS
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 PERTANIAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG DINAS
. PERUMAHAN,

URUSAN Persentase penunjang KAWASAN
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100

; - \ PERMUKIMAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) DAN
KABUPATEN/KOTA PERTANAHAN
PROGRAM PENUNJANG DINAS SATUAN
URUSAN Persentase penunjang POLISI PAMONG
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 PRAJA DAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) PEMADAM
KABUPATEN/KOTA KEBAKARAN
PROGRAM PENUNJANG DINAS
URUSAN Persentase penunjang TRANSMIGRASI,
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 95 95 TENAGA KERJA
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) DAN
KABUPATEN/KOTA PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 INSPEKTORAT
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang Eég;'?LF}AN
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100

; ) ) BANGSA DAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) POLITIK
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 RSUD | LAGALIGO
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 giléﬁiLARlAT
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 SEEEETARIAT
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 ANGKONA
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 BURAU
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 KALAENA
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 MALILI
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 MANGKUTANA
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG Persentase penunjang
URUSAN urusan perangkat daerah 100 100 NUHA
PEMERINTAHAN berjalan sesuai standar ('%)
DAERAH
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Progr

Indikator Kinerja

Capaian dan target *)
Kinerja Program

Perangkat Daerah

Nedt am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 TOMONI
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 TOMONI TIMUR
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 WASUPONDA
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 WOTU
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 TOWUTI
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%)
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG DINAS
URUSAN Persentase penunjang PARIWISATA,
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 KEBUDAYAAN,
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) KEPEMUDAAN
KABUPATEN/KOTA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG DINAS
. PENANAMAN
URUSAN Persentase penunjang MODAL DAN
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100
; ) , PELAYANAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) TERPADU SATU
KABUPATEN/KOTA
PINTU
PROGRAM PENUNJANG DINAS SOSIAL,
URUSAN Persentase penunjang PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN urusan perangkat daerah 100 100 PEREMPUAN DAN
DAERAH berjalan sesuai standar (‘%) PERLINDUNGAN
KABUPATEN/KOTA ANAK
PROGRAM persentase pelaksanaan
PEREKONOMIAN DAN kegiatan kebijakan 50 55 giléﬁiLARlAT
PEMBANGUNAN perekonomian (‘%)
EEE AGKRS':'\IQI E;\J’\T ?58?2 Persentase R:_;\nc_anga_n . 80 83 SEKRETARIAT
DAN FUNGS| DPRD perda Yang Difasilitasi (‘%) DPRD
PROGRAM Persentase meningkatnya EQBQELOLAAN
PENGELOLAAN kualitas pengelolaan 96.5 96.7 KEUANGAN
KEUANGAN DAERAH keuangan daerah (Persen) DAERAH
Perangkat Daerah yang BADAN
EES(?ER?OMLAAN BARANG Pengelolaa_m BMD tertata 90 90 PENGELOLAAN
MILIK DAERAH dengan baik (Perangkat KEUANGAN
Daerah) DAERAH
PROGRAM Persentase peningkatan EEBQELOLAAN
PENGELOLAAN penerimaan pajak daerah 97.2 97.5 KEUANGAN
PENDAPATAN DAERAH ('%) DAERAH
BADAN
Cakupan Peningkatan dan KEPEGAWAIAN
PROGRAM Pengembangan Aparatur 90 90 DAN
KEPEGAWAIAN DAERAH (%) (Persentase) PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
PROGRAM
PENYELENGGARAAN INSPEKTORAT
PENGAWASAN
PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN INSPEKTORAT
ASISTENSI
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Capaian dan target *)
Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Progr Indikator Kinerja Kinerja Program Perangkat Daerah
am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
als Meningkatnya kualitas IKM Pelayanan SPM 0 0
pelayanan public (S8) (Persen)
IKM Pelayanan perizinan
dan non perizinan (Persen) 80.15 8221
DINAS
PROGRAM Cakupan penerbitan KEPENDUDUKAN
PENDAFTARAN Dokumen Kependudukan 99.06 99.22 DAN
PENDUDUK (persentase) PENCATATAN
SIPIL
DINAS
Cakupan Penerbitan KEPENDUDUKAN
PR N SIPIL Dokumen Pencatatan Sipil 85.85 86.31 | DAN
(persentase) PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM Persentase Pelaksanaan DINAS
PENGELOLAAN Kegiatan Program KEPENDUDUKAN
INFORMASI Pengelolaan Informasi 65 75 DAN
ADMINISTRASI Administrasi Kependudukan PENCATATAN
KEPENDUDUKAN (‘%) SIPIL
Persentase Pelaksanaan DINAS
PROGRAM Kegiatan Program KEPENDUDUKAN
PENGELOLAAN PROFIL Pengelolaan Profi 100 100 DAN
KEPENDUDUKAN \ PENCATATAN
Kependudukan (‘%) SIPIL
DINAS
PROGRAM PENATAAN Persentase Desa Yang baik 100 100 PEMBERDAYAAN
DESA penataan desanya (‘%) MASYARAKAT
DAN DESA
DINAS
PROGRAM Persentase Desa yang tertib PEMBERDAYAAN
QQM:ENRI’ISI\-IF'IB :‘: AN DESA administrasi ('%) 100 100 MASYARAKAT
DAN DESA
PROGRAM INFORMASI Egrffr’ﬁ(a:; :)”ngri';‘as' dan DINAS
DAN KOMUNIKASI . 80 100 KOMUNIKASI DAN
PUBLIK pemerintah daerah yang INFORMATIKA
dikelola (persen (‘%))
persentase pengelolaan DINAS
PROGRAM APLIKASI apllkasl dan informatika 100 100 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA pemerintahan daerah
) INFORMATIKA
(persen (‘%))
DINAS
Persentase Capaian Kinerja PENANAMAN
PROGRAM PELAYANAN rogram Pelavanan 100 100 MODAL DAN
PENANAMAN MODAL B Mool (%) PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
DINAS
PROGRAM PENANAMAN
PENGELOLAAN DATA g,‘é?;ggifkﬂa;gal an 1 1 MODAL DAN
DAN SISTEM INFORMASI | {,Z0ivA0 L yang PELAYANAN
PENANAMAN MODAL TERPADU SATU
PINTU
persentase perangkat
PROGRAM data ot caam DINAS
PENYELENGGARAAN penyusunan perencanaan 90 100 KOMUNIKASI DAN
STATISTIK SEKTORAL pembangunan daerah INFORMATIKA
(persen (‘%))
PROGRAM Persentase persandian
PENYELENGGARAAN ?’T“k pe.”gamar.‘at” N DINAS
PERSANDIAN UNTUK '(;‘ ormhas' pemerintahan 100 100 KOMUNIKASI DAN
PENGAMANAN aeran yang INFORMATIKA
INFORMASI qlselenggarakan (persen
(%))
Persentase Perangkat
Daerah dan Desa yang DINAS
EESSERSOMLAAN ARSIP menerapkan Tata Kelola 100 100 PERPUSTAKAAN
Kearsipan sesuai dengan DAN KEARSIPAN
Peraturan yang berlaku (‘%)
PROGRAM Persentase arsip perangkat DINAS
PERLINDUNGAN DAN daerah yang terlindungi dan 100 100 PERPUSTAKAAN
PENYELAMATAN ARSIP terselamatkan (‘%) DAN KEARSIPAN
Presentase perijinan DINAS
EESS ECI\N/I AZENR'IAZRIQ';\PN penggunaan arsip yang 0 25 PERPUSTAKAAN
bersifat tertutup (‘%) DAN KEARSIPAN
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Capaian dan target *)
Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Progr Indikator Kinerja Kinerja Program Perangkat Daerah
am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
DINAS
EESSERIGMALIAN 1ZIN Besaran Rekomendasi Izin TRANSMIGRASI,
Usaha Industri yang 10 10 TENAGA KERJA
USAHA INDUSTRI dihasilkan (%) DAN
KABUPATEN/KOTA PERINDUSTRIAN
PROGRAM Persentase Cakupan
PEMERINTAHAN DAN Kegiatan Pemerinriahan dan 80 80 SEKRETARIAT
KESEJAHTERAAN Kege'ahteraan (%) DAERAH
RAKYAT ! °
PROGRAM
BADAN
PERENCANAAN, PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
PENELITIAN DAN
EVALUASI PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH
PROGRAM KOORDINASI BADAN
DAN SINKRONISASI PERENCANAAN,
PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN
DAERAH DAERAH
BADAN
PROGRAM PENELITIAN PERENCANAAN,
DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN
DAERAH PENGEMBANGAN
DAERAH
PROGRAM penyelenggaraan
PENYELENGGARAAN .
PELAYANAN PUBLIK % 99 9
Persentase Peran serta
ﬁ;ﬁgggg AYAAN Masyarakat dalam
MASYARAKAT DESA ESOngginﬁ:!Ea5|,Konsult 100 100 ANGKONA
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 ANGKONA
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan (‘%)
Persentase penyelengaraan
PROGRAM PEMBINAAN pemerintahan desa yang
DAN PENGAWASAN berjalan sesuai standar dan 100 100 ANGKONA
PEMERINTAHAN DESA ketentuan perundangan
yang berlaku (‘%)
PROGRAM 'Ijee;isrc‘eg;z;faencapalan kinerja
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN Eg”my:ﬁrt‘gr?:;aggn 100 100 BURAU
PELAYANAN PUBLIK pelayanan publik (%)
e
PEMBERDAYAAN ] 2 e
VASYARAGATDESA | (8T fCarinas, fasias | 100 | 100 | BURAL
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 BURAU
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan ('%)
Persentase penyelengaraan
PROGRAM PEMBINAAN pemerintahan desa yang
DAN PENGAWASAN berjalan sesuai standar dan 100 100 BURAU
PEMERINTAHAN DESA ketentuan perundangan
yang berlaku (‘%)
PROGRAM penyelenggaraan
PENYELENGGARAAN .
PELAYANAN PUBLIK %) 99 9
PEMBERDAYAAN . . P
MASYARAKAT DESA g;oc;gwgsulblze?’i:lsltiasuKonsult 100 100 MALILI
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Capaian dan target *)
Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Progr Indikator Kinerja Kinerja Program Perangkat Daerah
am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 MALILI
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan (‘%)
Persentase penyelengaraan
PROGRAM PEMBINAAN pemerintahan desa yang
DAN PENGAWASAN berjalan sesuai standar dan 100 100 MALILI
PEMERINTAHAN DESA ketentuan perundangan
yang berlaku (‘%)
PROGRAM Persentase capaian kinerja
peningkatan
EEI\N/I\I;ERII_II\EI"I}IAC\;I-? :NRSQH penyelenggaraan 100 100 MANGKUTANA
PELAYANAN PUBLIK pemerintahan dan
pelayanan publik ('%)
Persentase Peningkatan
Egaggsgl AYAAN Peran Serta Masyarakat
MASYARAKAT DESA dalam Koordinasi, Fasilitasi, 100 100 MANGKUTANA
Konsultasi dan Supervisi
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 MANGKUTANA
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan ('%)
Persentase penyelengaraan
PROGRAM PEMBINAAN pemerintahan desa yang
DAN PENGAWASAN berjalan sesuai standar dan 100 100 MANGKUTANA
PEMERINTAHAN DESA ketentuan perundangan
yang berlaku (‘%)
PROGRAM Persentase capaian kinerja
peningkatan
EEI\N/IEEII_E"IYES AANRSQH penyelenggaraan 100 100 NUHA
PELAYANAN PUBLIK pemerintahan dan
pelayanan publik ('%)
Persentase Peran serta
PROGRAM
Masyarakat dalam
rﬂi“gsiﬁg'QX?g'\éSA Koordinasi,Fasilitasi,Konsult 100 100 NUHA
asi dan Supervisi
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 NUHA
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan (‘%)
Persentase penyelengaraan
PROGRAM PEMBINAAN pemerintahan desa yang
DAN PENGAWASAN berjalan sesuai standar dan 100 100 NUHA
PEMERINTAHAN DESA ketentuan perundangan
yang berlaku ('%)
PROGRAM Persentase
penyelenggaraan
EEI\N/IEERII_E"F' AGI-? A’\ANR/SQH pemerintahan yang 100 100 TOMONI
PELAYANAN PUBLIK terselenggara dengan baik
(%)
PROGRAM Persentase Peningkatan
Peran Serta Masyarakat
&i’g?ﬁggg?g’és A dalam Koordinasi, Fasilitasi, 100 100 TOMONI
Konsultasi dan Supervisi
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 TOMONI
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan ('%)
PROGRAM Persentase capaian kinerja
peningkatan
EEI\N/IEERll_E;\I SS :NRSQH penyelenggaraan 100 100 TOMONI TIMUR
pemerintahan dan
PELAYANAN PUBLIK pelayanan publik (%)
Persentase Peningkatan
IEEI\O/ICBBERQQA AYAAN Peran Serta Masyarakat
MASYARAKAT DESA dalam Koordinasi, Fasilitasi, 100 100 TOMONI TIMUR
Konsultasi dan Supervisi
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 TOMONITIMUR
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan (‘%)
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Capaian dan target *)
Kode Misi/Tujuan/Sasaran/Progr Indikator Kinerja Kinerja Program Perangkat Daerah
am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
Persentase penyelengaraan
PROGRAM PEMBINAAN pemerintahan desa yang
DAN PENGAWASAN berjalan sesuai standar dan 100 100 TOMONI TIMUR
PEMERINTAHAN DESA ketentuan perundangan
yang berlaku (‘%)
e e
PENYELENGGARAAN .
PEMERNTAANDAN | EETSTenyane | | 200|100 | WASUPONDA
PELAYANAN PUBLIK %) 99 9
PROGRAM Persentase Peningkatan
PEMBERDAYAAN Peran Serta I_\/Ias_yarak_a_t _
MASYARAKAT DESA iilsglgos?rg;r;aghgeaﬂs/lilsltia&, 100 100 WASUPONDA
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 WASUPONDA
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan (‘%)
Persentase penyelengaraan
PROGRAM PEMBINAAN pemerintahan desa yang
DAN PENGAWASAN berjalan sesuai standar dan 100 100 WASUPONDA
PEMERINTAHAN DESA ketentuan perundangan
yang berlaku (‘%)
e
PENYELENGGARAAN .
PEMERNTAHANDAN | PETEIMen Yo | 200 | a0 wory
PELAYANAN PUBLIK %) 99 9
A
PEMBERDAYAAN Lo o
VASYARAGATDESA | (@erfoarinas, faslies | 200|100 | woTy
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 woTu
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan ('%)
Persentase penyelengaraan
PROGRAM PEMBINAAN pemerintahan desa yang
DAN PENGAWASAN berjalan sesuai standar dan 100 100 WOTU
PEMERINTAHAN DESA ketentuan perundangan
yang berlaku (‘%)
PROGRAM Eeerr“sr?;;zf:ncapalan kinerja
PENYELENGGARAAN | L2 0n 100 100 | Towur
PELAYANAN PUBLIK pemerintahan dan
pelayanan publik (‘%)
PEMBERDAYAAN . . PO
MASYARAKAT DESA zsoioc;glr?gsulblzearszlsltiasuKonsult 100 100 TOWUTI
DAN KELURAHAN Pembangunan Daerah (‘%)
PROGRAM Persentase Capaian Kinerja
PENYELENGGARAAN Penyelenggaran
URUSAN Pemerintahan Umum 100 100 TowuT!
PEMERINTAHAN UMUM kecamatan ('%)
Persentase penyelengaraan
PROGRAM PEMBINAAN pemerintahan desa yang
DAN PENGAWASAN berjalan sesuai standar dan 100 100 TOWUTI
PEMERINTAHAN DESA ketentuan perundangan
yang berlaku (‘%)
Mewujudkan ketentraman
5 dan ketertiban bagi seluruh
warga masyarakat(M5)
Meningkatkan kepatuhan
masyarakat terhadap A
5|6 norma ketertiban dan Angka kriminalitas (Persen) 0 0
ketenteraman (T6)
Terpeliharanya rasa aman Nilai Kepuasan Masyarakat
5|6 dan damai dalam atas Kondisi Keamanan dan 0 0
masyarakat (S9) Ketertiban (Persen)
PROGRAM Persentase warga negara BADAN
PENANGGULANGAN yang memperoleh layanan 33.54 33.57 PENANGGULANG
BENCANA dasar penanggulangan AN BENCANA
IV -429

W

Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Progr

Indikator Kinerja

Capaian dan target *)
Kinerja Program

Perangkat Daerah

NEEE am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
bencana (‘%) DAERAH
DINAS SATUAN
P T AN Jumlah Pelanggaran POLISI PAMONG
Perda/Perkada tahun 50 45 PRAJA DAN
KETENTERAMAN DAN .
KETERTIBAN UMUM berjalan (kasus) PEMADAM
KEBAKARAN
PROGRAM Jumlah kegiatan yang
PENCEGAHAN, terlaksana pada Program DINAS SATUAN
PENANGGULANGAN, Pencegahan, POLISI PAMONG
PENYELAMATAN Penanggulangan, 120 120 PRAJA DAN
KEBAKARAN DAN Penyelamatan Kebakaran PEMADAM
PENYELAMATAN NON dan Penyelamatan Non KEBAKARAN
KEBAKARAN Kebakaran (Kegiatan)
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban 0 100 ANGKONA
KETERTIBAN UMUM yang di mediasi (‘%)
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban 100 100 BURAU
KETERTIBAN UMUM yang di mediasi (‘%)
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban 100 100 MALILI
KETERTIBAN UMUM yang di mediasi (‘%)
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban 0 100 MANGKUTANA
KETERTIBAN UMUM yang di mediasi (‘%)
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban 100 100 NUHA
KETERTIBAN UMUM yang di mediasi (‘%)
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban 100 100 TOMONI TIMUR
KETERTIBAN UMUM yang di mediasi (‘%)
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban 100 100 WASUPONDA
KETERTIBAN UMUM yang di mediasi (‘%)
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban 100 100 WOTU
KETERTIBAN UMUM yang di mediasi (‘%)
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan ketertiban 0 100 TOWUTI
KETERTIBAN UMUM yang di mediasi (‘%)
PROGRAM PENGUATAN Eggisjgﬂgisg éﬁ?&i?an KANTOR
IDEOLOGI PANCASILA ideology pancasila dan o5 95 KESATUAN
Eég A}?\IAGRSA XATI\IIE R karakter kebangsaan yang Eg'ﬁﬁ.ISKA DAN
dilaksanakan (‘%)
PROGRAM Pelrslientase c?)pdaian
PENINGKATAN PERAN pe r?d.ff‘k”ia” I.'t.l‘("‘”‘-qt.k
PARTAI POLITIK DAN gﬁ ova aolifi’lc(’ el etika KANTOR
LEMBAGA PENDIDIKAN ay kpt ookrasi o 95 KESATUAN
MELALUI PENDIDIKAN f;;?;{ggsiaki‘[‘emi?;’a;?' o BANGSA DAN
POLITIK DAN : POLITIK
PENGEMBANGAN ETIKA peme”t”taha” .fe”a. ik
SERTA BUDAYA POLITIK ?f;:;‘a” auan situast polit
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN Persentase jumlah ormas Eégl'?SAN
PENGAWASAN yang diberdayakan dan 95 95 BANGSA DAN
ORGANISASI diawasi ('%) POLITIK
KEMASYARAKATAN
PROGRAM
ngkgg AASAAL\IN Persentase capaian
peningkatan kewaspadaan KANTOR
NASIONAL DAN .
nasional dan KESATUAN
PENINGKATAN B . 95 95
KUALITAS DAN pem_nglgatankuahtas dan ) BANGSA DAN
fasilitasi penanganan konflik POLITIK
FASILITASI sosial (%)
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Menjamin
keberlangsungan
6 pembangunan yang
berbasis pada agama dan
budaya (M6)
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Progr

Indikator Kinerja

Capaian dan target *)
Kinerja Program

Perangkat Daerah

Nedt am Pembangunan (Tujuan/Impact/Outcome) Tahun- Tahun- Penanggungjawab
2021 2022 *)
vergenbangian, | SoOB pTeba e
6|7 T PEE T S pgmerintahan da¥ 0 0
menerapkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari
agama dan budaya (T7) (Persen)
Meningkatnya penerapan Indeks kerukunan umat 75.50
6|7 nilai-nilai agama dan beragama (Persen) '
budaya sebagai landasan Indeks pembangunan 0 0
pembangunan (S10) kebudayaan (Persen)
DINAS
PROGRAM Persentase Seni dan PARIWISATA,
PENGEMBANGAN Kebudayaan Daerah yang 80 85 KEBUDAYAAN,
KEBUDAYAAN di Lestarikan (Persen) KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
DINAS
PROGRAM Persentase Seni dan PARIWISATA,
PENGEMBANGAN Kebudayaan Daerah yang 100 100 KEBUDAYAAN,
KESENIAN TRADISIONAL | di Lestarikan (Persen) KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
DINAS
EEI(_)EGSFS&“FAQI AN DAN Presentase benda, Situs PARIWISATA,
PENGELOLAAN CAGAR dgn Cagar Budaya yang 45.33 43.75 KEBUDAYAAN,
dilestarikan (Persen) KEPEMUDAAN

BUDAYA

DAN OLAHRAGA

Sumber: Laporan Dalev RKPD s/d TRW Il tahun 2022 data diolah

"
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BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan perencanaan program
dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi. SKPD
penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran
pembangunan yang ditetapkan serta dirangkum dari usulan rencana program dan
kegiatan prioritas daerah SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah
mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target
indikator capaian kinerja beserta pagu indikatifnya untuk tahun rencana. Program
prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-
masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya dalam Renja SKPD
2022.

Perhitungan Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah haruslah benar — benar
dinalisis secara cermat dan terukur. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan
program-program  prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana dengan

maksimal sesuai dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah, ,

5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022

Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk
menyajikan Proyeksi perubahan asumsi Pendapatan dan belanja daerah untuk
Tahun 2022. Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka
yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan
prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan
proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat
inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah
untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam
lima tahun kedepan.

Dalam menyajikan proyeksi asumsi perubahan pendapatan dan belanja,

dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja tahun berjalan,
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serta mempertimbanagkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang

diperkitakan akan mempengaruhi asumsi pendapatan dan belanja daerah.
5.1.1 Asumsi Makro Ekonomi, Sosial dan kebijakan Fiskal Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas Perkembangan
asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi
pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana yang tertuang dalam perubahan
RKPD tahun 2023. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan
secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi
pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain
akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan

besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 5. 1 Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kab. Luwu Timur

Tahun 2022
: Target RKPD

No indikator 2022 Perubahan 2022
1 | Pertumbuhan Ekonomi DT (%) 15- 2,50% 15- 2,50%
2 | Tingkat Pengangguran (%) 3,30-3,80% 3,30-3,80%

3 | Inflasi (%) 1.50 1.50

4 | PDRB Per Kapita (Rp juta) 70,90-71,45 70,90-71,45
5 | Tingkat Kemiskinan (%) 6,84—6,64% 6,84—-6,64%

6 | Indeks Pembangunan Manusia 73,23 - 73,50 73,23 - 73,50
7 | Gini Ratio 0,377-0,370 0,377-0,370

Sumber: Data diolah Angka Proyeksi

Asumsi makro ekonomi daerah Kab. Luwu Timur disusun mengacu pada
sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan
perkembangan dan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun global,
dimana dampak pandemi covid 19 diperkirakan masih akan dirasakan
dampaknya terhadap perkonomian global, pemulihan ekonomi yang dilakukan
oleh negara-negara maju diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap
pemulihan ekonomi dalam negeri sehingga sangat berpengaruh terhadap

perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kab.Luwu Timur sangat tergantung terhadap share
sub sektor pertambangan Nikel yang mendominasi hampir kurang lebih 40%

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,

A ¥

sehingga diharapkan pemulihan
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ekonomi global sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga Nikkel dunia, hal
ini terbukti pertumbuhan ekonomi Luwu timur dimasa pandemic ini tetap
bertumbuh Positif, disaat kab/Kota di sulsel mengalami penurunan pertumbuhan
hingga mencapi minus, selanjutnya sektor pertanian yang memberikan share
terbesar kedua (30%) dengan semakin membaiknya perekonomian dalam
negeri dan upaya pemerintah provinsi dalam pemulihan ekonomi utamanya
pembangunan sektor pertanian sehingga pemerintah daerah tetap optimis share
sektor ini dapat memberikan pertumbuhan yang posif. Demikian halnya dengan
subsector lainnya dengan upaya yang keras dari pemerintah daerah
mengoptimalkan program-program pembangunan daerah dalam RPJMD
sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat bertumbuh
sebagaimana yang diharapkan.

Penetapan target asumsi makro ekonomi menggambarkan bahwa daerah
tetap optimis dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kab.
Luwu Timur lima tahun ke depan , adapun asaumsi makro dimaksud
mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat
inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut,
bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang
juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi  dampak
langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara
tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti melalui
pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta

meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi
dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran
IPM Kab. Luwu Timur akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya
tetapi juga secara relative dan diharapkan tetap lebih baik dari Kab/Kota dan
Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan
menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga
meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kab. Luwu Timur
juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif
untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala
aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, Kketertiban, serta

aksessibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak
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pencapaian kualitas manusia Kab. Luwu Timur yang semakin tinggi, yang
ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, berada pada peringkat
ke 4 (empat) dengan daerah-daerah maju lainnya di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah
tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas
kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut disesuaikan dengan kondisi analisis
standar biaya tahun rencana dan dialokasikan untuk program/kegiatan prioritas
dan program kegiatan baru yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap
capaian kinerja pembangunan yang ditetapkan. Suatu program kegiatan baru yaitu
program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria

sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah maupun masyarakat;

2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas Nasional yang
mendukung percepatan pembangunan daerah;

4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum

memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

5.1.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan dalam kebijakan Keuangan Derah pada Perubahan
RKPD Tahun 2022, untuk Pendapatan di Proyeksikan Sebesar Rp.
1.141.148.716.019 mengalami kenaikan sebesar Rp.10.869.888.467 atau sekitar
1% dari target APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 1.551.157.980.944. yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp.331.698.417.525,-
turun sebesar Rp.19.906.847.400 atau 6% dari target APBD Tahun 2022.
Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp.1.163.947.832.018,- naik sebesar
Rp.22.799.115.999,- atau 2% dari target APBD Tahun 2022, dan untuk Lain-lai
pendapatan daerah yang sah di proyeksikan sebesar Rp.66.381.619.868,- atau
naik sebesar Rp. 7.977.619.868 atau 14% dari target APBD tahun 2022.
Pendapatan Daerah yang di proyeksikan pada Perubahan RKPD Tahun 2022
akan di alokasikan dalam membiayai komponen belanja daerah baik belanja
wajib, rutin dan mengikat serta Program/Kegiatan pembangunan yang menjadi

prioritas pembangunan tahun 2022.
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Kebijakan Belanja Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 di proyeksikan
sebesar Rp. 1.670.874.972.738,- naik sebesar Rp.73.215.124.850 atau 5% dari
target APBD tahun 2022 sebesar Rp.1.597.659.847.888. Belanja daerah pada
perubahan RKPD tahun 2022 di susun secara terukur dan prioritas dengan
pendekatan prinsip yang berbasis kinerja dengan tujuan pencapaian target
sasaran pembangunan tahun 2022.

Untuk Kebijakan Pembiayaan daerah pada perubahan RKPD tahun 2022
terdiri dari penerimaan Pembiyaan dan Pengeluaran Pembiyaan. Penerimaan
pembiyaan untuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa)
sebesar Rp.113.847.103.327, naik sebesar Rp.62.345.236.383 dari Penetapan
Silpa sebelumnya. Silpa pada Perubahan RKPD tahun 2022 memuat hasil audit
Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan tahun 2021
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu timur.

Kebijakan dalam penyusunan Pendapatan, Belanja dan Pembiyaan Daerah
dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

adapun struktur yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022

Perubahan Target
NO URAIAN Target tahun 2022 tahun 2022 Bertambah/(berkurang)
1 PENDAPATAN 1.551.157.980.944 1.562.027.869.411 10.869.888.467
01.01 | Pendapatan Asli Daerah 351.605.264.925 331.698.417.525 -19.906.847.400
01.01.01 | Pajak Daerah 188.134.600.000 194.980.000.000 6.845.400.000
01.01.02 | Retribusi Daerah 6.079.664.925 5.917.839.000 -161.825.925
Hasil Pengelolaan
01.01.03 | Kekayaan Daerah yang di 51.391.000.000 23.533.788.624 -27.857.211.376
Pisahkan
DlaAge | Rureim Femi 106.000.000.000 107.266.789.901 1.266.789.901
Daerah  yang Sah
01.02 | Pendapatan Transfer 1.141.148.716.019 1.163.947.832.018 22.799.115.999
01.02.01 E,f;‘;:fer Femely 958.750.314.000 976.234.443.999 17.484.129.999
01.02.02 | Transfer Antar Daerah 182.398.402.019 187.713.388.019 5.314.986.000
Trog | LAl R T 58.404.000.000 66.381.619.868 7.977.619.868
Daerah yang Sah
01.03.01 El‘lbsil e e L 40.404.000.000 47.500.000.000 7.096.000.000
L gagn | el Dtk Ui 18.000.000.000 18.881.619.868 881.619.868
LN Dan DL
1 | BELANJA 1.597.659.847.888 1.670.874.972.738 73.215.124.850
01.01 | Belanja Operasi 1.030.292.351.353 1.083.250.258.292 52.957.906.939
01.01.01 | Belanja Pegawai 478.817.636.500 501.493.516.339 22.675.879.839
01.01.02 | Belanja Barang dan Jasa 435.061.497.271 494.158.849.405 41.097.352.134
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Perubahan Target
NO URAIAN Target tahun 2022 tahun 2022 Bertambah/(berkurang)
01.01.03 | Belanja Hibah 80.995.185.082 81.269.860.048 274.674.966
01.01.04 | Belanja Bantuan Sosial 17.418.032.500 6.328.032.500 -11.090.000.000
01.02 | Belanja Modal 254.170.373.135 273.981.420.356 19.811.047.221
01.02.01 | Belanja Modal Tanah 5.385.070.000 7.348.901.500 1.963.831.500
Bl | Bl e el Pk 39.996.603.566 45.381.250.887 5.384.647.321
dan Mesin
12.1.1 el Lo el Geete 105.096.434.635 107.813.666.535 2.717.231.900
dan Bangunan
1212 el Ll el L, 103.667.264.934 113.412.601.434 9.745.336.500
Jaringan dan irigasi
129,35 iz v [l £psit iy 25.000.000 25.000.000 0
lainnya
01.03 | Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 3.500.000.000 0
01.03.01 | Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 3.500.000.000 0
01.04 | Belanja Transfer 309.697.123.400 310.143.294.090 446.170.690
01.04.01 | Belanja Bagi Hasil 19.424.036.400 19.722.667.090 298.630.690
RiLpAGR | e EonTe 290.273.087.000 290.420.627.000 147.540.000
Keuangan
Total Surplus/(Defisit) -46.501.866.944 -108.847.103.327 -62.345.236.383
1 PEMBIAYAAN 51.501.866.944 113.847.103.327 62.345.236.383
01.01 | Penerimaan 51.501.866.944 113.847.103.327 62.345.236.383
Pembiayaan
01.01.0 Sisa lebih Perhitungan
1 o Anggaran tahun 51.501.866.944 113.847.103.327 62.345.236.383
sebelumnya (silpa)
e I e 5.000.000.000 5.000.000.000 0
2 Pembiaayaan
TR | e il 5.000.000.000 5.000.000.000 0
3 (Investasi)
Pembiayaan Netto -46.501.866.944 -108.847.103.327 -62.345.236.383
Sumber: BPKD tahun 2022 (data diolah)

5.2. Renja Program dan Kegiatan.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan
dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggung jawab.
Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan
keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas, realisitis dan
dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan

akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Kerangka pendanaan Rencana program prioritas dan program lainnya yang
akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam masa
periode Tahun 2021-2026, selain bersumber dari APBD Kabupaten, juga
diupayakan sharing pembiaayaan dari sumber lainnya seperti APBD |, APBN,
Dana Pinjaman, serta perlibatan Stakeholders lainnya maupun swasta. Berikut

penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan
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pendanaanya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur selama
kurun waktu Tahun 2022 yang disajikan berdasarkan urusan dan SKPD
penanggung jawab sebagaimana terlampir pada daftar Lampiran RKPD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disajikan pada tabel 5.10. (Rencana Program
Dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2022).
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BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing—
masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam
indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan
dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
13 Tahun 2019
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut

Pemerintah  Nomor tentang Laporan dan Evaluasi

juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel

berikut. Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 6. 1 Indikator Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

Asumsi Target | Target
No Indikator Mkaro Satuan C;%g'fn capaian | RPJMD | RKPD
2022 2023 2023
1 IPM Nilai 73,34 73,80 73,80 73,80
2 Angka Kemiskinan (%) % 6,64 6,64 6,64 6,64
Tingkat Pengangguran o
3 Terbuka (%) % 4,96 3.30 3.30 3.30
Pertumbuhan Ekonomi o 1,61-
4 (%) % -1,39 1,61-2,49 2,49 2 49
5 Pdrb Perkapita ADHB Juta Rp 70,90 71,45 71,45 71,45
6 Gini Ratio Nilai 0,405 0.389 0.389 0.389

Sumber: Data Proyeksi Bappelitbangda

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur dalam memberikan gambaran
keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

pada akhir periode masa jabatan. Pengukuran keberhasilan rencana

pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang
ekonomi yang inklusif

ditetapkan. Pertumbuhan

"

diharapkan akan terus
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berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Luwu Timur lima tahun ke

depan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan
diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia
sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat
kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk mengukur keberhasilan
program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama

dan target capaian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. 2 Asumsi Capaian Tahun 2022 dan Target Indikator Kinerja Utama
(IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Asumsi
N .. Tujuan/Sasara . Capaian Capaian | Target
o Misi n Indikator Satuan 2021 Tahun 2023
2022
1 2 3 4 5 7 8
Visi: Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan
Budaya
1 | Meningkatkan Tujuan-1:
kesejahteraan | Mewujudkan 1 | Angka % 6,84 6,64
dan taraf hidup | peningkatan Kemiskinan
masyarakat dan
secara pemerataan 6,44
menyeluruh kesejahteraan
(M1) masyarakat
(T1)
Sasaran-1:
Meningkatnya 2 | Indeks Nilai 73,5 73,8
Kualitas Pembangun
manusia yang an Manusia 74,1
berdaya saing (IPM)
(S1)
Sasaran-2:
Meningkatnya 3 | Indeks Desa Status
kualitas Membangun Desa
pembangunan (IDM) berkemban . .
desa yang Maju Maju
merata dan &
berkelanjutan
(S2)
Sasaran-3:
Meningkatnya 4 | Indeks Nilai 55,09 55,65
Pemberdayaan Pemberdaya 5734
Gender (S3) an Gender !
(IDG)
2 | Mengembangka | Tujuan-2:
n perekonomian Meningkatkan 5 | Pertumbuha % 1,61-2,15 2,49- 2,72-
daerah yang pertumbuhan n Ekonomi 3,33 3,63
berdaya saing | ekonomi 6 | Rasio Gini Nilai 0,397 0,389
dan berjaringan | daerah yang 0,381
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Asumsi
N - Tujuan/Sasara . Capaian Capaian
o Misi n Indikator Satuan 2021 Tahun
2022
1 2 3 4 5 7 8
luas (M2) berkeadilan
(T2)
Sasaran-4
Meningkatnya 7 | Pertumbuha %
pertumbuhan n PDRB 1,83 1,98 2,08
sektor Sektor
unggulan Unggulan
daerah (S4)
Sasaran-5:
ketersediaan 8 | Tingkat % 3,80 3,30
lapangan Penganggur
pekerjaan dan an Terbuka 3,05
lapangan (TPT)
usaha (S5)
3 | Menyediakan Tujuan-3:
infrastruktur Meningkatkan | 9 | Indeks daya nilai 1,6281 1,815 | 2,0666
daerah yang kapasitas dan saing (Sedang)
memadai dan kualitas infrastruktur (Sedang)
lingkunganyang | infrastruktur daerah
berkualitas (M3) | daerah secara (Sedang
berkelanjutan )
(T3)
Sasaran-6:
Meningkatnya 10 | Indeks Nilai 74,67 74,89
daya guna dan kepuasan
hasil guna layanan 74,93
infrastruktur infrastruktur
daerah (S6)
Sasaran-7:
Terpeliharanya | 11 | Indeks Point 87 87,55
kualitas Kualitas
lingkungan Lingkungan 881
hidup dan Hidup !
ketahanan Daerah
bencana (S7) (IKLH)
12 | Indeks Risiko Nilai 202 202 202
Bencana (TINGGI) | (TINGGI) | (TINGGI
(IRB) )
4 | Menciptakan Tujuan-4:
kepemerintaha | pMewujudkan 13 | Indeks Predika cC cC
ndan pelayanan | tata kelola Reformasi t
publik yang pemerintahan Birokrasi
lebih baik (M4) | yang baik, (IRB) B
bersih dan
melayani (T4)
Sasaran-8:
Meningkatnya 14 | Indeks Predika B A A
akuntabilitas pengelolaan t (cukup) (Baik)
kinerja dan keuangan .
keuangan (S8) daerah (Baik)
(IPKD)
15 | Nilai SAKIP Predika B BB BB
Daerah t
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Asumsi
- Tujuan/Sasara . Capaian Capaian
Misi n Indikator Satuan 2021 Tahun
2022
2 3 4 5 7 8
Sasaran-9:
Meningkatnya 16 | IKM Nilai 80,76 82,42
kualitas Pelayanan 84,75
pelayanan SPM (Nilai)
publik (S9) 17 | IKM Nilai 80,15 82,21
Pelayanan
Perijinan 84,31
dan non
Perijinan
(Nilai)
Mewujudkan Tujuan-5:
ketenteraman | Meningkatkan | 18 | Angka Point | 0,000738 | 0,00064
dan ketertiban | kepatuhan Kriminalitas 3
bagi seluruh masyarakat
warga rh
masyarakat :]er::ap 0,00056
(M5) ketertiban dan
ketentraman
(T5)
Sasaran-10:
Terpeliharanya | 19 | Indeks Nilai 76,64 76,72
Rasa Aman Ketertiban
dan damai dan 76,81
dalam Ketentrama
masyarakat n
Menjamin Tujuan-6:
keberlangsunga | peningkatkan | 20 | Indeks Nilai 75,7 75,89
n pembangunan | toleransi dan kerukunan
yang berbasis kualitas umat 75,92
pada agama dan kehidupan beragama
budaya (M6) beragama 21 | Indeks Nilai 53.77 54,27
serta Pembangun
ketahanan an 54.77
budaya daerah Kebudayaan
(T6)
Sasaran-11:
Meningkatnya 22 | Cakupan % 95 95
penerapan penerapan
nilai-nilai nilai Agama 95
agama dan dalam
budaya masyarakat
sebagai 23 | Cakupan % 95 95
landasan penerapan
pembangunan nilai budaya 95
(511) dalam
masyarakat
Sumber: RPIMD Kab.Luwu Timur 2021-2026
6.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
Penetapan indikator Kkinerja daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah

"
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dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam
penyelengaraan pemerintah daerah Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada
aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi
kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja
daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil
indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau
kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan
berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja
program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah
berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan
dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah
direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah
daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator
yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja
dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan
akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing
daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang
merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan
ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan
sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar
baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator
yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Luwu Timur tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2 sebagai

berikut :
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Tabel 6. 3 Asumsi Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 Indikator
Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Luwu Timur

Asumsi KONDISI KINERJA
BIDANG Kondisi Target Target PADA AKHIR
NO SATUAN CariEr
URUSAN/INDIKATOR Awal 2020 apaian PROIDE RPJMD
2022 2023 2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
11 Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan

Persandian
Pertumbuhan Ekonomi % 1,46 2,50 2,74 3,46
Laju inflasi % 1,21 1,20 1,19 1,15
PDRB per kapita Berlaku Juta 70,49 71,45 72,00 73,65
PDRB per kapita Konstan Juta 53,23 53,27 53,30 54,00
Rasio Gini Angka 0,405 0.389 0.381 0,217
Persentase penduduk % 93,15 93,36 93,56 94,16
diatas garis kemiskinan
Indeks Pembangunan Angka 73,22 73,80 74,10 75,00
Manusia (IPM) g ’ ’ ’ ’
Angka melek huruf % 95,50 95,70 95,80 96,10
Angka Rata-rata lama Tahun 8,80 9,20 9,40 10,00
sekolah
Angka usia harapan hidup Tahun 70,53 70,63 70,83 71,23
Persentase balita gizi buruk % 0,02 0,02 0,02 0,01
Prevalensi balita gizi % 2,02 2,01 2,00 1,96
kurang
Cakupan desa Siaga Aktif % 100 100 100 100
Angka partisipasi angkatan % 1575 150 152.7 158.7
kerja
Tingkat partisipasi % 72,36 70,98 71,10 72,38
angkatan kerja
Tingkat pengangguran % 4,46 3,30 3,05 2,30
terbuka
Rasio penduduk yang % 95,54 95,92 96,45 97,05
bekerja
Laju Pertumbuhan PDB per % 0,0180 0,0184 0,0187 0,0197
Tenaga Kerja
Rasio kesempatan kerja
terhadap penduduk usia 15 % 0,60 0,65 0,69 0,89
tahun ke atas
Proporsi Tenaga Kerja yang
berusaha Sendiri dan
pekerja bebas keluarga % 3,39 2,01 2,02 2,18
terhadap total kesempatan
kerja
Keluarga Pra Sejahtera dan % 17.829 17.75 17.7 17.6
Keluarga sejahtera I
Indeks Kepuasan % 84,31 84,00 85,00 87,00
Masyarakat
Persentase PAD terhadap % 22,76 22,48 23,50 25,53
pendapatan
Opini BPK Kategori WTP WTP WTP WTP
Pencapaian skor pola o
pangan harapan (PPH) Nilai/Skor 92 92 94 95
Penguatan cadangan Ke 3 3 3 3
pangan
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Asumsi KONDISI KINERJA
o BIDANG ST Kondisi Target Target PADA AKHIR
URUSAN/INDIKATOR Awal 2020 Capaian PROIDE RPJMD
2022 2023 2026
Penanganan Daerah Rawan % 48,03 7723 82,91 95,00
Pangan
Kontribusi Sektor Pertanian
/ Perkebunan terhadap % 0,34 0,75 1,00 1,50
PDRB
Kontribusi Sektor pertanian o
(Palawija)terhadap PDRB % 581 585 591 6,25
Kontribusi Sektor
Perkebunan(Tanaman % 12,46 12.52 12,60 12,95
Keras)Terhadap PDRB
Produksi sektor
ton
perkebunan
Kakao 0,74 0,97 1,10 1,45
Kelapa Sawit 12,46 12,52 12,60 12,95
Lada 0,93 0,97 0,99 1,05
Kontribusi Sektor
Pertambangan Terhadap % 44,95 44,94 44,80 43,00
PDRB
Kontribusi Sektor
0,
Pariwisata Terhadap PDRB % N/A 281 271 2,76
Kontribusi Sektor Kelautan
dan Perikanan Terhadap % 1,06 1,07 1,08 1,11
PDRB
Kontribusi Sektor
Perdagangan terhadap % 4,10 4,50 4,65 5,10
PDRB
Kontribusi Sektor Industri
0,
Terhadap PDRB % 3,67 3,85 3,90 3,98
Pertumbuhan Industri % - 4,70 4,85 5,45
ASPEK DAYA SAING
DAERAH
Pengeluaran Komsumsi Rupiah 9.135.975 9.500.000 | 9.600.000 10.000.000
Rumah Tangga per kapita
Nilai Tukar Petani % 97,52 97,54 97,60
Persentase Pengeluaran
Komsumsi Non Pangan Per % 61.14 61,45 61,53 61,92
Kapita
Persentase Desa Berstatus
Swasembada terhadap % 1,6 2,42 4,03 9,68
Total desa
angla kriminalitas yang Kasus 7,89 6,43 5,60 4,29
Tertangani
ASPEK PELAYANAN
UMUM
Layanan Urusan
Wajib Dasar
Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini o
(PAUD) 0
Angka Partisipasi Kasar % 67,80 68,20 68,40 69,00
Angka Pendidikan yang
ditamatkan
APT SD/sederajat % 26,39 26,35 26,33 26,27
APT SMP//sederajat % 16,04 16,00 15,98 15,92
Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni o
(APM SD/MI/Paket A % 102,45 102,55 102,60 102,75
Angka Partisipasi Murni o
(APM) SMP/MTS/ Paket B % 107,63 107,73 107,78 107,93
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NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Tingkat Partisipasi Warga
Negara Usia 5-6 Tahun
yang berpartisipasi dalam
PAUD

%

62,73

100

100

100

Tingkat Partisipasi Warga
Negara Usia 7-12 Tahun
yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Dasar

%

89,11

100

100

100

Tingkat Partisipasi Warga
Negara Usia 13-15 Tahun
yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Menengah
Pertama

%

86,38

100

100

100

Tingkat Partisipasi Warga
Negara Usia 7-18 Tahun
yang belaum
menyelesaikan Pendidikan
Dasar dan Menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

%

51,98

100

100

100

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah
(APS) SD/MI/Paket A

%

99,10

99,20

99,25

99,40

Angka Partisipasi Sekolah
(APS) SMP/MTS/Paket B

%

97,70

97,80

97,85

98,00

Angka Putus Sekolah :

Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI

%

0,37

0,33

0,31

0,25

Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs

%

1,15

1,05

1,00

0,85

AngkaKelulusan:

Angka Kelulusan (AL)
SD/MI

%

99,75

99,77

99,78

99,81

Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs

%

99,50

99,52

99,53

99,56

Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke SMP/MTs

%

93,35

93,45

93,50

93,65

Angka Melanjutkan (AM)
dari SMP/MTS ke
SMA/SMK/MA

%

92,87

93,01

93,03

93,09

Fasilitas Pendidikan:

Sekolah pendidikan SD/MI
kondisi bangunan baik

%

72,27

73,07

73,47

74,77

Sekolah pendidikan
SMP/MTs kondisi
bangunan baik

%

78,51

81,51

83,01

86,51

Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia
sekolah pendidikan dasar

%

59,93

59,95

59.96

59.98

rasio guru/murid sekolah
pendidikan dasar

%

691.32

696.32

698.82

706.32

Rasio Guru/ murid perkelas
rata-rata Sekolah Dasar

%

48.14

52.46

54.81

61.49

Rasio Guru Terhadap Murid
Perkelas rata-rata

%

648.12

649.52

650.22

652.32

proporsi murid kelas 1
yang berhasil menamatkan
sekolah dasar

%

91.71

92.31

92.61

93.42
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NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

angka melek huruf
penduduk usia 15-24 tahun
perepmpuan dan laki-laki

%

99.32

99.42

99.47

99.62

penduduk yang berusia >15
tahun melek huruf (tidak
buta aksara)

%

96.94

97.04

97.09

97.24

Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV

%

88.98

89.98

90.48

91.98

Kesehatan

Rasio daya tampung rumah
sakit terhadap jumlah
penduduk

%

0.89

0.88

0.86

1.26

Persentase rumah sakit
rujukan tingkat
Kabupaten/kota yang
terakreditasi

%

100

100

100

100

Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan
Kesehatan ibu hamil

%

88,34

100

100

100

Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
persalinan

%

92,76

100

100

100

Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
Kesehatan bayi baru lahir

%

96,23

100

100

100

Cakupan pelayanan
Kesehatan balita sesuai
standar

%

69,31

100

100

100

Persentase anak usia
Pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
Kesehatan sesuai standar

%

59,57

100

100

100

Persentase orang usia 15-
29 tahun mendapatkan
skrining Kesehatan sesuai
standar

%

100

100

100

100

Persentase warga negara
usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining
Kesehatan sesuai standar

%

71,84

100

100

100

Persentase penderita
hipertensi yang
mendapatkan pelayanan
Kesehatan sesuai standar

%

100

100

100

100

Persentase penderita DM
yang mendapatkan
pelayanan Kesehatan jiwa
sesuai standar

%

100

100

100

100

Persentase OGD] berat yang
mendapatkan pelayanan
Kesehatan sesuai standar

%

100

100

100

100

Persentase orang terduga
TBC mendapatkan
pelayanan TBC sesuai
standar

%

100

100

100

100

Persentase orang dengan
resiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan
deteksi dini HIV sesuai
standar

%

100

100

100

100

Angka kematian bayi (AKB)
per 1000 kelahiran hidup

Jiwa

8,16

8,11

7,93

7,39

Angka kelangsungan hidup

Jiwa

91,85

0,9919

0,9921

0,9926

"
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NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

bayi

Angka kematian balita per
1000 kelahiran hidup

Jiwa

0,72

0,82

0,76

0,54

Angka kematian neonatal
per 1000 kelahiran hidup

Jiwa

4,61

5,40

5,22

4,67

Angka kematian ibu per
100,000 kelahiran hidup

Jiwa

108,74

126,17

108,14

90,12

Rasio posyandu per satuan
balita

1/1000

11,03

11,03

11,03

11,03

Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per satuan
penduduk

1/100000

0,33

5,35

5,35

5,35

Rasio rumah sakit per
satuan penduduk

1/100000

0,007

0,006

0,006

0,009

Rasio dokter per satuan
penduduk

Jumlah

14,24

14,89

16,22

21,52

Rasio tenaga medis per
satuan penduduk

1/100000

33,16

26,81

29,46

39,06

Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani

Jiwa

35,88

81%

82%

85%

Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga
anjangn yang memiliki
kompetensi kebidanan

Jiwa

92,76

93%

93,5%

95,0%

Cakupan desa/keluarahan
Universal Child
Immunization (UCI)

Jiwa

88,98

91%

92%

93%

Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan

Jiwa

100

100

100

100

Persentase anak usia 1
tahun yang diimunisasi
campak

Jiwa

96,85

95

96

97

Non polio AFP rate per
100,000 penduduk

4,45

Cakupan balita pneumonia
yang ditangani

Jiwa

7,64

100

100

100

Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA

Jiwa

100

100

100

100

Tingkat kematian karena
Tuberkulosis (per 100.000
penduduk)

%

0,00011

<2

<2

<2

Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang
terdeteksi dalam program
DOTS

Kasus

67,09

472 org

472 org

504 org

Proporsi kasus
Tuberkulosis yang diobati
dan sembuh dalam
program DOTS

Kasus

97,74

95

95

95

Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD

Jiwa

100

100

100

100

Penderita diare yang
ditangani

Jiwa

99,79

100

100

100

Angka kejadian Malaria

Jiwa

<1

<1

<1

Prevalensi HIV/AIDS
(persen) dari total populasi

Jiwa

<0,013

0,1

0,1

0,1

Proporsi jumlah Penduduk
usia 15-24 tahun yang
memiliki Pengetahuan
Komrehensif tentang

Orang

600 Org

600 Org

600 Org
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NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

HIV/AIDS

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin

%

0,19

4,7

4,6

4,4

Cakupan kunjungan bayi

%

88,52

91

92

95

Cakupan puskesmas

%

154,55

164

164

164

Cakupan pembantu
puskesmas

%

57,48

105

105

105

Cakupan kunjungan Ibu
hamil K4

%

88,34

91

92

95

Cakupan pelayanan nifas

%

92,71

93

93,5

95

Cakupan anjang dengan
komplikasi yang ditangani

%

46,78

46

47

50

Cakupan pelayanan anak
balita

%

66,39

76

77

80

Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI
pada anak usia 6 - 24 bulan
keluarga miskin

1/100

39,4

43

45

50

Cakupan penjaringan
anjangn siswa SD dan
setingkat

%

100

100

100

Cakupan pelayanan
anjangn dasar masyarakat
miskin

%

74,30

106,763

106,763

106,763

Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana anjangn
(RS)

%

100

100

100

100

Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

%

100

95

95

95

Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Pekerjaan Umum

Tingkat kemantapan jalan
kabupaten/kota

%

40,00

42,043

42,943

44,742

Rasio luas daerah irigasi
kewenangan
kabupaten/kota yang
dilayani oleh jaringan
irigasi

%

50,72

52,12

52,86

54,33

Persentase jumlah rumah
tangga yang memperoleh
layanan pengolahan air
limbah domestik

%

Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik

%

0,4000

0,42043

0,42943

0,44742

Rasio panjang jalan dengan
jumlah penduduk

%

0,00626

0.00613

0,00604

0,00587

Persentase Kawasan
Pemukiman yang belum
dapat dilalui kendaraan
Roda 4

%

100

100

100

100

Persentase jalan kabupaten
dalam kondisi baik ( > 40
KM/Jam)

%

40,00

42,04

42,94

44,74
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Persentase jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air (minimal
1,5 m)

%

0,133

0,133

0,133

0,133

Persentase Sempadan jalan
yang dipakai kaki lima atau
bagunan rumabh liar

%

0,0154028

0,01673

0,01739

0,01871

Persentase rumah tinggal
bersanitasi

%

97,37

973,896

973,976

974,152

Persentase sempadan
sungai yang dipakai
bangunan liar

%

2,318,362

231,836

231,836

231,836

Persentase drainase dalam
kondisi baik / pembuangan
aliran air tidak tersumbat

%

83,61

84,21

85,3

87,07

Tidak terjadi genangan 2
kali satahun

%

82,85

79,28

75,61

72,2

Persentase Pembangunan
Turap diwilayah Jalan
penghubung dan Aliran
Sungai Rawan Longsor

%

37,50

44,76

47,98

54,44

Persentase irigasi
kabupaten dalam kondisi
baik

%

50,65

53,38

54,11

55,59

Rasio Jaringan Irigasi

Angka

7,482

8,41

8,843

9,71

Persentase penduduk
berakses air minum

%

57,17

61,03

62,50

65,33

Proporsi rumah tangga
dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak,
perkotaan dan perdesaan

%

57,17

610,296

62,50

65,33

Tersedianya Fasilitas
Pengurangan Sampah
diperkotaan

Unit

16

Rasio Tempat Ibadah per
satuan Penduduk

%

0,2407

0,2383

0,2371

0,2354

Penataan Ruang:

Rasio Ruangan terbuka
hijau per satuan luas wilaya
ber HPL / HGB

Angka

0,0026

0,0026

0,0026

0,0027

Luasan RTH Publik sebesar
20% dari luas wilayah Kota
/ Kawasan Perkotaan

%

0,256

0,261

0,262

0,266

Rasio bangunan ber- IMB
per satuan bangunan

Angka

0,13

0,142

0,1423

0,1432

Ruang publik yang berubah
peruntukannya

%

37,73

42,72

49,24

60,97

Rasio Luas Kawasan
tertutup pepohonan
berdasarkan Hasil
Pemotretan citra satelit dan
survai foto udara terhadap
luas daratan

%

76,48

70,74

71,00

71,25

Ketaatan terhadap RTRW

%

81,63

84,90

86,53

91,43

Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi
korban bencana
kabupaten/kota

%

100

100

100

100
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Persentase Kawasan
permukiman kumuh
dibawah 10 ha di
Kabupaten/kota yang
ditangani

%

2,24

2,19

2,14

1,99

Jumlah perumahan yang
sudah dilengkapi PSU
(prasaran, Sarana dan
Utilitas Umum)

%

21,05

21,05

19,30

Rasio rumah layak huni

%

0,175

0,180

0,183

0,192

Rasio permukiman layak
huni

%

0,757

0,760

0,763

0,772

Cakupan ketersediaan
rumah layak huni

%

86,65

87,35

88,05

90,15

Cakupan layanan rumah
layak huni yang terjangkau

%

58,12

59,62

61,12

65,62

Persentase pemukiman
yang tertata

%

75,74

76,04

76,34

77,24

Persentase lingkungan
pemukiman kumuh

%

0,04

0,04

0,05

0,06

Persentase luasan
permukiman kumubh di
kawasan perkotaan

%

2,24

2,19

2,14

1,99

Proporsi rumah tangga
kumuh perkotaan

%

13,35

13,20

13,05

12,60

Cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang
didukung PSU

%

67,72

21,05

42,10

100,00

Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat

Persentase gangguan
trantibun yang dapat
diselesaiakn

%

100

100

100

100

Persentase Perda dan
Perkada yang ditegakkan

%

84,61

100

100

100

Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan
informasi rawan bencana

%

100

100

100

100

Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana

%

100

100

100

100

Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

%

100

100

100

100

Persentase pelayanan
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran

%

100

100

100

100

Waktu tanggap (response
time) penanganan
kebakaran

%

91,18

93,97

95,18

98,79

Cakupan petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas)

%

9,13

10,00

10,00

10,00

Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,keindahan

%

100

100

100

100

Cakupan pelayanan
bencana kebakaran

%

22,89

45,21

49,73

63,30
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

kabupaten/kota

Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK)

%

91,18

93,97

95,18

98,79

Persentase Penegakan
PERDA

%

84,61

100

100

100

Sosial

Persentase korban bencana
alam dan social yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota

%

100

100

100

100

Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan social

%

40,78

44,93

45,27

46,07

Persentase PMKS yang
tertangani

%

36,52

40,23

40,36

40,69

Persentase PMKS skala
yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar

%

40,13

42,88

43,18

43,29

Persentase panti sosial
yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesehatan social

%

70

70

80

100

Persentase wahana
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial

%

70

70

80

100

Persentase korban bencana
yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap
darurat

%

100

100

100

100

Persentase korban bencana
yang dievakuasi dengan
mengunakan sarana
prasarana tanggap darurat
lengkap

%

100

100

100

100

Persentase penyandang
cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima
jaminan social

%

100

100

100

100

Persentase (%)
penyandang disabilitas
terlantar,anak terlantar,
lanjt usia terlatar,dan
gelandangan pengemis
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya diluar panti

%

100

100

100

100

Persentase korban bencana
alam dan social yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota

%

100

100

100

100
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Layanan Urusan Wajib
Non Dasar

Tenaga Kerja

Persentase tenaga kerja
bersertifikat kompetensi

%

75,75

75,60

75,70

76,55

Angka sengketa pengusaha-
pekerja per tahun

Per 1000
perusahaan

22,51

9,93

9,27

9,27

Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)

%

8,82

13,33

14,29

15,38

Besaran pencari kerja yang
terdaftar yang ditempatkan

%

45,87

41,98

42,57

43,98

Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek

%

100

100

100

100

Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah
daerah

%

Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi

%

75,75

75,60

75,70

76,55

Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis masyarakat

%

100

100

100

100

Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan

%

100

100

100

100

Rasio lulusan S1/S2/S3

%

483,81

498,76

500,23

510,23

Persentase kegiatan yang
dilaksanakan yang
mengacu ke rencana tenaga
kerja

%

85,71

95

95

95

Tingkat Produktifitas
Tenaga Kerja

%

39,36

41

41,5

42,5

Persentase perusahaan
yang menerapkan tata
Kelola kerja yang layak
(PP/PKB,LKS
Bipartip,Strukturskala upah
dan terdaftar peserta BP]S
Ketenagakerjaan)

%

90

92

92,75

95

Persentase tenaga kerja
yang ditempatkan (dalam
dan luar negri) melalui
mekanisme layananan
antar kerja dalam wilayah
kabupaten /kota

%

45,8

41,98

42,57

43,98

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Persentase anak korban
kekerasan yang ditangani
instansi terkait kabupaten

%

100

100

100

100

Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah

%

76,02

75,25

74,69

74,58

Proporsi kursi yang
diduduki perempuan di
DPR

%

6,60

10

10

17,14

Partisipasi perempuan di
lembaga swasta

%

23,98

24,75

25,31

25,42
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Rasio KDRT

%

0,03

0,13

0,11

0,11

Persentase jumlah tenaga
Kerja di bawah Umur

%

0

0

0

Partisipasi angkatan kerja
perempuan

%

12,23

12,34

12,51

12,72

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu

%

100

100

100

100

Cakupan perempuan dan
anak Korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
puskesmas mampu
tatalaksana KTP / A dan
PPT / PKT di rumah Sakit

Orang

Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu.

%

100

100

100

100

Cakupan penegakan hukum
dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-
kasuskekerasan terhadap
perempuan dan anak

%

100

100

100

100

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
bantuan hokum

%

100

100

100

100

Cakupan Layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

%

20

20

30

Cakupan Layanan
Reintegrasi Sosial Bagi
Perempuan dan anak
korban kekerasan

%

100

100

100

100

Pangan

Persentase Ketersediaan
pangan utama

%

69,61

70

70

70

Ketersediaan energi dan
protein perkapita

Gram/perkapit
a/hari

3.258,86

2.463

2.463

2.463

Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan

%

71

72

74

Pertanahan

Persentase luas lahan
bersertifikat

%

39,65

39,85

40,15

40,85

Penyelesaian kasus tanah
Negara

%

100,00

100,00

100,00

100,00

Penyelesaian izin lokasi

%

100,00

100,00

100,00

100,00

Lingkungan Hidup

Indeks kulitas lingkungan
hidup (IKLH) Kab/Kota

Nilai/Skor

86,87

86,87

86,87

86,87
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Tersusunnya RPPLH
Kabupaten/Kota

1

1

Terintegrasinya RPPLH
dalam rencana
pembangunan
kabupaten/kota

80

90

Terselenggaranya
KLHSuntuk K/R/P tingkat
daerah provinsi

Hasil Pengukuruan Indeks
kualitas Air

27,50

28,00

28,50

Hasil Pengukuruan Indeks
kualitas Udara

29,55

29,60

29,70

Hasil Pengukuruan Indeks
kualitas Tutupan Lahan

30,50

30,50

30,50

Pembinaan dan
Pengawasan terkait
ketaatan penanggung jawab
usaha dan/ atau kegiatan
yang diawasi ketaatannya
terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH d
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota

50

50

50

Peningkatan kapasitas dan
Sarana Prasarana Pejabat
Pengawas Lingkungan
Hidup di Daerah (PPLHD)
diKabupaten/Kota

Terfasilitasi Pendampingan
Pengakuan MHA

MHA

Terverifikasinya MHA dan
kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional

Terverifikasi hak kearifan
lokal atau hak pengetahuan
tradisional

Penetapan hak MHA

MHA

Terfasilitasi kegiatan
peningkatan pengetahuan
dan keterampilan

11

11

11

Terfasilitasi penyediaan
sarana/prasarana

Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan masyarakat

11

11

11

Terlaksananya pemberian
penghargaan lingkungan
hidup

Pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang di
terbitkan oleh Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota,
lokasi usaha dan
dampaknya di Daerah
kabupaten/kota.

Timbulan sampah yang
ditangani

22.535,10

32,558

32,850

33,397

Persentase jumlah sampah
yang terkurangi melalui 3R

%

5,34

26,33

27,35

30,89

Persentase cakupan area
pelayanan

%

0

0
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Persentase jumlah sampah
yang tertangani

%

51,51

73,10

72,31

70,66

Operasionalisasi
TPA/TPST/SPA di
kabupaten/kota

Persentase izin pengelolaan
sampah oleh swasta yang di
terbitkan

%

Persentase pengelolaan
sampah oleh swasta yang
taat terhadap peraturan
perundang-undangan

%

Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Siipil

Perekaman KTP elektronik

%

99,71

99,83

99,85

99,94

Kepemilikan akta kelahiran

%

84.61

89,59

91,76

97,38

Jumlah OPD yang telah
memanfaatkan data
kependudukan berdasrkan
perjanjian kerja

%

2,56

12,82

15,38

46,15

Rasio penduduk ber-KTP
per satuan penduduk

Rasio

1,00

1,00

1,00

1,00

Rasio bayi berakte
kelahiran

Rasio

0,96

0,97

0,97

0,99

Rasio pasangan berakte
nikah

Rasio

0,41

0,47

0,48

0,53

Ketersediaan database
kependudukan skala
provinsi

Ada/Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK

Sudah/belum

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Cakupan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP)

%

99,71

99,83

99,85

99,94

Cakupan penerbitan akta
kelahiran

%

95,54

96,55

97,05

98,62

Persentase anak usia 01-17
tahun kurang 1 (satu) hari
yang memiliki KIA

%

15,52

45

60

100

Jumlah OPD yang telah
memanfaatkan data
kependudukan
berdasarkan perjanjian
kerja sama

%

2,56

12,82

15,38

46,15

Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Persentase pengentasan
desa tertinggal

%

93

100

100

100

Persentase peningkatan
status desa mandiri

%

5,6

14,5

17,7

32,2

Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan
desa yang baik

%

123

125

125

125

Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat
(LPM)

%

135

135

135

135

Rata-rata jumlah kelompok
binaan PKK

%

365

365

370

370

Persentase LSM Aktif

%

0,4

00,4

0,04

Persentase LPM
Berprestasi

%

10

20

20
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Persentase PKK aktif

%

139

140

140

140

Persentase Posyandu aktif

%

273

274

274

274

Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan masyarakat

%

80

80

80

80

Pemeliharaan pasca
program pemberdayaan
masyarakat

%

80

80

80

80

Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan
penduduk (LPP)

%

1,99

1,79

1,70

1,57

Total Fertility Rate (TFR)

%

2,21

2,60

2,53

2,40

Dokumen Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk
dengan Lima Aspek

Dok

Persentase Sektor
tersosialisasi konsep
pembangunan berwawasan
kependudukan dan alat
ukurnya (IPBK/ Indeks
pembangunan berwawasan
kependudukan)

%

69,23

76,92

100

Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan) yang
berperan aktif dalam
pembangunan Daerah
melalui Kampung KB

%

56,25

100

100

100

Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan) yang
menyusun dan
memanfaatkan Rancangan
Induk Pengendalian
Penduduk

%

100

100

100

100

Jumlah kebijakan
(Peraturan
Daerah/Peraturan Kepala
Daerah) yang mengatur
tentang pengendalian
kuantitas dan kualitas
penduduk

Perda/perkada

Jumlah sektor yang
menyepakati dan
memanfaatkan data profil
(parameter dan proyeksi
penduduk) untuk
perencanaan dan
pelaksanaan program
pembangunan

Sektor

Jumlah kerjasama
penyelenggaraan
pendidikan formal, non
formal, dan informal yang
melakukan pendidikan
kependudukan

Kerjasama

Rata-rata jumlah anak per
keluarga

%

2,04

2,02

2,01

2,00

Angka Pemakaian
Kontrasepsi/CPR bagi
perempuan menikah usia
15-49

%

72,47

58,00

58,90

60,50
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Angka Kelahiran remaja
(perempuan usia 15-19)
per 1000 pereempuan usia
15-19 tahun (ASFR 15-19)

%

67,70

28,16

26,76

24,63

Cakupan Pasangan Usia
Subur (PUS) yang Istrinya
di bawah 20 tahun

%

2,98

2,97

2,95

Ratio Akseptor KB

%

72,47

58,00

58,90

60,50

Cakupan PUS yang ingin
ber-KB tidak terpenuhi
(unmet need)

%

15,61

12,88

12,40

11,67

Persentase Penggunaan
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)

%

24,98

37,89

39,14

41,22

Persentase tingkat
keberlangsungan
pemakaian kontrasepsi

%

37,98

37,50

37,40

36,80

Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) ber-
KB

%

79,90

79,98

80,06

81,05

Cakupan anggota Bina
Keluarga Remaja (BKR)
ber-KB

%

85,33

85,46

85,53

85,80

Cakupan anggota Bina
Keluarga Lansia (BKL) ber-
KB

%

81,19

81,38

81,45

81,63

Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) di setiap
Kecamatan

%

9,09

9,09

18,18

18,18

Cakupan Remaja dalam
Pusat Informasi Dan
Konseling
Remaja/Mahasiswa

%

436,36

437,00

437,30

438,00

Cakupan PKB/PLKB yang
didayagunakan Perangkat
Daerah KB untuk
perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang
pengendalian penduduk

%

100

100

100

100

Cakupan PUS peserta KB
anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB mandiri

%

0,86

0,95

1,00

1,19

Rasio petugas Pembantu
Pembina KB Desa (PPKBD)
setiap desa/kelurahan

%

100

100

100

100

Cakupan ketersediaan dan
distribusi alat dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat

%

113,76

100

100

100

Persentase Faskes dan
jejaringnya (diseluruh
tingkatan wilayah) yang
bekerjasama dengan BPJS
dan memberikan pelayanan
KBKR sesuai dengan
standarisasi pelayanan

%

100

100

100

100

Cakupan penyediaan
Informasi Data Mikro
Keluarga di setiap desa

%

100

100

100
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Persentase remaja yang
terkena Infeksi Menular
Seksual (IMS)

%

Cakupan kelompok
kegiatan yang melakukan
pembinaan keluarga
melalui 8 fungsi keluarga

%

71,13

72,22

72,46

72,62

Cakupan keluarga yang
mempunyai balita dan anak
yang memahami dan
melaksanakan pengasuhan
dan pembinaan tumbuh
kembang anak

%

21,10

21,85

21,90

22,00

Rata-rata usia kawin
pertama wanita

%

19

20

21

21

Persentase Pembiayaan
Program Kependudukan,
Keluarga Bencana dan
Pembangunan Keluarga
melalui APBD dan APBDes

%

0,0058

0,0061

0,0061

0,0063

Persentase pemakaian
kontrasepsi modern
(mCPR)

%

72,47

58,00

58,90

60,50

Persentase kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi

%

15,61

12,88

12,40

11,67

Perhubungan

jumlah arus penumpang
angkutan umum

Orang

290.241

263.985

269.265

280.143

Rasio ijin trayek

%

0,011

0,011

0,011

0,011

Jumlah uji kir angkutan
umum

Kendaraan

2640

3561

4260

6116

Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis

Unit

15

15

15

15

Persentase Layanan
angkutan darat

%

0,183

0,151

0,162

0,194

Persentase kepemilikan
KIR angkutan umum

%

5,95

0,44

0,52

0,74

Pemasangaan Rambu -
rambu

%

100

30,20

60,10

100,00

Rasio panjang jalan
perjumlah kendaraan

%

67,31

38,70

32,40

22,60

Jumlah orang/barang yang
terangkut angkutan umum

Orgbrg

544.037

408.624

416.797

433.635

jumlah orang/barang
melalui
dermaga/bendara/terminal
per tahun

Orgbrg

392.819

408.624

416.797

433.635

Komunikasi dan
Informatika

Persentase organisasi
perangkat daerah (OPD)
yang terhubung dengan
akses internet yang
disediakan oleh Dinas
Kominfo

%

100

100

100

100

Cakupan pengembangan
dan pemberdayaan
kelompok Informasi
Masyarakat di tingkat
kecamatan

Kelompok

100

100

100

Cakupan layanan
Telekomunikasi

Desa/keluraha
n

86,24

90,88

95,10

"
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Asumsi KONDISI KINERJA
o BIDANG ST Kondisi Target Target PADA AKHIR
URUSAN/INDIKATOR Awal 2020 Capaian PROIDE RPJMD
2022 2023 2026
i 89,21
Persentasi penduduk yang % 85,14 87,30 g 85,28
menggunakan HP/telpon
i 72,80
Proporsi rumgh tangga % 53,44 60,17 90,11
dengan akses internet
proporsi rumah tangga 85,23
yang memiliki komputer % 85,14 85,20 86,19
pribadi
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Persentase Koperasi aktif % 75,75 53,92 55,15 57,53
Persentase UKM non 0 95,22
BPR/LKM aktif % 100 94,86 95,75
persentase BPR/LKM aktif % 100 95,85 96,15 97,14
Persent?se Usaha Mikro % 95,28 99,18 99,05 98,25
dan kecil
Penanaman Modal
Jumlah investor berskala 35
nasional (PMDN/PMA) Perusahaan 26 30 45
Jumlah nilai investasi 500.000.00
berskala nasional Rupiah 3'8202600800'00 500'(())%%000' 0.000 500.000.000.000
PMDN/PMA )
Ras¥o Daya serap Tenaga % 2789 170,01 180,01 200,01
Kerja
Kenaikan Penurunan Nilai 75.000.000.
realisasi PMDN( Milyar Rupiah 1.511.201.00 | 50.000.000.0 000 125.000.000.000
. 0.000 00
rupiah)
Kepemudaan dan
Olahraga
Organisasi kepemudaan 74
dan organisasi sosial jumlah 74 74 74
kemasyarakatan
Persentase organisasi % 40,54 39,33 44,94 61,80
Pemuda yang aktif
persentase wirausaha % 19 35,60 37,22 42,07
muda
Cakupan pembinaan % 0 100 100 100
olaraga
Cakupa'n.pelatlh yang % 40 55,71 67,14 100
bersertifikat
Cakupan pembinaan atlet % 0 22.86 22,86 22.86
muda
Jumlah atlet berprestasi 30 10 15 20
Jumlah Prestasi Olahraga 0 4 5 7
Statistik
Persentase Organisasi 100
Perangkat Daerah (OPD)
yang menggunakan data o
statistik dalam Menyusun % 100 100 100
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase OPD yang 100
menggunakan data statlstl_k % 100 100 100
dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah
Tersedianya sistem data ada
dan statistik yang Ada/tidak ada ada ada
terintegrasi
Buku "Kabupaten dalam Ada/tidak ada ada ada ada
Angka
Buku "PDRB" Ada/tidak ada ada ada ada
Persandian
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Persentase Perangkat
daerah yang telah
menggunakan sandi dalam
komunikasi perangkat
daerah

%

100

100

100

100

Kebudayaan

Terlestarikannya Cagar
Budaya

%

45

55

60

80

Penyelenggaraan Festival
seni dan budaya

Kali

Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang
dilestarikan

%

15

Jumlah karya budaya yang
direvitalisasi dan
inventarisasi

Unit

47

75

80

85

Jumlah cagar budaya yang
dikelola secara terpadu

Unit

Perpustakaan

Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat

%

53,62

54.33

54.83

56.83

Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun

Orang

158

123

126

163

Koleksi buku yang tersedia
di perpustakaan daerah

%

0,39

0,45

0,45

0,46

Rasio perpustakaan
persatuan penduduk

%

1,11

1,10

1,09

1,09

Jumlah rata-rata
pengunjung
perpustakaan/tahun

Orang

11.962

12.205

12.51

162.2

Jumlah koleksi judul buku
perpustakaan

Judul

9.946

11.415

12.121

13.642

Jumlah pustakawan, tenaga
teknis, dan penilai yang
memiliki sertifikat

%

100

100

100

100

Kearsipan

Persentase Perangkat
Daerah yang mengelola
arsip secara baku

%

87,18

12,82

25,64

25,64

Peningkatan SDM pengelola
kearsipan

104

104

110

Layanan Urusan Pilihan

Pariwisata

Kontribusi sector
pariwisata terhadap PDRB
harga berlaku

%

2,81

2,71

2,76

Konstribusi sector
pariwisata terhadap PAD

%

0,41

1,12

1,18

1,44

Kunjungan wisata

org

32.457

12

25

32

Lama kunjungan wisata

hari

PAD sektor pariwisata

0,41

1,12

1,18

1,44

Pertanian

Kontribusi Sektor pertanian
atau perkebunan terhadap
PDRB

%

7,10

7,13

7,16

7,22

Kontribusi Sektor Pertanian
(Palawija) terhadap PDRB

Kontribusi Sektor
perkebunan (tanaman

%

0,74

0,97

1,10

1,45
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

keras) terhadap PDRB

Kontribusi produksi
kelompok petani terhadap
PDRB

Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar

7,10

7,13

7,16

7,22

Cakupan bina kelompok
petani

58,15

58,57

58,67

58,87

Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan

773.511.973,
67

750.000.000

800.000.00
0
17

850.000.000

Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal

29,02

15

15

22

Perindustrian

Cakupan bina kelompok
pengrajin

%

7,04

6,08

6,08

6,08

Persentase pencapaian
sasaran pembangunan
industry termasuk turunan
indicator pembangunan
industry dalam RIPIN yang
ditetapkan dalam RPIP

%

50

50

50

50

Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah
izin usaha industry (IUI)
Kecil dan industry
menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait

%

50

50

50

50

Persentase jumlah hasil
pemntauan dan
pengawasan dengan jumlah
izin perluasan
industry(IPUI) Kecil dan
industry menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait

%

Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah
izin usaha Kawasan
industry (IUK) dan izin
perluasan Kawasan
industry(IPKI) yang
lokasinya di daerah
kabupaten/kota

%

Tersedianya informasi
industry secara lengkap
dan terkini

Ada/Tida ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Kelautan dan Perikanan

Jumlah Total Produksi
Perikanan (Tangkap dan
Budidaya)

Produksi perikanan

101

100

100

100

Konsumsi ikan

100

100

100

100

Cakupan bina kelompok
nelayan

12,68

13,00

14,00

17,00

Produksi perikanan
kelompok nelayan

37,58

42,00

42,00

42,00
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

SATUAN

Kondisi
Awal 2020

Asumsi
Target
Capaian

Target

2022

2023

KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PROIDE RPJMD
2026

Proporsi tangkapan ikan
yang berada dalam batasan
biologis yang aman

1,25

1,27

1,28

1,31

Rasio kawasan lindung
perairan terhadap total luas
perairan teritorial

0,23

0,23

0,23

0,23

Nilai Tukar Nelayan

105,05

106,01

106,87

109,45

Penunjang Urusan

Perencanaan
Pembangunan

Persentase keselarasan
antar dokumen
perencanaan
pembangunan daerah

%

97,61

100

100

100

Persentase konsistensi
program RPJMD
kedalam RKPD

%

97,29

100

100

100

Persentase konsistensi
program RKPD kedalam
APBD

%

93,15

100

100

100

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

Tersedianya dokumen
perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

Tersedianya dokumen
RTRW yang telah
ditetapkan dengan PERDA

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

Penjabaran Konsistensi
Program RPJMD kedalam
RKPD

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

Penjabaran Konsistensi
Program RKPD kedalam
APBD

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

Kesesuaian rencana
pembangunan dengan
RTRW

Sesuai/tidak
sesuai

sesuai

sesuai

sesuai

sesuai

Keuangan

Rasio Belanja Pegawai di
luar guru dan tenaga
kesehatan

%

Rasio PAD

%

Opini BPK terhadap
laporan keuangan

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

Persentase SILPA

%

Persentase SILPA terhadap
APBD

%

1,72

Persentase Program /
kegiatan yang tidak
terlaksana

%

100

100

100

100

Persentase Belanja
Pendidikan (20%)

%

20,54

21

21

21

Persentase Belanja
Kesehatan (10%)

%

20,71

15

15

15
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Asumsi KONDISI KINERJA
o BIDANG ST Kondisi Target Target PADA AKHIR
URUSAN/INDIKATOR Awal 2020 Capaian PROIDE RPJMD
2022 2023 2026
Perbandingan antara
belanja langsung dengan
belanja tidak langsung.
a. Belanja Qpera51 terhadap % 59.50 61,10 60,19
total Belanja
b. Belanja Modal terhadap % 19,57 16,89 1820
Total Belanja
c. Belanja Tidak Terduga 0,17
terhadap Total Belanja % 0,13 0,06
d. Belanja Transfer 21,84
terhadap Total Belanja % 20,80 21,55
Bagi hasil kabupaten/kota 17.262.101.9 | 16.210.182.4 | 17.310.237.
dan desa 69 50 550 19.780.954.775
60 hari
Tepat waktu
(perda
Nomor 9
Tahun 2020
Penetapan APBD tentang 60 hari 60 hari
perubahan
APBD
Tanggal 19
Oktober
2020
Persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan % 82,61 13,23 20,49 35,00
pelatihan formal
Persentase ASN yang telah
mengikuti pendidikan dan % 88,07 10,55 24,74 53,00
pelatihan struktural
Jumlah jabatan pimpinan
tinggi pada instansi 27 Orang 35 Orang 35 Orang 350rang
pemerintah
Jumlah jabatan
administrasi pada instansi 787 Orang 750 Orang 700 Orang 500 Orang
pemerintah
Jumlah pemangku jabatan
fungsional tertentu pada 2572 Orang 3300 Orang | 3450 Orang 3900 Orang
instansi pemerintah
Penelitian dan
Pengembangan
Persentase hasil peneltian
dan pengembangan serta % 48,71 50 50 70
kajian yang dimanfaatkan
Persentase !mplementasi % 4871 50 50 70
rencana kelitbangan
Persentase Perangkat
daerah yang d1f351'11t351 ' % 4871 50 50 70
dalam penerapan inovasi
daerah.
Persentase kebijakan
Inovasi yang diterapkan di % 48,71 50 50 70
daerah
Pengawasan
Maturitas Sistem
Pengendalian Intern level 3 3 3 3
Pemerintah (SPIP)
Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern level 3 3 3 3
Pemerintah (APIP)
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Asumsi KONDISI KINERJA
o BIDANG ST Kondisi Target Target PADA AKHIR
URUSAN/INDIKATOR Awal 2020 Capaian PROIDE RPJMD
2022 2023 2026
Persentase tindak lanjut % 2316 90 92 95
temuan
Persentfalse pelanggaran % 0 0 0 0
pegawai
Jumlah temuan BPK % 8 22 20 8
Sekretariat Dewan
Tersediahnya rencana kerja
tahunan pada setiap alat- Ada/tidak ada ada ada ada

alat kelengkapan DPRD
Kabupaten/ Kota

Tersusun dan
terintegrasinya program-
program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi
pengawasan fungsi
pembentukan Perda, dan Ada/tidak ada ada ada ada
fungsi Anggaran dalam
dokumen rencana lima
tahunan (RPJM) maupun
Dokumen rencana tahunan
RKPD

Terintegrasi program-
program DPRD untuk
melaksanakan fungsi
Pengawasan, pembentukan
Perda dan Anggaran ke
dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD

Ada/tidak ada ada ada ada

Sumber: RPIJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026 data diolah

6.4. INDIKATOR KINERJA SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan
Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM diterapkan berdasarkan
prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan,
keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi
ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi
mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data
secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii)
perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana
pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan .

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
IV -499




=
—

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan
pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 4 Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

caI:lala target
NO Bidang Urusan/ jenis Pelayanan/ Indikator HETizas
Nasional (%) Tahun | Tahun
2021 2022
1 | Pendidikan
1.1 | Pendidikan Dasar
1 Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi 100 100 100
dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)
2 Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi 100 100 100
dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)
3 Persentase Jumlah anak usia 7-15 Tahun pada Kabupaten yang 100 100 100

bersangkutan

1.2 | Pendidikan Kesetaraan

Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum
1 | menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi 100 100 100
dalam pendidikan kesetaraan

Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum
2 | menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi 100 100 100
dalam pendidikan kesetaraan

Persentase Jumkah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan

3 pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan 100 100 100
1.3 | Pendidikan Anak Usia Dini
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi
1 dalam Pendidikan PAUD 100 100 100
2 Persgnta_se Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang 100 100 100
belajar di satuan PAUD
3 Persentase Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada Kabupaten yang 100 100 100
bersangkutan
2 | KESEHATAN
1.1 | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 100 100
1.3 | Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 100 100
1.4 | Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 100 100
1.5 | Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100 100 100
1.6 | Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100 100 100
1.7 | Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100 100 100
1.8 | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100 100 100
1.9 | Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus 100 100 100
1.1 | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100 100 100
1.1 | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100 100 100
1.1 | Persentase Pelayanan Kesehatan Orang denga Resiko Teninfeksi HIV 100 100 100
3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1 | Persentase Penyediaan kebutuhan pokok Air minum 100 100 100
1.2 | Persentase Penyediaan pengelolaan air limbah domestik 100 100 100

4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

capaia target
. L . Target 1
NO Bidang Urusan/ jenis Pelayanan/ Indikator Nasional (%) | Tahun | Tahun
2021 2022
Persentase Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban 100 100 100
bencana Kabupaten
5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1.1 | Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 100

1.2 | Persentase Pelayanan informasi rawan bencana 100 100 100

1.3 | Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 100 100

1.4 | Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 100

1.5 | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 100 100 100

6 | Sosial

11 Persentas_e Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di 100 100 100
luar panti

1.2 | Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 100 100 100

1.3 | Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 100 100 100

14 Persentase Reha}blhtam so_sml dasar tuna sosial khususnya gelandangan 100 100 100
dan pengemis di luar panti

15 Persentase P.erlmdungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska 100 100 100
bencana bagi korban bencana Kabupaten

Sumber: Perangkat daerah Pengampuh SPM Tahun 2021 data diolah

6.4. INDIKATOR KINERJA TPB/SDGs

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk
mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable
Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global.
TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan
dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global
dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat
mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas
pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di
tingkat  Provinsi. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel
berikut ini:

Tabel 6. 4 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /
SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2022
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode
Indikator

Target/Indikator

Sumber
Data

Satuan

Baseline
(2020)

Pencapaia
n

2021

TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN

Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-
anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.2.1*

Persentase penduduk
yang hidup di bawah
garis kemiskinan
nasional, menurut
jenis kelamin dan
kelompok umur.

RPJMD

%

6.85

6.84

6.64

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin

dan rentan.

Proporsi peserta

13.1.(a) jaminan kesehatan Dinas % 97 97 9701

o melalui S]SN Bidang | Kesehatan )
Kesehatan.
Dinas

Proporsi peserta Transmigra
Program Jaminan si Tenaga

1.3.1.(b) Sosil Bidang Keria dgn % 100 100 100
Ketenagakerjaan. Perindustria

n

Persentase
penyandang
disabilitas yang . .

1.3.1.(c) miskin dan rentan 21332805131 % 25 25 30
yang terpenuhi hak
dasarnya dan
inklusivitas.
Jumlah rumah tangga
yang mendapatkan . .

13.1.(d) | bantuan tunai E‘ESZSOS“"‘] Orang 7,253 7,253 7,500
bersyarat/Program
Keluarga Harapan.

Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat
miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap
pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya

alam, teknolo

i bary, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro

Persentase
perempuan yang
pernah kawin umur Dinas

1.4.1.(a) 15-49 tahun yang % 92.76 92 93

g Kesehatan

proses melahirkan
terakhirnya di
fasilitas kesehatan .
Persentase Anak
umur 12-23 bulan Dinas

1.4.1.(b) yang menerima Kesehatan % 88.98 78 80
imunisasi dasar
lengkap
Prevalensi
penggunaan Metode | Dinas
Kontrasepsi (CPR) Pengendalia

14.1(q) | Semuacarapada n Penduduk % 7247 72.47 72.48
pasangan Usia Subur | dan
(PUS) Usia 15-49 Keluarga
tahun yang berstatus | Berencana
kawin

1.4.1.(d) Persentase rumah Dinas % 57.17 59.51 61.03
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

. Pencapaia
Incll(i(l)((:lior Target/Indikator Slg:il:r Satuan Bés(;aélon)e n
2021
tangga yang memiliki | Pekerjaan
akses terhadap Umum dan
layanan sumber air Penataan
minum layak dan Ruang
berkelanjutan.
Persentase rumah .
tangga yang memiliki Dlnas.
kses terhada Pekerjaan
14.1.6e) |2 ap. Umum dan % 57.17 59.51 61.03
layanan sanitasi p
enataan
layak dan Ruang
berkelanjutan.
Angka Partisipasi Dinas
14.1.(g) z’é‘égrl;j(ﬁm SD/MI/"| pendidikan % 92.54 105.5 105.75
Angka Partisipasi Dinas
1.4.1.(h) xirnl (APM) SMP/ Pendidikan % 95.99 99 64 99.89
s/sederajat.
Persentase penduduk | Dinas
. umur 0-17 tahun Kependudu
1.4.1.(j) dengan kepemilikan | kan dan % 81.53 87.14 89.59
akta kelahiran. Catatan Sipil
Persentase rumah Dinas
tangga miskin dan Perumahan,
14.1() | rentanyangsumber | Kawasan % 4345 4345 41.28
penerangan Permukima
utamanya listrik baik | n dan
PLN dan Bukan PLN Pertanahan
Jumlah korban Badan
meninggal, hilang Penanggula
1.5.1* dan terkena dampak | ngan 8.61 PM PM
bencana per 100.000 | Bencana
orang Daerah
Jumlah Lokasi Badan
pengurangan resiko Penanggula
1.5.1.(a) bencana (PRB) ngan Lokasi 3 0 4
tingkat nasional dan | Bencana
daerah. Daerah
Indeks resiko Badan
bencana pada pusat- Penanggula
1.5.1.(e) ngan Nilai 202 202 202
pusat pertumbuhan
yang beresiko tinggi Bencana
Daerah
Badan
Jumlah kerugian Penanggula
1.5.2.(a) ekonomi langsung ngan Rupiah n/a n/a n/a
akibat bencana Bencana
Daerah
Dokumen Strategi Badan
engurangan resiko Penanggula
1.5.3* genfana (%RB) ngan % Dokume 0 0 1
Tingkat nasional dan | Bencana n
daerah. Daerah

TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN

Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG
BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya
orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman,
bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Prevalensi Dinas o
211 kekurangan gizi Kesehatan & 2.02 3 28
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode
Indikator

Target/Indikator

Sumber
Data

Satuan

Baseline
(2020)

Pencapaia
n

2021

(underweight) pada
anak balita

Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025
mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun,
dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.2.1*

Prevalensi stunting
(pendek dan

sangat pendek) pada
anak di

bawah lima
tahun/balita.

Dinas
Kesehatan

%

6.2

6.8

2.2.1.(a)

Prevalensi stunting
(pendek dan

sangat pendek) pada
anak di

bawah dua
tahun/baduta.

Dinas
Kesehatan

%

7.7

2.2.2%

Prevalensi malnutrisi
(berat

badan/tinggi badan)
anak

pada usia kurang
dari 5 tahun,

berdasarkan tipe.

Dinas
Kesehatan

%

2.5

2.5

2.3

2.2.2.(a)

Prevalensi anemia
pada ibu

hamil.

Dinas
Kesehatan

%

12

12

11.5

2.2.2.(b)

Persentase bayi usia
kurang dari

6 bulan yang
mendapatkan ASI

eksklusif.

Dinas
Kesehatan

%

65

65

66

TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

hidup.

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran

3.1.1*

Angka Kematian Ibu
(AKID).

Dinas
Kesehatan

%

108.74

108.74

126.17

3.1.2*

Proporsi perempuan
pernah kawin umur
15-49 tahun yang
proses melahirkan
terakhirnya ditolong
oleh tenaga
kesehatan terlatih.

Dinas
Kesehatan

%

92.76

93

935

3.1.2.(a)

Persentase
perempuan pernah
kawin umur 15-49
tahun yang proses
melahirkan
terakhirnya di
fasilitas kesehatan.

Dinas
Kesehatan

%

92.76

92

93

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh
negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran
Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

Angka Kematian Per
Balita (AKBa) per Dinas 1000
*
3.21 1000 kelahiran Kesehatan kelahira 0.72 0.9 0.82
hidup. n hidup
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

. Pencapaia
Kode . Sumber Baseline
Indikator Target/Indikator Data Satuan (2020) - (;12 -
Angka kematian Dinas 11:)%r0
3.2.2% neonatal(AKN) Per Kesehatan Kelahira 4.61 5.59 5.4
1000 kelahiran hidup n hidup
Angka Kematian Bayi Dinas 11:)%r0
3.2.2.(a) (AKB) per 1000 Kesehatan Kelahira 8.16 8.16 8.11
kelahiran hidup. n hidup
Persentase
Kabupaten/kota Dinas
3.2.2.(b) yang mencapai 80% % 88.98 80 83
imunisasi lengkap Kesehatan
pada bayi

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan,
dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
Prevalensi HIV pada | Dinas

3.31.(1) populasi dewasa. Kesehatan % 0.013 0.1 0.1
Insiden Tuberkulosis Dinas Per

3.3.2.(a) (ITB) per 100.000 Kesehatan 100.000 100 157.3 157.3
penduduk. pddk
Kejadian Malaria per | Dinas per

3.337 1000 orang Kesehatan 1000 org 0 <1 <1

Jumlah Kecamatan Dinas

3.3.3.(a) Yang mencapai Kesehatan Kec 11 11 11
eliminasi Malaria
Persentase
kabupaten/kota yang Dinas

3.3.4.(a) melakukan deteksi Kesehatan % 100 100 100
dini untuk infeksi
Hepatitis B.
Jumlah Orang Yang
Memerlukan Dinas

3.3.5*% Intervensi terhadap Kesehatan orang 20 20 20

penyakit Tropis Yang
terabaikan
Jumlah provinsi .

3.3.5.(a) dengan eliminasi El}rsli;atan Kabel;pat 1 1 1
Kusta.
Jumlah
kabupaten/kota
dengan eliminasi .

335.(b) | filariasis (berhasil | poy | Kabupat 1 1 1

lolos dalam survei
penilaian transmisi
tahap I).

3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular,
melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
Persentase Merokok

3.4.1.(a) Pada Penduduk g‘e‘;i;a o % NA 5.4 5.4
Umur 18 tahun
Prevalensi Tekanan Dinas

34.1.(b) Darah tinggi Kesehatan % NA 28 275
Prevalensi Obesitas Dinas

3.4.1.(c) Pada Penduduk umur Kesehatan % NA 19 18
18 Tahun

3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika
dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

Prevalensi Dinas
0,
3.5.1.(e) penyalahgunaan Kesehatan % NA 0 0
narkoba.
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

. Pencapaia
Kode . Sumber Baseline
Indikator Target/Indikator Data Satuan (2020) n
2021
Konsumsi Alkohol (
Liter Perkapita) Oleh Dinas liter per
3.5.2% penduduk Umur 15 P NA 0 0
Kesehatan kapita
tahun dalam satu
tahun.

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi,
termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam
strategi dan program nasional.

Proporsi perempuan
usia reproduksi (15 Dinas
-49 tahun) atau Pengendalia
pasangannya yang
3.7.1% memiliki kebutuhan gaiend“d“k % NA 72.47 72.48
keluarga berencana Keluarga
dan menggunakan Berencana
alat kontrasepsi
metode modern.
Angka prevalensi
penggunaan metode | Dinas
kontrasepsi (CPR) Pengendalia
semua cara pada n Penduduk
3.7.1.(a) Pasangan Uspia Subur | dan % NA 572 >8
(PUS) usia 15-49 Keluarga
tahun yang berstatus | Berencana
kawin.
Angka penggunaan Dinas .
. Pengendalia
metode kontrasepsi 1 Penduduk
3.7.1.(b) jangka panjang dan % 24.98 36.64 37.89
(MK]JP) cara Keluarga
modern). Berencana
Dinas
Angka Kelahiran Pengendalia
Pada Perempuan n Penduduk
3.7.2% Umur 15-19ptahun ( dan % 67.7 29.91 28.16
Age Spesific Fertiliti) | Keluarga
Berencana
Dinas
Pengendalia
3.7.2.(a) Total Fertility Rate gal;end“d“k % 221 2.66 2.6
Keluarga
Berencana

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap
pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif,
berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

3.8.2.(a)

Cakupan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN).

Dinas
Kesehatan

%

96

96

96.5

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang
terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar
yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang
menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas
Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan
masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

3.b.1.(a)

Persentase
ketersediaan obat
dan vaksin di
Puskesmas.

Dinas
Kesehatan

%

100

100

100

3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan

"
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Pencapaia

Incll(i(l)((ellior Target/Indikator Slgz:’:r Satuan B(z;s:élon)e n Target
2021 2022
retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara
berkembang pulau kecil.

3.c.1*

Kepadatan dan
distribusi tenaga
kesehatan.

Dinas
Kesehatan

%

2.98

3.28

TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA
MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan
dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian
pembelajaran yang relevan dan efektif.

Proporsi anak-anak
dan remaja: (a) pada
kelas 4, (b) tingkat
akhir SD/ kelas 6, (c)
tingkat akhir Dinas
4.1.1* SMP/kelas 9 yang Pendidikan % 96.25 96.25 96.28
mencapai standar
kemampuan
minimum dalam: (i)
membaca, (ii)
matematika.
Persentas.e SP /MI Dinas
4.1.1.(a) berakreditasi Pendidikan % 68.72 74.59 82.16
minimal B.
Persentas.e SMP/MTS Dinas
4.1.1.(b) berakreditasi Pendidikan % 63.08 76.81 82.6
minimal B.
Angka Partisipasi Dinas
4.1.1.(d) Kasar (APK) SD/MI/ Pendidikan % 103.13 114.03 114.3
sederajat.
Angka Partisipasi Dinas
4.1.1.(e) Kasar (APK) SMP/ Pendidikan % 103.56 139.02 139.2
MTs/sederajat.
Rata-rata lama Dinas
4.1.1.(g) sekolah penduduk Pendidikan % 8.8 9 9.2
umur 215 tahun.

4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak p
perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang
berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh

pendidikan dasar.

erempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap

4.2.2.(a)

Angka Partisipasi
Kasar (APK)

Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD).

Dinas
Pendidikan

%

46.11

68

68.2

4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama
untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang
cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Rasio Angka
Partisipasi Murni
(APM) Perempuan /
Laki-laki di (1)

. . RAPM SD : RAPM SD : RAPM SD :
45.1* g%}f&ﬁgﬁera}aﬁ (2) g;rr‘l"’c‘fi dikan % 100,RAPM | 100, RAPM | 100, RAPM
Sederajat; (3) SMP :100 SMP :100 SMP :100
SMA/SMK/MA/
Sederajat; dan Rasio
Angka Partisipasi

4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-
laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

4.6.1.(a)

| Persentasi Angka

| Dinas

%

96.99

96.99

| 97.04

"
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Kode . Sumber Baseline
Indikator Target/Indikator Data Satuan (2020) - (;121
Melek Aksara Pendidikan
Penduduk Umur 15
tahun
persentasi angka PAMH 15- PAMH 15- PAMH 15-
melek aksara Dinas 24:99.45 24:99.45 24:99.50
- 0,
4.6.1.(b) giﬁjﬁﬁﬁﬁg?&;ﬁ Pendidikan % PAMH 15- | PAMH15- | PAMH 15-
59:95.98 59:95.98 59:96.3

15-59 tahun.

4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan

gender, serta

menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklu

sif dan efektif bagi semua.

4.a.1%*

Proporsi Sekolah
Dengan Akses ke : (a)
listrik (b) internet
untuk tjuan
pengajaran ( c)
komputer untuk
tujuan pengajaran
(d) insfrastruktur
dan materi memadai
bagi siswa

Dinas
Pendidikan

%

PSDAF(a): | PSDAF(a): | PSDAF(a):
97.56 97.56 97.58
PSDAF(b): | PSDAF(b): | PSDAF(b):
53.65 53.65 53.67
PSDAF(c):3 | PSDAF(c):3 | PSDAF(c):3
9.02 9.02 9.04
PSDAF(d):1 | PSDAF(d):1 | PSDAF(d):1
21 21 23
PSDAF(f):9 | PSDAF(f):9 | PSDAF(f):9
5.12 5.12 5.14
PSDAF(g):7 | PSDAF(g):7 | PSDAF(g):7
9.26 9.26 9.28
PSDAF(h): | PSDAF(h): | PSDAF(h):
97.56 97.56 97.58

4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui
kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang
berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Persentase guru TK, TK:73.33 TK:73.33 TK:73.38
SD, SMP, SMA, SMK, Dinas SD : 65.30 SD:65.30 SD: 65.35
* 0,
4.c1 dan PLB yang Pendidikan %
bersertifikat SMP: 67.47 | SMP:67.47 | SMP: 67.52
pendidik.

TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER

Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.

Dinas Sosial,
Jumlah kebijakan Pemberdaya
yang responsif an "
5.1.1* gender mendukung Perempuan Kebzaka 5 5 6
pemberdayaan dan
perempuan. Perlindunga
n Anak
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi,
termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
Proporsi perempuan
dewasa dan anak
perempuan (umur . .
15-64 tahun) Dinas Sosial,
: Pemberdaya
mengalami an
" kekerasan (fisik,
521 Perempuan % 0.01 0.01 0.02
seksual, atau
. dan
emosional) oleh .
asanean atau Perlindunga
p 5 n Anak
mantan pasangan
dalam 12 bulan
terakhir.
Prevalensi kekerasan Eg;;gsrodsgag
5.2.1.(a) terhadap anak an Y % 14 14 20
perempuan. Perempuan
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. Pencapaia
Incll(i(l)((:lior Target/Indikator Sl]l)l::;er Satuan B(z;s:élon)e n
2021
dan
Perlindunga
n Anak
Proporsi perempuan
dewasa dan anak Dinas Sosial,
perempuan (umur Pemberdaya
15-64 tahun) an
52.2* mengalami Perempuan % 0.01 0.01 0.01
kekerasan seksual dan
oleh orang lain selain | Perlindunga
pasangan dalam 12 n Anak
bulan terakhir
Dinas Sosial,
Persentase korban Pemberdaya
kekerasan terhadap an
5.2.2.(a) perempuan yang Perempuan % 100 100 100
mendapat layanan dan
komprehensif. Perlindunga
n Anak

5.5 Menjamin

partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin
di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

5.5.1*

Proporsi kursi yang
diduduki

perempuan di
parlemen tingkat
pusat, parlemen
daerah dan
pemerintah daerah.

Dinas Sosial,
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak

%

6.67

6.67

6.67

5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang
telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population
andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi

tersebut.
Dinas
unmet need KB Pengendalia
kebutuhan keluarga | n Penduduk
5.6.1.(a) l()erencana/ KB yangg dan % 15.61 13.46 12.88
terpenuhi ) Keluarga
Berencana
Pengetahuan dan Dinas
pemahaman Pengendalia
Pasangan Usia Subur | n Penduduk o
5.6.1. (b) (PUS) tentang dan % 65 65 70
metode kontrasepsi Keluarga
modern. Berencana

TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI
YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau

bagi semua.
Persentase rumah Dinas
tangga yang memiliki | Pekerjaan
6.1.1.(a) akses terhadap Umum dan % 57.17 59.51 61.03
layanan sumber air Penataan
minum layak. Ruang
Proporsi populasi Dinas
yang memiliki akses | Pekerjaan
6.1.1.(c) layanan sumber air Umum dan % 57.17 59.51 61.03
minum aman dan Penataan
berkelanjutan. Ruang

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi

"
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. Pencapaia
Incll(i(l)((;llior Target/Indikator Slg:il:r Satuan B(;s:élon)e n Target
2021 2022
semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada
kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
Proporsi populasi Dinas
yang memiliki Pekerjaan
6.2.1.(a) fasilitas cuci tangan Umum dan % 67.71 67.71 70.86
dengan sabun dan Penataan
air. Ruang
Persentase rumah Dinas
tangga yang memiliki | Pekerjaan
6.2.1.(b) akses terhadap Umum dan % 97.37 97.38 97.39
layanan sanitasi Penataan
layak. Ruang
Jumlah
desa/kelurahan yang
melaksanakan Dinas Desa/Ke
6.2.1.(c) Sanitasi Total Kesehatan 1 86 127 128
Berbasis Masyarakat
(STBM).
Jumlah
desa/kelurahan yang
Open Defecation Free | Dinas Desa/Ke
6.21.(d) (ODF)/ Stop Buang Kesehatan 1 127 127 128
Air Besar
Sembarangan (SBS).
Jumlah
kabupaten/kota yang Dinas
:cerbangun . Pekerjaan
6.2.1.(¢) 1pfrastruktur air Umum dan Kabupat 1 1 1
limbah dengan en
. Penataan
sistem terpusat skala Ruang
kota, kawasan dan
komunal.
Proporsi rumah Dmas.
tangga yang terlayani Pekerjaan
6.2.1.(f) . Umum dan % 0 0 0.040575
sistem pengelolaan
o Penataan
air limbah terpusat.
Ruang

6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali
barang daur ulang yang aman secara global.

Jumlah
kabupaten/kota yang
ditingkatkan kualitas | Dinas
pengelolaan lumpur | Pekerjaan
6.3.1.(a) tinja perkotaan dan Umum dan Kal;trllpat 1 1 1
dilakukan Penataan
pembangunan Ruang
Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT).
Proporsi Rumah Dinas
Tangga yang Pekerjaan
6.3.1. (b) terlayani sistem Umum dan % 0 0 0.040575
pengelolaan Lumpur | Penataan
Tinja Ruang
Dinas
6.3.2.(a) Kualitas air danau. Lingkungan
Hidup
. IKA - 87.78 87.8
1. Towuti Pij : 0-s5 0-5
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. Pencapaia
Kode . Sumber Baseline
Indikator Target/Indikator Data Satuan (2020) n
2021
IKA - 90.15
2. Mahalona Pij . 0-<5 0-<5
Kualitas Air sungai Dinas
6.3.2.(b) sebagai Sumber Air Lingkungan
Baku Hidup
. IKA 81.31 81.33
1. Sungai Angkona Pij 0-<5 0-<5
. IKA 81.36 81.38
2. Sungai Kalaena Pij 0-<5 0-<5
23S L IKA 81.1 81.12
. Sungai Lagego Pij 0-<5 0-<5
. s IKA 83.4 83.42
4. Sungai Malili Pjj 0-<5 0-<5
. . IKA 81.7 81.72
5. Sungai Tomoni Pij 0-<5 0-<5
. IKA 85.5 85.52
6. Sungai Wasuponda Pij 0-<5 0-<5

TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN
YANG LAYAK UNTUK SEMUA

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya,
setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Laju pertumbuhan

* 0

8.1.1 PDB per Kapita. RPJMD % 1.46 PM PM
. Juta

8.1.1.(a) PDB per kapita. RPJMD Rupiah 70.5 70.9 71,45

8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja
layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro,
kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

8.3.1.(a)

Persentase tenaga
kerja formal.

Dinas
Transmigra
si Tenaga
Kerja dan
Perindustria
n

%

42.51

42.51

42.33

8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama nilainya.

Dinas
Transmigra
8.5.1* Upahrata-rataper | si Tenaga Rupiah | 20,000 20,000 20,400
jam pekerja. Kerja dan
Perindustria
n
Tingkat
pengangguran
8.5.2* terbuka berdasarkan | RPJMD % 4.46 4.39 4.28
jenis kelamin dan
kelompok umur.
8.5.2.(a) Persentase setengah | ppq % 10 PM PM
pengangguran.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata
berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
Dinas
Proporsi Kontribusi ﬁzgrgza;’n
8.9.1* Pariwisata Terhadap y % NA PM PM
Kepemudaa
PDB
n dan
Olahraga
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Kode
Indikator

Target/Indikator

Sumber
Data

Satuan

Baseline
(2020)

Pencapaia
n

2021

8.9.1.(a)

Jumlah wisatawan
mancanegara

Dinas
pariwisata,
Kebudayaan
Kepemudaa
n dan
Olahraga

Orang

10,000

10,000

12,000

8.9.1.(b)

Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Nusantara

Dinas
pariwisata,
Kebudayaan
Kepemudaa
n dan
Olahraga

Orang

8.9.1.(¢)

Jumlah Devisa Sektor
Pariwisata

Dinas
pariwisata,
Kebudayaan
Kepemudaa
n dan
Olahraga

%

1.27

1.27

1.12

8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan dome
terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

stik untuk mendorong dan memperluas akses

Dinas
Jumlah Kantor Bank Penanaman
dan ATM Per Modal dan
* 0
8101 100.000 penduduk Pelayanan % NA PM PM
Dewasa Terpadu
Satu Pintu
Dinas
Rata-Rata Jarak ll\’/{e:;;aézin
8.10.1.(a) lembaga keuangan Km NA PM PM
Pelayanan
(BANK umum)
Terpadu
Satu Pintu
Proporsi Kredit gg;gz anea
8.10.1.(b) | UMKM terhadap total sang %
Kredit n koperasi
dan UKM

TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI
INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk
infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

9.1.2.(b)

Jumlah dermaga
penyeberangan.

Dinas
Perhubunga
n

Unit

8

8

8

9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan
meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi
nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

e Dinas
Proporsi Nilai Transmiera
Tambah Sektor si Tena f
9.2.1* Industri Manufaktur | b > dfn % 3.82 3.82 3.85
Terhadap PDB Dan ) .
erkapita Perindustria
p pita. n
Dinas
Laju Pertumbuhan Transmlgra
. si Tenaga
9.2.1.(a) PDB Industri Keria dan % 4.4 4.4 4.7
Manufaktur. ] .
Perindustria
n
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. Pencapaia
Kode . Sumber Baseline
Indikator Target/Indikator Data Satuan (2020) n
2021

Dinas

Proporsi Tenaga "Sl"ir'?‘relflr;lgra

9.2.2% Kerja Pada Sektor enag % 16.8 16.8 17.25
. Kerja dan

Industri Manufaktur : .
Perindustria
n

9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap
jasa keuangan, termasuk kredit terjan

kau, dan men

integrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.

Dinas

Proporsi nilai Transmigra
" tambah industri kecil | si Tenaga o
9.31 terhadap total nilai Kerja dan % 29.83 29.83 29.85
tambah industri. Perindustria
n
Dinas
Proporsi industri ;r,?,rel:l?lgra
9.3.2* kecil dengan enag % 215 215 21.8
injaman atau kredit Kerja dan
P " | Perindustria
n

9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan
mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang

pada tahun 2020.
Proporsi Penduduk Ei)r;iinikasi
9.c.1* Yang Terlayani % 53.44 PM PM
. dan
mobile Broadband .
Informatika
Proporsi individu Dinas
9.c.1.(a) yang | Komunikasi % 85.14 PM PM
mengusai/memiliki dan
Telepone Genggam. Informatika
Proporsi Individu E;ﬁinikasi
9.c.1.(b) Yang menggunakan dan % 53.44 PM PM
internet .
Informatika

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan
penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tin,

gi dari rata-rata nasional.

10.1.1* Koefisien Gini RPJMD % 0.405 0.377 0.277
Persentase
Penduduk Yang
10.1.1.(a) Hidup Dibawah Garis | BPS % 6.85 6.84 6.64
kemiskinan Nasional,
menurut jenis
Dinas
Pemberdaya
10.1.1.(c) ]T“e‘:‘tl;h Daelsa Yang an DESA 13 13 6
&8 Masyarakat
Desa
Dinas
Pemberdaya
10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. | an DESA 3 3 3
Masyarakat
Desa
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif
mencapai kesetaraan yang lebih besar.
Proporsi Dinas
10.4.1.(b) PesertaProgram Transmigra % 100 100 100
jaminan Sosial si Tenaga
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Kode . Sumber Baseline
Indikator Target/Indikator Data Satuan (2020) n
2021
Bidang Ketenaga Kerja dan
Kerjaan Perindustria
n

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN
BERKELANJUTAN

11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan
pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

11.1.1.(a)

Proporsi rumah
tangga yang memiliki
akses terhadap
hunian yang layak
dan terjangkau.

Dinas
Perumahan
Kawasan
Permukima
n dan
Pertanahan

%

88.8

88.8

87.39

11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kem
secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh
bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-oran

o dalam situasi

rentan.

atian dan jumlah orang terdampak, dan

Jumlah Korban Badan
meninggal, Hilang Penanggula
11.5.1* dan terkena dampak ngan Orang 8,61 PM PM
bencana per 100.000 Bencana
orang Daerah
Badan
Indeks Resiko Penanggula
11.5.1.(a) Bencana Indonesia ngan Nilai 202 202 202
(IRBI) Bencana
Daerah
Jumlah sistem Badan
. L Penanggula
115.1.(c) | Peringatan dinicuaca ngan Unit 2 0 1
dan iklim serta
Bencana
kebencanaan.
Daerah
Badan
Jumlah kerugian Penanggula
11.5.2.(a) ekonomi langsung ngan Rupiah HHAHHH PM PM
akibat bencana. Bencana
Daerah
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk
dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
Persentase sampah Dinas
11.6.1.(a) perkotaan yang Lingkungan %
tertangani. Hidup

11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi
dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber
daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan
dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

11.b.2*

Dokumen strategi
pengurangan risiko
bencana (PRB)
tingkat daerah.

Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah

Dokume

TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN

12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan,
di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan
mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan
dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Jumlah limbah B3 Dinas
1242.3) | yaoterkelola dan | Lingkungan Ton 1,500 1,500 1,550
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Kode . Sumber Baseline
Indikator Target/Indikator Data Satuan (2020) - (;12 1

proporsi limbah B3 Hidup
yang diolah

12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan,
daur ulang, dan penggunaan kembali.

Jumlah timbulan Dinas
12.5.1.(a) sampah yang didaur | Lingkungan Ton 3,000 3,000 3,500
ulang. Hidup

12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-
praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.

Jumlah Perusahaan

12.6.1.(a) Yang menetapkan Eil:ali nean Perusah 1 L .
o sertifikasi SNIISO | 1. di p“ & aan

14001

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN
DAMPAKNYA

13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di
semua negara.

Dokumen strategi Badan
pengurangan risiko Penanggula
13.1.1* bencana (PRB) ngan Dokume 0 0 1
tingkat nasional dan | Bencana n
daerah. Daerah
Jumlah Korban Badan
Meninggal, Hilang Penanggula
13.1.2* Dan Terkena dampak | ngan Orang 2,32 PM PM
Bencana per 100.000 | Bencana
Orang Daerah

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN
KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN

16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Jumlah kasus
kejahatan

16.1.1.(a) Pembunuhan pada Polres Kasus NA PM PM
satu tahun terakhir
Satuan
Kematian disebabkan lzgi:ls;ng
16.1.2.(a) konflik pe 100.000 Praja & % 0 0 0
penduduk Pemadam
Kebakaran
Satuan
Proporsi penduduk Polisi
ang menjadi korban | Pamon
16.1.3.(a) iejaghatan]kekerasan Praja &g % NA PM PM
dalam 12 bulan Pemadam
Kebakaran
. Satuan
Proporsi penduduk Polisi
yang merasa a}rpan | Pamong
16.1.4* berjalan sendirian di Praja & % NA PM PM
area tempat
tinggalnya Pemadam
) Kebakaran

16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Indeks Perilaku Anti

0,
16.5.1.(a) Korupsi (IPAK). BPS % NA PM PM
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.6.1* | Proporsi | Badan | % | 95.95 | 95.95 | 96.25

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
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. Pencapaia
Incll(i(l)((;llior Target/Indikator Slg:il:r Satuan B(;s:élon)e n
2021
pengeluaran utama Pengelola
pemerintah terhadap | Keuangan
anggaran yang Daerah
disetujui.
Persentase
peningkatan Opini
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) Badan
atas Laporan Pengelola
16.6.1.(a) Keuangan % WTP WTP WTP
. Keuangan
Kementerian/ Daerah
Lembaga dan
Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten
/Kota).
Persentase
peningkatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
16.6.1.(b) iirlﬁi;lt“etizsfg?a SD'Ztrrzt}‘;‘“at Skor | 61.06(B) | 65.00(B) | 71.00 (BB)
ga dan Pemerintah
Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).
Persentase
enggunaan E- .
166.1() | procurement Sekretariat % 34.43 55 60
.| Daerah
terhadap belanja
pengadaan.
Persentase instansi
pemerintah yang
memiliki nilai Indeks
Reformasi Birokrasi Sekretariat
16.6.1.(d) Baik Kab 100 100 100
: Daerah
Kementerian/Lemba
ga dan Pemerintah
Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).
Persentase
Kepatuhan
pelaksanaan UU
Pelayanan Publik Sekretariat
16.6.2.(a) Kementerian/ % 100 100 100
Daerah
Lembaga dan
Pemerintah Daerah
(Provinsi/
Kabupaten/Kota).
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap
tingkatan.
Persentase Dinas Sosial,
keterwakilan Pemberdaya
perempuan di Dewan | an
16.7.1.(a) Perwakilan Rakyat Perempuan % 6.67 6.67 6.67
(DPR) dan Dewan dan
Perwakilan Rakyat Perlindunga
Daerah (DPRD). n Anak
Persentase Dinas Sosial,
keterwakilan Pemberdaya
16.7.1.(b) | Perempuansebagai | an % 13.79 17.24 17.24
pengambilan Perempuan
keputusan di dan
lembaga eksekutif Perlindunga
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
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. Pencapaia
Incll(i(l)((ellior Target/Indikator Slgz:’:r Satuan B(z;s:élon)e n Target
2021 2022
(Eselon I dan II). n Anak
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
Proporsi anak umur Dinas
di bawah 5 tahun
. Kependudu
16.9.1* yang kelahirannya |y ) oy % 96.05 96.05 96.55
dicatat oleh lembaga Pencatatan
pencatatan sipil, Sipil
menurut umur.
Persentase Dinas
kepemilikan akta
lahir untuk Kependudu
16.9.1.(a) kan dan % 87.14 87.14 89.59
penduduk 40% Pencatatan
berpendapatan Sipil
bawabh.
Dinas
Persentase anak yang | Kependudu
16.9.1.(b) memiliki akta kan dan % 87.14 87.14 89.59
kelahiran. Pencatatan
Sipil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan
peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
Jumlah Kepemilikan
Sertifikat Pejabat
pengelolah informasi
dan Dokumentasi
(PPID) Untuk Dinas
mengukur Kualitas Komunikasi
16.10.2.(c) PPID dalam dan Orang NA 5 5
Menjalankan Tugas Informatika
Dan Fungsi
sebagaimana diatur
dalam peraturan
perundang-
undangan.

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN
GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada
negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pa

ak dan pendapatan lainnya.

Total pendapatan

: . Badan
pemerintah sebagai Pencelola
17.1.1* proporsi terhadap & %
Keuangan
PDB menurut
Daerah
sumbernya.
Badan
Rasio penerimaan Pengelola o
17.1.1.(a) pajak terhadap PDB. | Keuangan %
Daerah

17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan
internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi
pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara
mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui
mekanisme fasilitasi teknologi global.

17.6.2.(c)

Proporsi Penduduk
Yang terlayani
Mobile broadband.

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

%

53.44

PM

PM

17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas
teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan
teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

"
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. Pencapaia
Kode . Sumber Baseline
Indikator Target/Indikator Data Satuan (2020) n
2021
Proporsi individu gg;zinikasi
17.8.1* yang menggunakan dan % 53.44 PM PM

internet. .

Informatika

17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang,
termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara
signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan
pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya
yang relevan dengan konteks nasional.

17.18.1.(a)

Persentase
konsumen Badan
Pusat Statistik (BPS)
yang merasa puas
dengan kualitas data
statistik.

BPS

%

89

89

89.5

17.18.1.(b)

Persentase
konsumen yang
menjadikan data dan
informasi statistik
BPS sebagai rujukan
utama.

BPS

%

87

87

87.5

17.18.1.(c)

Jumlah Metadata
Kegiatan Statistik
dasar, Sektoral Dan
Khusus yang
terdapat dalam
Sistem Informasi
Rujukan Statistik
(SIRuSa).

BPS

Unit

17.18.1.(d)

Persentase indikator
SDGs terpilah yang
relevan dengan
target.

Badan
Perencanaa
n Penelitian
dan
Pengemban
gan Daerah

%

55

55

60

Target 17.19 :

Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan

pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan
mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Tersedianya data Dinas
registrasi terkait Kependudu .
17.19.2.(b) ke%ahiran dan karﬁ) dan Adaﬁtlda Ada Ada Ada
kematian (Vital Pencatatan
Statistics Register) Sipil
Jumlah pengunjung
eksternal yang .
17.19.2.(c) | mengakses datadan | BPS Pengunj 9,745 11,166 11,500
informasi statistik ung
melalui website.
Persentase
konsumen yang puas
17.19.2.(d) | terhadap akses data BPS % 81 81 81.5
Badan Pusat Statistik
(BPS).
Sumber: RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026
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BAB VII
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ke-1 (pertama) dari
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur 2021-2026. Dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan,pembangunan daerah maka perubahan RKPD Tahun 2022 ini
diharapkan dapat memperkuat capaian Kkinerja dalam mewujudkan prioritas
pembangunan RPJMD 2021-2026. Selain itu pula Perubahan RKPD Tahun 2022
diselaraskan dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKP
nasional, hal ini di maksudkan guna menjamin sinergitas pembangunan antar level
pemerintahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Nasional. Pada
Bab penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini

mencakup tiga sub Bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan, dan kesimpulan.
7.1. Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun
2022 memuat arah kebijakan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pelaksanaan pembangunan hingga akhir Tahun 2022. Untuk mendukung capaian
indikator sasaran pembangunan dalam RKPD, Pelaksanaan Program dan kegiatan
Prioritas berdasarkan pentahapan pembangunan dimaksudkan untuk mencapai
sasaran—sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, dimana semua SKPD wajib
untuk menerapkan Prinsip — prinsip Efesiensi, Efektifitas, Transparansi, Akuntabilitas
dan Partisipatif dalam pelaksanaannya. Dokumen ini merupakan acuan dalam
menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah)
, serta Bagi seluruh stakeholders pembangunan daerah dalam membangun sinergitas
yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta, guna
mewujudkan pencapaian sasaran—sasaran pembangunan di Tahun 2022.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perencanaan dan penganggaran

. . VIl -52
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, maka upaya uSnt%k
meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya dalam perencanaan dan

penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif guna
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mencapai sasaran yang telah disepakati bersama oleh seluruh komponen yang

Kabupaten Luwu Timur

terlibat didalamnya.

Dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai

dengan tujuan dan fungsinya, RKPD merupakan dokumen acuan rencana

operasional pembangunan Tahun 2022, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan,

sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2022.

dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk

terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.

Dalam mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi serta
optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2022, maka seluruh
SKPD wajib menyusun dan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD) yang mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi dan
sinergitas antara Perubahan RKPD dengan perubahan Renja-PD dengan
tetap memperhatikan target capaian IKU RPJMD, IKK, SPM, TPB/SDGs.

Uraian program dan kegiatan prioritas yang direncanakan setiap SKPD harus
terkait dan mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator
sasaran setiap prioritas kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam
perubahan RKPD Tahun 2022.

Dalam menyusun program kerja tahunan, seluruh pemangku kepentingan
serta dunia usaha agar senantiasa menyesuaikan serta berkontribusi dalam
mendukung capaian target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Badan Perencanaan, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah
berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan RKPD dan setiap SKPD berkewajiban melaksanakan evaluasi
hasil pelaksanaan Renja-PD Tahun 2022.

Seluruh Organisasi kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh pelaku
pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, berkewajiban untuk melaksanakan
dan mendukung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022, secara sinergitas dan
terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran sert\f}l Is%cz%ra
maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan
pembangunan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD,

Bapelitbangda menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut
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hasil pelaksanaan pembangunan Tahun 2022. Hasil evaluasi, kajian dan
analisis RKPD Tahun 2022 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun
2023.

7. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD-P Tahun 2022, RKPD
dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) dan plafon Prioritas Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2022, berdasarkan hasil kesepakatan

bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

8. Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Secara proaktif, wajib melakukan
monitoring, pengkajian pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2022 serta
menghimpun dan menganalisa laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari

masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati .

9. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022, mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme penyelenggaraan
Musrenbang di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi
sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga
dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan,
yaitu tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur secara bertahap dan

berkesinambungan.

10.Kepada seluruh SKPD diharapkan untuk memperhatikan dan melaksanakan
kaidah pelaksanaan ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

7.2 Kesimpulan.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran
sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 yaitu :
“PENINGKATAN DAYA  SAING DAERAH UNTUK  MEWUJUDKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS”, Sehingga diharapkan program
dan kegiatan di SKPD mengarah kepada pencapaian sasaran sebagaimana tema
yang telah ditetapkan tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan
evaluasi dan analisis capaian Kkinerja sebagai tahapan dalam melakukan

pengendalian pembangunan pada tahun rencana.

Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dalam pelaksapgaggya
disinergiskan dengan perencanaan pembangunan Nasional, dan Propinsi Sulawesi

Selatan. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan menyadari kondisi keterbatasan
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kemampuan keuangan daerah, maka ditempuh kebijakan sharing pebiayaan
pembangunan antara pemerintah kabupaten Luwu Timur dengan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, baik berupa Cost sharing maupun activity sharing serta

mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber-sumber pendanaan lainnya.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini berlaku sejak Tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Demikian Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Timur ini disusun untuk dijadikan sebagai Landasan,
Pedoman, dan Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS), dan RAPBD-P Tahun
Anggaran 2022.

Malili, 1 agustus 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN
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Tabel 5. 10 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Perangkat Daerah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas . K Sasaran Penangzun:
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan o RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana ) g Target Pagu Indikatif 88UNg
Semula | Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah Jawab
Perubahan
2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 288,950,987,500 294,662,137,100 300,662,137,300 318,735,226,503
PROGRAM PENUNJANG URUSAN .
PEMERINTAHAN DAERAH Persentase penunjang urusan peranghat 100% | 100% 125,162,461,999|  135,681,514,431 141,681,218,631 100% 126,759,961,999
daerah berjalan sesuai standar
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase penyusunan dokumen
02.01 R perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat 100 % 100 % 196,054,590 206,999,239 210,203,439 100 % 196,054,590
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah waktu
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
Timur, Semua | PENDAPATAN . . . . P . L
Pen I !
02.01 1 yusunan Dokumen Perencanaan  |umish dokumen Perencanzan Yang disusun | 7 dok 111,557,111 111,423,026 114,627,226 Kecamatan, | ASLI DAERAH baya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | - Dinas Pendidikan 7 dok 111,557,111| Pinas Pendidikan
Perangkat Daerah Tepat Waktu Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
Timur, Semua | PENDAPATAN " n : " o . _—
i kinerj ’ Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.01 | 7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumiah dokumen evaluasi kinerja pelayanan | 4\ | 10 ok 84,497,479 95,576,213 95,576,213 Kecamatan, | AsLIDAERAH va e ) e ¢ 10 dok 84,497,479
perangkat daerah yang disusun Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Administrasi Keuangan Perangkat ini i
02.02 & g Persentase administrasi keuangan yang 100% | 100% 121,380,803,015|  131,753,149,517|  137,740,649,517| 100% 121,380,803,015
Daerah terselenggara dengan baik
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
Timur, Semua | PENDAPATAN . . . . P . L
ji j ’ Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
0202 | 1 [Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn | u™ah ASN vang gaji dan tunjangan 1883 orang | 1883 orang 121,242,232,715 131,614,579,217 137,614,079,917| Kecamatan, | AsLIDAERAH va & ) Pening ‘ 1883 orang 121,242,232,715
terbayarkan Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Koordinasi dan Penyusunan Laporan .Kab. P Meningkatkan Sumber
Y P Jumiah do‘fumen aporan keuangan Timur, Semua [ PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.02 7 |Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang 18 dok 18 dok 138,570,300 138,570,300 126,569,600| Kecamatan, ASLI DAERAH . . 18 dok 138,570,300
. . Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD [disusun Semua (PAD) K
Kelurahan Saing
Administrasi Kepegawaian
02.05 Persentase Pegawai PD yang dilayani 100 % 100 % 1,058,354,244| 822,167,660 819,167,660 100 % 1,058,354,244|
Perangkat Daerah
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
. " Timur, Semua | PENDAPATAN " . P . T " :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta j i i i ’ Daya Manusia Yan, 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
0205 [ 2 |78 an =t Jumiah pegawai yang menerima pakainan 100% 70,000,000 60,500,000 60,500,000| Kecamatan, | Asti DAERAH va Manusia Yang ) Pening vat ' N 100% 70,000,000| N
Atribut Kelengkapannya dinas semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
Timur, Semua | PENDAPATAN . . . . P . L
Pendataan dan Pengolahan initrasi i ! Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
0205 | 3 e gota Jumiah laporan data adminitrasi kepegawaian| 3,002 | 3japoran 29,882,350 29,364,850 29,364,850| Kecamatan, | ASLI DAERAH va s ) Pening i 3 laporan 29,882,350
Administrasi Kepegawaian yang dimuktahirkan Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
'Kab, Luwu Meningkatkan Sumber
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian . . . X Timur, Semua | PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.05 5 . . . jumlah pegwai yang dilayahi 100 % 486,744,954 421,883,260 421,883,260 Kecamatan, ASLI DAERAH . . 100 % 486,744,954
Kinerja Pegawai Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
licact Timur, Semua | PENDAPATAN : . . . T " o
Sosialisasi Peraturan Perundang- ikuti sosialisasi ’ Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
0205 | 10 8 Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi 401 orang | 401 orang 324,066,940 256,579,550 253,579,550| Kecamatan, | ASLI DAERAH va 8 ) s ¢ 401 orang 324,066,940
Undangan peraturan perundang-undangan Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
; I Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
Bimbingan Teknis Implementasi Jum‘?h pesawal yang mengikuti bimbingan Timur, Semua [ PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.05 11 teknis implementasi peraturan perundang - 10 orang 10 orang 147,660,000 53,840,000 53,840,000] Kecamatan, ASLI DAERAH . . 10 orang 147,660,000
Peraturan Perundang-Undangan Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
undangan Semua (PAD) i
Kelurahan Saing
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Perubahan
2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Administrasi Umum Perangkat inistrasi j
02.06 g Persentase administrasi umum PD berjalan 100% 100% 1,858,277,150 1,061,647,150 1,061,647,150 100% 1,858,277,150
Daerah sesuai standar
. . _Kab- Luwu Meningkatkan Sumber
Penyediaan Komponen Instalasi ijm“ah komponen instalasi X o o Timur, Semua [ PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan o Dinas Pendidikan
02.06 1 L listrik/penerangan bangunan kantor yang di 324 jenis 324 jenis 17,694,000 17,694,000 17,694,000 Kecamatan, ASLI DAERAH . . 324 jenis 17,694,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor . Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
sediakan Semua (PAD) K
Kelurahan Saing
Kab. Luwu .
Timur, Semua | PENDAPATAN | Meningkatkan Sumber
02.06 5 Penyediaan Peralatan dan J“m‘a:_ p:’:ma" dan perlengkapan kantor 73 unit 73 unit 10.015.000 10.015.000 10015000 Kecamatan, [ astioaeran Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Dinas Pendidikan 73 unit 10.015.000 Dinas Pendidikan
: Perlengkapan Kantor yane diadakan o e e Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan o Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
_Kab* Luwu Meningkatkan Sumber
. - - o L o Timur, Semua | PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan o Dinas Pendidikan
02.06 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 37 jenis 37 jenis 26,097,750 26,097,750, 26,097,750 Kecamatan, ASLI DAERAH . . 37 jenis 26,097,750
Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
i Timur, Semua | PENDAPATAN " n : " o . _—
Penyediaan Barang Cetakan dan ’ Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
0206 | 5 Y 8 Jumlah Barang cetakan dan/atau 3 jenis 3 jenis 109,800,000 109,800,000 109,800,000 Kecamatan, | ASLI DAERAH va 8 ) s ‘ 3 jenis 109,800,000
Penggandaan penggandaan yang diadakan semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
.Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
02.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan 84 0ks 84 0ks 8.220.000 8.220.000 8.220.000 T:("‘e:'ar’msaet'::a 22:%2:::: Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Dinas Pendidikan 84 eks 8220000 Dinas Pendidikan
: Peraturan Perundang-undangan peraturan perundang- undangan e o e Semua ' (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan o Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
_Kab- Luwu Meningkatkan Sumber
o . T Timur, Semua | PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.06 8 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi 3000 orang | 3000 orang 138,820,000 138,820,000 138,820,000] Kecamatan, ASLI DAERAH . . 3000 orang 138,820,000
Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
. . Timur, Semua | PENDAPATAN " . P . T " :
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan inasi i ’ Daya Manusia Yan, 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
0206 | o | Ve enes P Jumiah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | ;76 i | 1676 ki 1,547,630,400 751,000,400 751,000,400| Kecamatan, | ASLiDAERAH v N ) Pening _ 1676 kali 1,547,630,400
Konsultasi SKPD yang diikuti semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Pengadaan Barang Milik Daerah o
02.07 Penunjang Urusan Pemerintah ;‘:L‘:k"a’:‘e’a'a‘a" dan mesin lainnya yang 2unit | 22unit 94,040,000 907,955,400) 907,955,400) 22 unit 1,691,540,000
Daerah
.Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
0207 | ¢ |Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang vunit | 22umit 94,040,000 96,505,400 96,505,400 T:('Z:;::tr::a ';ESTIDQE;-:: Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Dinas Pendidikan 2 unit 94.040,000| Pinas Pendidikan
: Lainnya diadakan o T T Semua ’ (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan "7 Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
»Kab' Luwu Meningkatkan Sumber
Pengadaan Sarana dan Prasarana Timur, Semua [ PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.07 10 R penataan halaman kantor 1 paket 0| 811,450,000 811,450,000 Kecamatan, ASLI DAERAH . . 1 paket 1,597,500,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan j ji
02.08 vediaan) hang Persentase pemenuhan jasa penunjans 100% | 100% 352,283,000 706,945,465 718,945,465 100% 352,283,000
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah yang tersedia
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
Timur, Semua | PENDAPATAN " . . " e g . L
’ Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.08 | 1 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumiah surat masuk dan keluar yang 3200 surat | 3200 surat 10,283,000 10,283,000 10,283,000| Kecamatan, | AsLIDAERAH va & ) Pening < 3200 surat 10,283,000
diadministrasikan Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
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Perubahan
2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
. h " Timur, Semua | PENDAPATAN . . . . . . .
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber i istri i ’ Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.08 yediaan Jasa K Jumiah rekening telepon,listrik dan air yang |, 2 rek 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Kecamatan, | Asti DAERAH va 8 ) Pening i 2 rek 150,000,000
Daya Air dan Listrik terbayarkan Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
: Timur, Semua | PENDAPATAN : . P . T " ;e
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum j ’ Daya Manusia Yan, 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.08 Y ! 4 Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor |5 oo 192,000,000 546,662,465 558,662,465| Kecamatan, | ASLI DAERAH va 8 ) s ¢ 3orang 192,000,000
Kantor yang disediakan Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Pemeliharaan Barang Milik Daerah |persentase Barang Milik Daerah penunjang
02.09 Penunjang Urusan Pemerintahan urusan pemerintahan yang terpelihara 100 % 100 % 222,650,000 222,650,000 222,650,000 100 % 222,650,000
Daerah dengan baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
. . Timur, Semua | PENDAPATAN . . . . P . e
" ] |
02.00 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan {um\ah kendarf’jan.perorangan dinas atau 67 unit 67 unit 115,550,000 115,550,000 115,550,000] Kecamatan, | ASLI DAERAH Daya.Manusw Yang 2) Peningkatan kual |t.as Dinas Pendidikan 67 unit 115,550,000 Dinas Pendidikan
Perorangan Dinas atau Kendaraan jabatan yang dipelihara Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Dinas Jabatan Kelurahan Saing
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
f Timur, Semua | PENDAPATAN " . . " P . -
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin in lai ’ Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.09 - Jumlah peralatan dan mesin lalnnya yang 78unit | 78unit 62,100,000 62,100,000 62,100,000| Kecamatan, | ASLIDAERAH Ve N ) & ) 78 unit 62,100,000
Lainnya dipelihara Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
i I Timur, Semua | PENDAPATAN : . : " T " e
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedun ! Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
02.09 : Hitast Gedung - fJumiah gedung kantor dan/ataubangunan )y f g 45,000,000 45,000,000 45,000,000| Kecamatan, | ASLIDAERAH va Manusia ang ) Pening vat ' N 1 unit 45,000,000( N
Kantor dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia dan Kebudayaan Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
PROGRAM PENGELOLAAN APK PAUD 68.2 % 68.2 % 68.2 %
PENDIDIKAN APK SD/MI/PAKET A 1143 % 1143 % 163,788,525,501 158,980,622,669 158,980,918,669 1143 % 191,975,264,504|
APK SMP/MTS/PAKET B 139.2 % 139.2% 139.2 %
Angka Putus Sekolah SD/MI 0.31% 0.31% 0.31%
P 1 ) Pendidikan Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 79.86 % 79.86 % 79.86 %
02.01 Das:r 93,099,851,287 87,611,527,669 87,575,223,669 115,099,127,314
Presentase SD/MI terakreditasi minimal B 82.16 % 82.16 % 82.16 %
Rata-rata nilai ujian sekolah SD /MI 62.4 nilai 62.4 nilai 62.4 nilai
Meningkatkan Sumber
Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD yang PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan
02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 1 unit 1 unit 500,000,000 0 0 ASLI DAERAH . . . 1 unit 1,000,000,000
dibangun (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Saing
Semua
Kab/Kota Meningkatkan Sumber
' PENDAPATAN . . . . -
Semua Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan
02.01 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah RKB SD yang dibangun 4 unit 4 unit 3,118,159,549 2,225,600,000 2,225,600,000 ASLI DAERAH . . . 4 unit 3,118,159,549
Kecamatan, (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Semua Saing
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, | oeNDAPATAN
Jumlah ruang guru/kepala sekolah/ TU SD 1 unit 1 unit Semua ASLI DAERAH . 1 unit
yang dibangun unt un! Kecamatan, " Meningkatkan Sumber uni
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Semua (PAD) Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan
02.01 490,507,260 248,834,920, 248,834,920, R X X 500,000,000
Sekolah/TU Kelurahan Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
DAK Fisik- Saing
Bidang
Pendidikan-
Reguler-SD
Semua
Kab/Kota,
Semua PENDAPATAN
Jumlah UKS SD yang dibangun (unit) 9 unit 9 unit Kecamatan, ASLI DAERAH Meningkatkan Sumber 9 unit
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Semua (PAD) Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan
02.01 2,000,000,000 1,110,695,310 1,110,695,310 R X . 3,600,000,000:
Sekolah Kelurahan Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
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2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DAK Fisik- Saing
Bidang
Pendidikan-
Reguler-SD
Meningkatkan Sumber
PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan
02.01 5 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah  [jumlah perpustakaan SD yang dibangun 2 unit 2 unit 528,004,340, 0 0 ASLI DAERAH . . . 2 unit 550,000,000
(PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Saing
Kab. Luwu
Timur, Semua | PENDAPATAN
Jumlah Halaman SD yang ditata 7 paket 7 paket Kecamatan, ASLI DAERAH 7 paket
Semua (PAD)
Kelurahan Meningkatkan Sumber
Pembangunan Sarana, Prasarana dan DAK Fisik- Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan
02.01 6 L . " , . 1,500,000,000 4,143,194,380 4,143,194,380 Bidang . . . 5 6,700,000,000:
Utilitas Sekolah Jumlah ruang ibadah SD yang dibangun 3 unit 3 unit Pendidikan Berkualitas Dan Berdaya sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur 3 unit Dan Kebudayaan
Reguler-SD Saing
Jumlah Sumur Bor yang di Bangun 2 unit 2 unit 2 unit
Jumlah WC SD yang dibangun 16 unit 16 unit 16 unit
Panjang pagar SD yang dibangun 1000 meter| 1000 meter 1000 meter
Meningkatkan Sumber
Pembangunan Rumah Dinas Kepala i Daya Manusia Yan Sekolah Dasar (SD Dinas Pendidikan
0201 | 7 8 X P Jumlah rumah dinas kepala ' 6 unit 6 unit 500,000,000 0 0 Ve N D) 6 unit 750,000,000
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun Berkualitas Dan Berdaya Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Saing
'Kab' Luwu Meningkatkan Sumber
— . . . i Timur, Semua | PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD) ) Dinas Pendidikan
02.01 8 |Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas |Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit ) 6 unit 6 unit 600,000,000 930,900,000 930,900,000 Kecamatan, ASLI DAERAH . . . 6 unit 2,500,000,000!
Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, i i i Meningkatkan Sumber Sekolah Dasar (SD) i Dinas Pendidikan
02.01 12 8 3 Jumlah gedung Kantor SD yang direhab 1 unit 1 unit 100,000,000, 0 0 Daya Manusia Yang ! 1 unit 200,000,000
Prasarana dan Utilitas Sekolah - - - . Se-Kab. Luwu Timur - Dan Kebudayaan
Jumlah WC SD yang direhab 2 unit 2 unit Berkualitas Dan Berdaya 2 unit
Meningkatkan Sumber
ik : Jumlah Rumah Dinas Kepala " N -
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Daya Manusia Yang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan
02.01 13 Sekolah/G Penjaga Sekolah SD 3 unit 3 unit 200,000,000 0 0 . . 3 unit 250,000,000
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah diereoh:b/ uru/Penjaga Sekola vang unt unt Berkualitas Dan Berdaya Se-Kab. Luwu Timur un Dan Kebudayaan
Saing
Semua
Kab/Kota, PENDAPATAN Meningkatkan Sumber
Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD Dinas Pendidikan
02.01 | 14 [Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah mebel SD yang diadakan apaket | 4 paket 990,000,000 267,320,000 267,320,000  Semu2 ASLI DAERAH Ve 8 ) Pening i GO ket 1,000,000,000
Kecamatan, (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Semua Saing
Kelurahan
Kab. Luwu )
Timur, Semua | PENDAPATAN | Meningkatkan Sumber
I i i Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD i Dinas Pendidikan
02.01 | 16 [Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumiah perlengkapan SD yang diadakan 30unit | 30 unit 2,000,000,000, 3,863,250,000 3,863,250,000| Kecamatan, | ASLI DAERAH va 8 ) e ¢ (D) 30 unit 12,000,000,000
Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Kab. Luwu Meningkatkan Sumber
Timur, Semua | PENDAPATAN : . . " o
idi j ‘ Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD Dinas Pendidikan
02.01 | 17 |Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah seragam peserta didik SD sederajat | 6500 pasan | 6500 pasan 1,842,212,373 1,249,933,450 1,286,648,450| Kecamatan, | AsLi DAERAH va s ) Pening < OB 6500 pasang 2,000,000,000
yang diadakan g g Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Meningkatkan Sumber
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedun, Daya Manusia Yan Sekolah Dasar (SD Dinas Pendidikan
0201 | 18 8 § |/umiah bangunan sekolah SD yang 154 sekolah| 154 sekolah 1,000,000,000 0 0 Y N B0 |4 cekolah 2,000,000,000

dan Ruangan

terpelihara

Berkualitas Dan Berdaya
Saing

Se-Kab. Luwu Timur

Dan Kebudayaan

475



Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Perangkat Daerah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas . K Sasaran Penangzun:
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan L RKPD 2022 Lokasi Sumber Dana ) g Target Pagu Indikatif 88UNg
Semula | Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah Jawab
Perubahan
2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatkan Sumber
; PENDAPATAN " . . . -
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga i i Daya Manusia Yan 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD Dinas Pendidikan
0201 | 22 |78 & Jumiah alat praktik dan peragasiswa SDyang | e [ 15 paket 1,000,000,000 0 0 ASLI DAERAH va e ) s ) GOV g ket 2,200,000,000
Siswa diadakan (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Saing
_Kab- Luwu Meningkatkan Sumber
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas | . Timur, Semua | PENDAPATAN Daya Manusia Yang 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan
02.01 25| . jumlah sekolah mengikuti lomba 100 % 523,420,811 447,924,410 326,050,410 Kecamatan, ASLI DAERAH . . N 100 % 523,420,811
Siswa Semua (PAD) Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Kelurahan Saing
Penyediaan Pendidik dan Tenaga i Meningkatkan Sumber
Timur, Semua | PENDAPATAN " n : " _—
idi idi ’ Daya Manusia Yan, 2) Peningkatan kualitas | Sekolah Dasar (SD Dinas Pendidikan
02.01 | 26 |Kependidikan bagi Satuan Pendidikan |'“m!ah pendidik dan tenaga kependidikan | g5 o | 815 orang 53,443,598,371 50,303,998,371 50,303,998,371| Kecamatan, | ASLI DAERAH va e ) e ) GOV 415 orang 53,443,598,371
yang menerima Bosda Berkualitas Dan Berdaya | sumber daya manusia | Se-Kab. Luwu Timur Dan Kebudayaan
Sekolah Dasar Semua (PAD) N
Kelurahan Saing
Kab. Luwu
Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas Timur, Semua | PENDAPATAN katk: b
g g Meningkatkan Sumber
Pengembangan Karir Pendidik dan yang mengikuti lomba 60 orang 60 orang K